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Tanggal Efektif : 29 Juni 2012

Masa Penawaran : 3,4,5 Juli 2012
Tanggal Penjatahan : 9 Juli 2012
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 10 Juli 2012
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik : 10 Juli 2012
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 11 Juli 2012

BAPEPAM DAN LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA
MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN
DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk. (“PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI
EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA
KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.
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PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk.

Kegiatan Usaha
Bergerak Dalam Bidang Usaha Jasa Perbankan

Kantor Pusat
JI. Basuki Rachmat N0.98-104
Surabaya 60271
Jawa Timur
Telepon : (031) 531 0090 ext 346, 355
Faksimili: (031) 547 0159
Homepage : www.bankjatim.co.id
Email : corsec@bankjatim.co.id

Kantor Cabang
40 Kantor Cabang, 1 Kantor Cabang Syariah, 64 Kantor Cabang Pembantu,
3 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 167 Kantor Kas, 122 Payment Point, 47 Kantor Layanan Syariah,
57 Kas Mobil, 6 Kas Mobil+ATM, 262 ATM dan 1 Cash Deposit Machine

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebesar 2.983.537.000 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu) saham baru yang merupakan
Saham Atas Nama Seri B atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum
Perdana Saham dengan nilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat
dengan Harga Penawaran Rp430,- (empat ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan
Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS”). Nilai saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum secara keseluruhan
adalah sebesar Rp1.282.920.910.000.- (satu triliun dua ratus delapan puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus
sepuluh ribu Rupiah).

Perseroan mengadakan program ESA dengan mengalokasikan Saham sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari
jumlah penerbitan Saham Yang Ditawarkan dan menerbitkan opsi Saham untuk program MESOP sebanyak-banyaknya sebesar
0,71% (nol koma tujuh satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum. Informasi lengkap
mengenai program ESA dan MESOP dapat dilihat pada Bab | Prospektus ini.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

7 maana mandin

PT Bahana Securities PT Mandiri Sekuritas

PENJAMIN EMISI EFEK
e PT BNI Securities # PT Bumiputera Capital Indonesia e PT Ciptadana Securities # PT Danareksa Sekuritas e
o PT Danasakti Securities ¢ PT Danatama Makmur e PT Dhanawibawa Arthacemerlang e PT Equator Securities o

e PT Equity Securities Indonesia e PT Erdhika Elit Sekuritas ¢ PT HD Capital Tbk ® PT Indomitra Securities ® PT Lautandhana e
Securindo e PT Magenta Kapital Indonesia @ PT Makinta Securities « PT Mega Capital Indonesia e PT Minna Padi Investama Tbk e
e PT OSK Nusadana Securities Indonesia e PT Overseas Securities ® PT Panca Global Securities Tbk @ PT Panin Sekuritas Tbk e

e PT Philip Securities Indonesia e PT Recapital Securities e PT Reliance Securities Tbk e PT Sucorinvest Central Gani o

e PT Valbury Asia Securities ¢ PT Wanteg Securindo e PT Waterfront Securities Indonesia ® PT Yulie Sekurindo Tbhk

Saham - saham yang ditawarkan ini seluruhnya akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia
Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment)
terhadap penawaran saham Perseroan.

SAHAM INI BUKAN MERUPAKAN PRODUK PERBANKAN DAN TIDAK DIJAMIN OLEH PEMERINTAH.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT MENGINGAT SEBAGIAN BESAR AKTIVA
PERSEROAN ADALAH BERUPA KREDIT YANG DIBERIKAN KEPADA NASABAH. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT
DILIHAT PADA BAB V TENTANG RISIKO USAHA DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-
SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM
PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI).

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN
PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA
PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2012



Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini
kepada Ketua Bapepam dan LK dengan surat No.050/058/DIR/DJL tanggal 2 Mei 2012 sesuai dengan persyaratan
yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana
dimuat dalam Tambahan No.3608 Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, (selanjutnya disebut
"UUPM”) dan peraturan pelaksanaannya berikut segala perubahannya.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan di Bursa Efek
Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan
dengan BEI yang dibuat dibawah tangan pada tanggal 4 Mei 2012 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang
ditetapkan oleh BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran
Umum ini dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan
ketentuan UUPM.

Perseroan, Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka
Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, pendapat atau laporan yang
disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya
masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau
membuat pernyataan atau penjelasan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa
mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia N0.29 Tahun 1999 ("PP No0.29”) tentang Pembelian

Saham Bank Umum sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang

Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan ("UU Perbankan”)

ditetapkan bahwa:

a. Jumlah kepemilikan saham bank oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing yang diperoleh
melalui pembelian secara langsung maupun melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya adalah 99% (sembilan
puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 3);

b. Pembelian oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100%
(seratus persen) dari jumlah saham bank yang tercatat di Bursa Efek (Pasal 4 ayat 1);

c. Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan
persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 4 ayat 2);

d. Sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari saham bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 yang
tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum
Indonesia (Pasal 4 ayat 3),

dan sesuai dengan pengumuman PT Bursa Efek Indonesia No.Peng-10/BEJ-DAG/U/05 1999 tanggal 20 Mei 1999

("Pengumuman Bursa Efek”) perihal Porsi Kepemilikan Saham Perbankan oleh Pemodal Asing, ditetapkan

porsi kepemilikan saham perbankan yang tercatat di Bursa Efek oleh pemodal asing akan dibatasi sebesar 99%

(sembilan puluh sembilan persen) sampai dengan dipenuhinya Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dalam PP No.29 tersebut

di atas.

Saham sebesar 1% (satu persen) dari saham Perseroan yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek adalah saham
yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

PT Bahana Securities dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Para Penjamin
Emisi Efek, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak
terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN
SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK
INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI
DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN
SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG
BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH
PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK
MENYESATKAN PUBLIK.
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Definisi dan Singkatan

Afiliasi

Aset Produktif

ALCO

APBD

APBN

ATM

ATMR

BAE

Bapepam atau Bapepam dan LK

Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1

UUPM, yaitu:

a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai
derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal,

b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau
Komisaris dari pihak tersebut.

c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1
(satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang
sama;

d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik
langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau
dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan,
baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang
sama; atau

f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Berarti terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada Bank
Indonesia dan bank lain, efek-efek, kredit yang diberikan, tagihan
lainnya dan komitmen dan kontinjensi.

Berarti singkatan dari Assets and Liabilities Committee yaitu
komite yang merupakan kumpulan dari para pengambil
keputusan di bidang pengelolaan aset dan liabilitas yang diketuai
oleh Direktur Utama, bertugas menyusun strategi pengelolaan
aset dan liabilitas.

Berarti Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
Berarti Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Berarti Anjungan Tunai Mandiri (Automated Teller Machine) yaitu
mesin elektronik yang dapat menggantikan fungsi teller seperti
penarikan uang tunai, pemeriksaan saldo dan pemindahbukuan.

Berarti singkatan dari Aset Tertimbang Menurut Risiko yaitu
jumlah aset yang telah dibobot sesuai dengan ketentuan Bank
Indonesia, untuk digunakan sebagai penyebut (pembagi) dalam
menghitung CAR.

Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek.

Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat
Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia No.: 606/KMK.01/2005
tanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember dua ribu lima) tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia No. : 184/PMK.01/2010 tanggal 11-10-2010 (sebelas
Oktober dua ribu sepuluh) tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak
dan kewajibannya.
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BEI

Bl Rate

BMPK

BOPO

BPD

CAR

CAGR

Cost To Income
Credit Grading

Credit Rating
Credit Scoring

Daftar Pemegang Saham

Efektif

Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan
di Jakarta.

Berarti suku bunga dengan tenor 1 (satu) bulan yang diumumkan
oleh Bank Indonesia secara periodik untuk jangka waktu tertentu
yang berfungsi sebagai sinyal (stance) kebijakan moneter yang
di implementasikan melalui operasi pasar terbuka untuk SBI
tenor 1 (satu) bulan.

Berarti singkatan dari Batas Maksimum Pemberian Kredit, yaitu
persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan
terhadap modal bank yang diberikan kepada nasabah
perorangan atau grupnya sesuai ketentuan Bank Indonesia.

Berarti rasio total beban operasional dibagi total pendapatan
operasional.

Berarti Bank Pembangunan Daerah.

Berarti singkatan dari “Capital Adequacy Ratio” yaitu rasio tingkat
kecukupan modal bank yang dihitung dari jumlah modal bank, yang
terdiri dari modal inti dan modal pelengkap dibagi jumlah ATMR.

Berarti“Compounded Annual Growth Rate” atautingkat pertumbuhan
berdasarkan perhitungan bunga berbunga (compounding)

Berarti rasio Total Beban Operasional dikurangi biaya provisi
dibagi Total Pendapatan Operasional. Rasio dihitung per posisi.

Berarti sistem pemeringkatan kredit yang terdiri dari credit rating
dan credit scoring.

Berarti pemeringkatan kredit untuk sektor komersial.
Berarti pemeringkatan kredit untuk sektor konsumer.

Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat
keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham
dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data-data yang
diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

Berarti  terpenuhinya seluruh  persyaratan Pernyataan
Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Peraturan No.IX.A.2
angka 4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK
No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, yaitu:

a. atas dasar lewatnya waktu, yakni:

i. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan
Pendaftaran diterima Bapepam dan LK secara lengkap,
yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam
peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau

ii. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir
atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan
atau yang diminta Bapepam dan LK dipenuhi; atau

b. atas dasar pernyataan efektif dari Bapepam dan LK bahwa
tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih
lanjut yang diperlukan dengan ketentuan bahwa Pernyataan

Pendaftaran harus menjadi efektif selambat-lambatnya

6 (enam) bulan sejak tanggal 31 Desember 2011.
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Emisi Efek

GWM

Hari Bank

Hari Bursa

Hari Kalender

Hari Kerja

Konvensi

KSEI

LDR

NIM

NPL

Berarti suatu penawaran umum saham perdana oleh Perseroan
yang dilakukan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat
melalui Penawaran Umum.

Berarti singkatan dari Giro Wajib Minimum.

Berarti hari kerja Bank, yaitu pada saat mana Bank Indonesia
menjalankan kegiatan Kliring.

Berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi
perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan
di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-
ketentuan Bursa Efek tersebut.

Berarti tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender
Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari
libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah
Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu
keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia
sebagai bukan hari kerja biasa.

Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur
nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia
atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu
ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan
Hari Kerja biasa.

Berarti penyebutan saldo kredit/kredit bermasalah dan saldo
Aktiva Produktif lainnya, harus diartikan sebagai “kotor” atau
“gross” vyaitu saldo sebelum dikurangi dengan Penyisihan
Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Perbedaan hasil
penjumlahan pada beberapa tabel disebabkan oleh adanya
pembulatan angka. Seluruh perhitungan pertumbuhan atau rata-
rata pertumbuhan mempergunakan Pertumbuhan Berdasarkan
Perhitungan Geometrik (CAGR) kecuali disebutkan lain
(Pertumbuhan Berdasarkan Perhitungan Aritmatik).

Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di
Jakarta, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam
UUPM, yang dalam emisi Saham bertugas mengadministrasikan
Saham berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek di
KSEI pada Penitipan Kolektif.

Berarti singkatan dari “Loan to Deposit Ratio”, yaitu rasio jumlah
kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga berdasarkan
formula yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Berarti singkatan dari “Net Interest Margin” yaitu Marjin
Pendapatan Bunga Bersih yang merupakan pendapatan bunga
bersih dibagi rata-rata Aktiva Produkiif.

Berarti singkatan dari “Non-Performing Loan”, yaitu kredit yang
non-performing, meliputi kolektibilitas kurang lancar, diragukan
dan macet.
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Masyarakat

Menkumham

Modal Inti (Tier 1)

Modal Pelengkap (Tier 2)

Pemegang Saham Pendiri

Penawaran Umum

Penitipan Kolektif

Penjamin Emisi Efek

Penjamin Pelaksana Emisi Efek

Peraturan No.IX.C.1

Peraturan No.IX.C.2

Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara
Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/
Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di
Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar
negeri.

Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia.

Berarti modal bank yang terdiri dari modal disetor, modal
sumbangan, agio saham, cadangan yang dibentuk dari
laba setelah pajak dan laba yang diperoleh bank setelah
diperhitungkan pajak sesuai ketentuan SK Direksi Bank
Indonesia No.26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993.

Berarti modal bank yang terdiri dari modal pinjaman, pinjaman
subordinasi dan cadangan yang dibentuk tidak berasal dari
laba sebagaimana diuraikan dalam SK Direksi Bank Indonesia
No0.26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 juncto SK Direksi Bank
Indonesia No.31/146/KEP/DIR tanggal 12 November 1998.

Berarti pemegang saham yang memiliki Saham Seri A dalam
Perseroan.

Berarti kegiatan penawaran efek yang dilakukan Perseroan
kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan UUPM dan
ketentuan lain yang berlaku.

Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih
dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian,
sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan
untuk melakukan Penawaran Umum Saham atas nama
Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum
kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi
Efek, melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berarti pihak-pihak yang akan bertanggung jawab atas
penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini berarti
PT Bahana Securities dan PT Mandiri Sekuritas, perseroan-
perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara
Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan
Emisi Efek.

Berarti Peraturan Bapepam No.IX.C.1, Lampiran atas Keputusan
Ketua Bapepam No.Kep-113/PM/1996 tanggal 24 Desember
1996 diubah dengan No.Kep.42/PM/2000 tanggal 27 Oktober
2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan
Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.C.2 Lampiran atas
Keputusan Ketua Bapepam No.: Kep-51/PM/1996 tanggal
17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi
Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran
Umum.
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Peraturan No.VI.C.3

Peraturan No.VI.C.4

Peraturan No.VIII.G.12

Peraturan No.IX.A.2

Peraturan No.IX.A.7

Peraturan No.IX.l.4

Peraturan No.IX.1.5

Peraturan No.IX.l.7

Peraturan No.IX.C.11

Peraturan No.IX.J.1

Peraturan No.X.K.4

Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.VI.C.3 Lampiran atas
Keputusan Ketua Bapepam-LK No Kep- 309/BL/2008 tanggal
1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan
antara Wali Amanat dengan Perseroan.

Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.VI.C.4 Lampiran atas
Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-412/BL/2010 tanggal
6 September 2010 tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak
Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

Berarti Peraturan Bapepam No.VIII.G.12 Lampiran atas
Keputusan Ketua Bapepam No.Kep- 17 /PM/2004 tanggal
13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan
Atas Pemesanan dan Penjatahan.

Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2 Lampiran atas
Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-122/BL/2009
tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam
Rangka Penawaran Umum.

Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7 Lampiran atas
Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691/BL/2011
tanggal 30 Desember 2011 tentang Tanggung Jawab Manajer
Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek
Dalam Penawaran Umum.

Berarti Peraturan Bapepam No.IX.l.4 Lampiran atas Keputusan
Ketua Bapepam-LK No.Kep-63/PM/1996 tanggal 17 Januari
1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan.

Berarti Peraturan Bapepam No.IX.1.5 Lampiran atas Keputusan
Ketua Bapepam No.Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September
2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja
Komite Audit.

Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.[.7 Lampiran atas
Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-496/BL/2008
tanggal No.Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008
tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit
Audit Internal, Perseroan wajib membentuk Unit Audit Internal.

Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.C.11 Lampiran atas
Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-135/BL/2006
tanggal 14 Desember 2006 tentang Pemeringkatan atas Efek
Bersifat Utang.

Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.J.1 lampiran
Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008
tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar
Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat
Ekuitas dan Perusahaan Publik.

Berarti Peraturan Bapepam No.X.K.4 Lampiran atas Keputusan
Ketua Bapepam No.Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003
tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum.
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Peraturan KSEI

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek

Perseroan

Posisi Devisa Netto

PPAP
Prinsip Akuntansi

Prospektus

ROA

ROE

RUPS

Berarti peraturan KSEI No.Kep-015/DIR/KSEI/0500 tanggal
15 Mei 2000 tentang Jasa Kustodian Sentral sebagaimana telah
disetujui oleh Bapepam sesuai dengan surat Keputusan Ketua
Bapepam No0.S-1053/PM/2000 tanggal 15 Mei 2000 perihal
Persetujuan Rancangan Peraturan Jasa Kustodian Sentral
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berikut perubahan-
perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/
atau perubahan-perubahannya di kemudian hari.

Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran
Umum Perseroan No.2 tanggal 2 Mei 2012, juncto Akta
Perubahan | Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran
Umum Perseroan No.160 tanggal 27 Juni 2012 yang keduanya
dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut
segala perubahannya dari waktu ke waktu. Perjanjian antara
pihak Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan
Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum.

Berarti PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Berarti dikenal dengan “Net Open Position” berarti angka
yang merupakan penjumlah dari nilai mutlak untuk jumlah dari
(i) selisih bersih antara aktiva dan pasiva dalam posisi keuangan
untuk setiap valuta asing; ditambah dengan (ii) selisih bersih
tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun
kontinjensi dalam rekening administrasi untuk setiap valuta
asing yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah.

Berarti singkatan dari Penyisihan Penghapusan Aktiva Produkiif.
Berarti prinsip yang sesuai dengan Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Pedoman Akuntansi
Perbankan Indonesia (PAPI Revisi 2001), dan bila sesuai,
dengan praktek-praktek industri perbankan dan pelaporan yang
ditetapkan otoritas perbankan di Indonesia.

Berarti setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis
yang digunakan untuk Penawaran Umum dengan tujuan agar
pihak lain membeli atau memperdagangkan saham, kecuali
pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan
Bapepam dan LK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

Berarti singkatan dari “Return on Assets” atau Imbal Hasil
Investasi yang merupakan perbandingan antara jumlah laba
sebelum pajak dalam kurun waktu 12 bulan berturut-turut
dengan jumlah rata-rata aktiva dalam periode yang sama.

Berarti singkatan dari “Return on Equity” atau Imbal Hasil
Ekuitas yang merupakan perbandingan antara jumlah laba
setelah pajak dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan berturut-
turut dengan jumlah rata-rata ekuitas dalam periode yang sama.

Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para
pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai
dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan
UUPT serta UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
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SBI

TDP

UMKM

usD

UU No.1/1995

UU Perbankan

UUPT

UUPM

UUWDP

Berarti singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia yaitu surat
berharga atas unjuk dalam Rupiah yang diterbitkan oleh Bank
Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek
dengan sistem diskonto.

Berarti Tanda Daftar Perusahaan.
Berarti singkatan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Berarti singkatan dari Dollar Amerika Serikat.

Berarti Undang-undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas, yang berdasarkan Pasal 160 UUPT telah dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Berarti Undang-undang Republik Indonesia No.7 Tahun
1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang
Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.7
Tahun 1992 tentang Perbankan.

Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007
tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang
dimuat dalam Tambahan No0.4756 Lembaran Negara Republik
Indonesia No.106 Tahun 2007, beserta peraturan-peraturan
pelaksanaannya berikut segala perubahannya.

Berarti Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995
tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Tambahan No.3608
Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995
beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Berarti Undang-undang Republik Indonesia No.3 Tahun
1982 tentang Waijib Daftar Perusahaan, yang dimuat dalam
Tambahan No.3214 Lembaran Negara Republik Indonesia No.7
Tahun 1982, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
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Ringkasan

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya
dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di
dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan
yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang
Rupiah dan telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur pada tanggal
17 Agustus 1961 dengan akta yang dibuat oleh Notaris Anwar Mahajudin, No.91 tanggal 17 Agustus
1961. Dengan adanya Undang-undang No.13 tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan
Daerah, yang mengharuskan Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan Peraturan Pemerintah
Daerah, maka Pemerintah Daerah Tingkat | Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah No.2 tahun
1976. Atas dasar peraturan daerah tersebut, nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur diubah
menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan pada tahun 2006
tercantum dalam akta yang dibuat oleh Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., No.108 tanggal
27 April 2006 berkaitan dengan penambahan kegiatan Unit Usaha Syariah dan perubahan jumlah
saham seri A dan seri B, dan perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, dalam Surat Keputusan No.W10-00182.HT.01.04-TH.2007 tanggal
7 Februari 2007. Perubahan pada tahun 2007 berkaitan dengan tambahan modal dasar Bank dan
komposisi jumlah saham seri A dan B, dan perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.C-07001HT.01.04-TH.2007 tanggal
17 Desember 2007. Perubahan pada tahun 2008, berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Saham seperti yang dituangkan dalam akta No.56 tanggal 17 April 2008 yang dibuat oleh Untung
Darnosoewirjo, S.H., berkaitan dengan tambahan modal dasar Bank dan komposisi jumlah saham seri
A dan B dan juga penyesuaian anggaran dasar perseroan berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diperbaharui dalam Akta No.38 tanggal 30 Desember 2008
yang dibuat dihadapan Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., dan telah memperoleh pengesahan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-15113.AH.01.02.Tahun 2009
tertanggal 23 April 2009.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus, pengubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan adalah
sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan
Terbatas Perseroan No.89 tanggal 25 April 2012, dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta
yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-22728.
AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 30 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan
UUPT dengan No. AHU-0038044.Tahun 2012 Tanggal 30 April 2012.

Bank mulai melakukan kegiatan operasional sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia No.BUM 9-4-5 pada tanggal 15 Agustus 1961. Unit Usaha Syariah (UUS) dibentuk dan mulai
beroperasi sejak tanggal 21 Agustus 2007 sesuai dengan surat Persetujuan Prinsip Pendirian UUS dari
Bank Indonesia No.9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007.

Kegiatan Usaha Perseroan
Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank tersebut, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan
kegiatan usaha di bidang perbankan, termasuk perbankan berdasarkan prinsip syariah serta kegiatan

perbankan lainnya yang lazim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas utama Bank adalah ikut mendorong pertumbuhan potensi ekonomi daerah melalui peran sertanya
dalam mengembangkan sektor-sektor usaha kredit kecil dan menengah dalam rangka memperoleh
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laba yang optimal. Kegiatan utamanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan
jasa-jasa perbankan lainnya.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 40 Kantor Cabang, 1 Kantor Cabang Syariah,
64 Kantor Cabang Pembantu, 3 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 167 Kantor Kas, 122 Payment Point,
47 Kantor Layanan Syariah, 57 Kas Mobil, 6 Kas Mobil+ATM, 262 ATM dan 1 Cash Deposit Machine

Struktur Permodalan Dan Susunan Pemegang Saham Perseroan
Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, struktur permodalan Perseroan sebagai berikut:
Modal Saham

Terdiri Dari Saham Seri A dan Saham Biasa Atas Nama Seri B
Dengan Nilai Nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) Setiap Saham

Sebelum Penawaran Umum

Jumlah Nilai
Keterangan Jumlah Saham Nominal (%)
(Rp)
Modal Dasar
- Seri A 24.000.000.000 6.000.000.000.000
- Seri B 12.000.000.000 3.000.000.000.000
Jumlah Modal Dasar 36.000.000.000 9.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Seri A
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur 7.676.913.648 1.919.228.412.000 64,33
- Pemerintah Kota/Kabupaten se Jawa Timur Pemerintah Kota 4.257.234.334 1.064.308.583.500 35,67
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 11.934.147.982 2.983.536.995.500 100,00
Saham dalam Portepel
- Seri A 12.065.852.018 3.016.463.004.500
- Seri B 12.000.000.000 3.000.000.000.000
Jumlah Saham dalam Portepel 24.065.852.018 6.016.463.004.500

Penawaran Umum

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek atas nama Perseroan dengan ini
melakukan Penawaran Umum sebesar 2.983.537.000 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh tiga
juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu) saham baru yang merupakan Saham Atas Nama Seri B atau
sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor dengan nilai nominal Rp250,- (dua
ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran
Rp430,- (empat ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan
Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS”). Nilai saham yang ditawarkan dalam Penawaran
Umum secara keseluruhan adalah sebesar Rp1.282.920.910.000.- (satu triliun dua ratus delapan puluh
dua miliar sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu Rupiah).
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Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka
susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum
secara proforma adalah sebagai berikut:

Modal Saham

Terdiri Dari Saham Seri A dan Saham Biasa Atas Nama Seri B
Dengan Nilai Nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) Setiap Saham

Sebelum Penawaran Umum

Setelah Penawaran Umum

Jumlah Nilai Jumlah Nilai
Keterangan Jumlah Saham Nominal (%) Jumlah Saham Nominal (%)
(Rp) (Rp)

Modal Dasar
-SeriA
-SeriB

Jumlah Modal Dasar

24.000.000.000
12.000.000.000
36.000.000.000

6.000.000.000.000
3.000.000.000.000
9.000.000.000.000

24.000.000.000
12.000.000.000
36.000.000.000

6.000.000.000.000
3.000.000.000.000

9.000.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Seri A

- Pemerintah Provinsi Jawa Timur 7.676.913.648 1.919.228.412.000 64,33 7.676.913.648 1.919.228.412.000 51,46
- Pemerintah Kota/Kabupaten se Jawa Timur
Pemerintah Kota 4.257.234.334 1.064.308.583.500 35,67 4.257.234.334 1.064.308.583.500 28,54
Seri B
- Masyarakat - - 2.983.537.000 745.884.250.000 20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh p 11.934.147.982 2.983.536.995.500 100,00 14.917.684.982 3.729.421.245.500 100,00

Saham dalam Portepel

- Seri A
- Seri B
Jumlah Saham dalam Portepel

12.065.852.018

12.000.000.000
24.065.852.018

3.016.463.004.500
3.000.000.000.000
6.016.463.004.500

12.065.852.018

9.016.463.000
21.082.315.018

3.016.463.004.500
2.254.115.750.000
5.270.578.754.500

Bersamaan dengan pencatatan sebesar 2.983.537.000 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh tiga
juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu) Saham Biasa Atas Nama Seri B yang ditawarkan dalam Penawaran
Umum ini atau sebesar 20% (dua puluh persen), Perseroan atas nama Pemegang Saham Pendiri
akan mencatatkan 11.784.971.132 (sebelas miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus
tujuh puluh satu ribu seratus tiga puluh dua) saham Seri A sehingga jumlah seluruh saham yang akan
dicatatkan pada BEI berjumlah 14.768.508.132 (empat belas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta
lima ratus delapan juta ribu seratus tiga puluh dua) saham atau 99% (sembilan puluh sembilan persen)
dari seluruh jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum.

Sedangkan sejumlah 149.176.850 (seratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu
delapan ratus lima puluh) saham atau 1% (satu persen) saham milik Pemegang Saham Pendiri tidak
dicatatkan guna memenuhi Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1999 (“PP No.29”) tentang Pembelian
Saham Bank Umum. Saham sebesar 1% (satu persen) dari saham Perseroan yang tidak dicatatkan
pada Bursa Efek adalah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Dari jumlah saham yang akan ditawarkan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) akan dijatahkan
kepada karyawan dan Manajemen Perseroan melalui Program ESA (Employee Stock Allocation)
dengan Harga Penawaran.

Seluruh saham Perseroan yang akan dicatatkan, di luar saham-saham yang ditawarkan pada Penawaran
Umum ini, tidak akan dijual dalam jangka waktu maksimal 12 (dua belas) bulan sejak Pernyataan
Pendaftaran Perseroan menjadi efektif.

Perseroan tidak bermaksud untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham baru dan/atau efek lainnya

yang dapat dikonversi menjadi saham dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Pernyataan
Pendaftaran Perseroan menjadi efektif.
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Program Kepemilikan Saham Karyawan Perseroan (Employee Stock Allocation/ESA)

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka
susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum dan
program ESA secara proforma adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Seri A dan Saham Biasa Atas Nama Seri B
Dengan Nilai Nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) Setiap Saham

Sebelum Penawaran Umum

Setelah Penawaran Umum dan ESA

Jumlah Nilai Jumlah Nilai
Keterangan Jumlah Saham Nominal Jumlah Saham Nominal (%)
(Rp) (Rp)

Modal Dasar
- SeriA
-SeriB

Jumlah Modal Dasar

24.000.000.000
12.000.000.000
36.000.000.000

6.000.000.000.000
3.000.000.000.000

9.000.000.000.000

24.000.000.000 6.000.000.000.000
12.000.000.000 3.000.000.000.000
36.000.000.000 9.000.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Seri A

- Pemerintah Provinsi Jawa Timur

- Pemerintah Kota/Kabupaten se Jawa Timur
Pemerintah Kota

Seri B
- Masyarakat
- Karyawan melalui program ESA

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh

7.676.913.648

4.257.234.334

11.934.147.982

1.919.228.412.000

1.064.308.583.500

2.983.536.995.500

7.676.913.648 1.919.228.412.000 51,46

4.257.234.334 1.064.308.583.500 28,54

2.685.184.000
298.353.000

671.296.000.000 18,00
74.588.250.000 2,00

14.917.684.982 3.729.421.245.500 100,00

Saham dalam Portepel

- Seri A
- Seri B
Jumlah Saham dalam Portepel

12.065.852.018

12.000.000.000
24.065.852.018

3.016.463.004.500
3.000.000.000.000
6.016.463.004.500

12.065.852.018 3.016.463.004.500

9.016.463.000 2.254.115.750.000
21.082.315.018 5.270.578.754.500

Dengan asumsi seluruh hak opsi dilaksanakan oleh Perserta Program MESOP maka susunan modal
saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum, program ESA dan
MESOP secara proforma adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Seri A dan Saham Biasa Atas Nama Seri B
Dengan Nilai Nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) Setiap Saham

Sebelum Penawaran Umum Setelah Penawaran Umum, ESA dan MESOP
Jumlah Nilai Jumlah Nilai
Keterangan Jumlah Saham Nominal Jumlah Saham Nominal (%)
(Rp) (Rp)

Modal Dasar
- Seri A
- Seri B

Jumlah Modal Dasar

24.000.000.000
12.000.000.000
36.000.000.000

6.000.000.000.000
3.000.000.000.000

9.000.000.000.000

24.000.000.000 6.000.000.000.000
12.000.000.000 3.000.000.000.000

36.000.000.000
9.000.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Seri A

- Pemerintah Provinsi Jawa Timur
- Pemerintah Kota/Kabupaten se Jawa Timur

Pemerintah Kota

Jumlah Saham Seri A

7.676.913.648

4.257.234.334

11.934.147.982

1.919.228.412.000

1.064.308.583.500

2.983.536.995.500

7.676.913.648 1.919.228.412.000 51,10

4.257.234.334 1.064.308.583.500 28,34

11.934.147.982 2.983.536.995.500
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Keterangan

Sebelum Penawaran Umum Setelah Penawaran Umum, ESA dan MESOP
Jumlah Nilai Jumlah Nilai
Jumlah Saham Nominal (%) Jumlah Saham Nominal (%)
(Rp) (Rp)

Seri B
- Masyarakat
- Karyawan melalui program ESA

- Manajemen dan Karyawan melalui program
MESOP

Jumlah Saham Seri B
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor

- 2.685.184.000 671.296.000.000 17,87
- 298.353.000 74.588.250.000 1,98

- 105.915.000 26.478.750.000 0,71
- 3.089.452.000  772.363.000.000

Penuh 11.934.147.982 2.983.536.995.500 0000  15023500.982 3.755.899.995.500 100:00
Saham dalam Portepel
- Seri A 12.065.852.018 3.016.463.004.500 12.065.852.018 3.016.463.004.500
-SeriB 12.000.000.000 3.000.000.000.000 8.910.548.000 2.227.637.000.000

Jumlah Saham dalam Portepel

24.065.852.018 6.016.463.004.500

20.976.400.018 5.244.100.004.500

Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana

Dana yang diperoleh dari hasil penjulan Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini, setelah
dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk:

1. Sekitar 80% untuk mendukung ekspansi kredit Perseroan termasuk sektor Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) yang meliputi kredit Modal Kerja, kredit Investasi dan kredit Konsumsi;

2. Sekitar 10% untuk perluasan jaringan melalui pembukaan kantor cabang pembantu, kantor kas,
Payment Point, kas mobil, peningkatan status kantor, ATM, unit layanan, renovasi gedung kantor
antara lain Gedung Diklat, Cabang Madiun, Cabang Jakarta, Cabang Kediri, Cabang Ponorogo,
Capem Rajawali, Cabang Kepanjen, Cabang Sumenep, Cabang Pacitan, Cabang Nganjuk, Cabang
Jombang, Cabang Batu, Cabang Lumajang, Cabang Pare, Cabang Malang dan lain-lain;

3. Sekitar 10% untuk pengembangan teknologi informasi melalui pembelian software dan hardware
guna menunjang kegiatan usaha Perseroan.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah ringkasan data keuangan penting yang diambil dari Laporan Keuangan Bank pada
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja dan 31 Desember 2009, 2008 dan 2007
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat

Wajar Tanpa Pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

31 Desember

s 2011 2010%) 2009 2008 2007
Jumiah Aset 24846516  10.986.474  17.429.246  16.290.529  15.735.812
Jumlah Liabilitas 21586397 17.230.749  15.369.879 14.479.245  14.174.713
Jumlah Ekuitas 3.260.119 2755725  2.059.367  1.811.284  1.561.099
Jumlah Pendapatan 2755461 2698293  2.108.772  2.024.900  1739.271
Beban Bunga 816.121 704.403 720.270 730.057 714.284
Pendapatan Bunga, neto 1.939.340  1993.890 1388502  1.294.843  1.024.987
Laba Operasional 1170792 1.147.325 746.346 684.986 574.261
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan 1.187.613 1.160.506 738.156 697.613 583.809
Laba Tahun Berjalan 860.233 850.382 516.832 478.764 403.466
ROA 4,97% 5,58% 3,75% 3,94% 3,55%
NIM 7,95% 9,17% 7,66% 8,35% 7,28%
ROE 33,65% 40,57% 28,59% 31,48% 30,85%
NPL (Gross) 0,97% 0,65% 1,05% 0,72% 0,69%
LDR 80,11% 80,70% 69,67% 54,04% 42,11%
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(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)
31 Desember

Uraian

2011 2010%) 2009 2008 2007
CAR Risiko kredit dan operasional 16,55% 19,25% - - -
CAR Risiko kredit, operasional, dan pasar 16,53% 19,19% - - -
CAR Risiko kredit - - 21,38% 25,54% 34,45%
CAR Risiko kredit dan pasar - - 21,32% 25,36% 33,39%
Catatan:

* Disajikan kembali
Risiko Usaha

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha

Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Risiko utama

yang dihadapi oleh Perseroan adalah risiko kredit mengingat sebagian besar aset Perseroan adalah

berupa kredit yang diberikan kepada nasabah. Selain itu, beberapa risiko yang diperkirakan dapat

mempengaruhi usaha Perseroan yang disusun berdasarkan bobot dampak dari masing-masing risiko

terhadap kinerja Perseroan adalah sebagai berikut:

* Risiko Kredit

* Risiko Operasional

* Risiko Likuiditas

* Risiko Pasar

*  Risiko Hukum

* Risiko Reputasi

* Risiko Kepatuhan

* Risiko Strategik

* Risiko Perseroan Tidak Dapat Menjamin Diperolehnya Persetujuan DPRD Dalam Rangka
Peningkatan Modal Dasar Perseroan

» Risiko Terhadap Kemungkinan Perbuatan Curang Dari Pekerja Dan Pihak Lainnya.

Keunggulan Bersaing

Keunggulan bersaing Perseroan yang utama terletak pada faktor-faktor sebagai berikut:
*  Komposisi Pendanaan yang Kompetitif

*  Memiliki Aset Yang Berkualitas

» Jaringan Yang Luas

+ Tim Manajemen yang Berpengalaman

*  Memiliki Potensi Pertumbuhan UMKM

* Nasabah Konsumer yang Loyal

*  Merupakan induk Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
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Strategi Pengembangan Usaha

Mencermati tanda-tanda perkembangan ekonomi tahun 2012 dan untuk mengantisipasi perkembangan
industri perbankan yang dinamis, baik konvensional maupun syariah dengan landasan kebijakan
Arsitektur Perbankan Indonesia (APl) serta semakin kompleksnya risiko usaha perbankan, maka
dibutuhkan adanya model pelaksanaan sistim tata kelola perusahaan yang baik yaitu good corporate
governance, dengan tetap mengedepankan prinsip prudential banking yaitu prinsip kehati-hatian dalam
menjalankan operasional bank.

Dengan berpedoman pada visi dan misi Perseroan dan dengan kepekaan atas perkembangan ekonomi
nasional dan regional Jawa Timur sebagaimana diungkapkan di atas, maka jajaran manajemen
Perseroan memandang perlu menetapkan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai sasaran hasil
atau targeting, dengan menetapkan rencana bisnis Perseroan tahun 2012.

Sebagai kunci keberhasilan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank
Jatim tahun 2012 adalah seluruh jajaran Perseroan yang terdiri atas Pemegang Saham, Pengurus
Bank yaitu Komisaris dan Direksi serta seluruh pegawai Perseroan berkomitmen dan berdedikasi untuk
mencapai target rencana bisnis yang telah ditetapkan agar Perseroan terus berkembang di masa yang
akan datang.

Langkah-langkah strategis yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran Rencana Bisnis jangka pendek

dan menengah adalah sebagai berikut:

Meningkatkan program layanan prima kepada masyarakat.

Meningkatkan program promosi untuk mendukung marketing yang lebih agresif.

Meningkatkan hubungan kelembagaan dengan dinas/instansi dan lembaga lainnya.

Meningkatkan jumlah jaringan kantor dan operasional di wilayah Jawa Timur dan daerah lain yang

feasible.

Mengembangkan Unit Usaha Syariah untuk meningkatkan kontribusinya terhadap bisnis Bank.

Meningkatkan kemampuan personalia dan pengelolaannya, sehingga lebih profesional.

Menciptakan produk-produk perbankan yang lebih beragam dan melakukan evaluasi produk yang

sudah ada.

Kerjasama pelayanan dengan bank lain di luar Provinsi Jawa Timur.

Melakukan usaha untuk peningkatan modal.

j.  Menyiapkan sistem Teknologi Informasi yang mendukung pengembangan produk dan aktifitas
pelayanan Bank.

k. Mempertahankan tingkat kepercayaan yang tinggi dengan meningkatkan corporate image.

ap oo
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Prospek Usaha Perseroan

Provinsi Jawa Timur merupakan penyumbang terbesar kedua bagi perekonomian Indonesia dengan
tingkat pertumbuhan setara dengan tingkat nasional dan provinsi-provinsi besar lainnya. Dengan
demikian ekonomi Jawa Timur akan mengikuti tren positif seiring dengan membaiknya perekonomian
nasional. Selain itu, hasil analisis dari sisi lingkungan bisnis menunjukkan bahwa akses dan biaya
keuangan bukan merupakan kendala bagi pertumbuhan perekonomian Jawa Timur.

Kondisi fundamental makro ekonomi yang cukup kondusif diyakini menjadi salah satu penggerak
peningkatan dunia usaha khususnya aktifitas sektor riil sehingga sektor keuangan khususnya perbankan
berpeluang meningkatkan fungsi intermediasinya, hal ini ditunjukkan dengan rasio pinjaman terhadap
deposito yang relatif tinggi dan rendahnya proporsi kredit macet. Dengan demikian bisnis perbankan
akan tumbuh lebih baik pada tahun 2012, dan diharapkan akan ada peningkatan dana yang bisa
dihimpun dan ekspansi kredit yang meningkat.

Jawa Timur merupakan provinsi terkaya di Indonesia, dengan PDRB sebesar 342,28 juta (atas dasar
harga konstan) pada tahun 2010. Provinsi ini oleh 16 persen penduduk Indonesia dan hampir 50 persen
penduduknya tinggal di wilayah perkotaan. Rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi ini mencapai 5,2
persen antara tahun 2001 dan 2009, setara dengan tingkat pertumbuhan rata-rata nasional. Jawa Timur
menyumbang sekitar 15 persen dari keseluruhan perekonomian Indonesia, terbesar kedua setelah DKI
Jakarta yang merupakan ibukota Negara. Perekonomian provinsi ini secara garis besar bergantung
pada sektor manufaktur, perdagangan dan pertanian.
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Persaingan Usaha

Perseroan menghadapi persaingan dalam menjalankan lini bisnis yang dimiliki. Sesuai dengan startegi
(strategi) usaha yang dimiliki oleh Perseroan, pesaing utama Perseroan adalah bank-bank yang berada
di daerah Jawa Timur. Dengan berkembangnya iklim usaha di daerah Jawa Timur, semakin banyak
pula pesaing yang melihat potensi tersebut dan mencoba untuk melakukan penetrasi terhadap pasar
perbankan di Jawa Timur.

Perseroan juga menghadapi persaingan dari berbagai jenis institusi/lembaga keuangan. Beberapa
kompetitor secara substansial lebih besar dari Perseroan, memiliki sumber keuangan dan sumber lain
yang lebih besar serta jaringan kantor cabang dan ATM yang lebih luas. Sebagai tambahan, pada tahun
1999, pemerintah Republik Indonesia telah menghapus batas kepemilikan bank asing dan mengizinkan
bank-bank asing membuka kantor cabang di Indonesia. Persaingan dari bank-bank yang lebih dulu
beroperasi dan bank baru, baik domestik maupun asing, di mana bank asing dapat menerapkan joint
venture atau investasi di bank-bank domestik, dapat mengakibatkan dampak yang negatif bagi kondisi
operasional dan keuangan Perseroan.

Perseroan kemungkinan akan menghadapi persaingan dari sejumlah lembaga keuangan yang
menawarkan produk dan jasa perbankan yang lebih luas atau peminjaman dengan limit yang lebih besar
atau memiliki sumber daya finansial dan lainnya yang lebih besar daripada Perseroan. Banyak lembaga
keuangan akan bersaing untuk mendapat target nasabah yang sama dengan target Perseroan, dan
banyak institusi yang memiliki akses kepada pemerintah atau grup bisnis dengan sumber finansial yang
lebih besar. Beberapa kompetitor Perseroan telah, dan diprediksi akan, membentuk aliansi strategis
dengan beberapa bank asing dengan sumber daya manajemen dan finansial yang secara signifikan
lebih besar.

Berdasarkan data dari Bank Indonesia per 31 Desember 2011, Perseroan termasuk dalam bank dengan
25 aset terbesar secara nasional yaitu menempati posisi ke (22). Dari sisi dana pihak ketiga (DPK),
Perseroan menduduki posisi ke (23) jika dibandingkan dengan bank lainnya. Dari sisi pemberian kredit,
Perseroan menduduki posisi (24) jika dibandingkan dengan bank lainnya. Dari sisi CAR, Perseroan
memiliki posisi yang kuat di bidang perbankan, tercermin dari posisi CAR Perseroan yang berada di level
yang sangat baik yaitu 16,53% jauh diatas level minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar
8%. Dari sisi non-performing loan (NPL), Perseroan merupakan salah satu bank dengan NPL-Gross
rendah yaitu sebesar 0,97%. Sedangkan dari sisi net interest margin (NIM), Perseroan merupakan
salah satu bank dengan NIM yang (cukup tinggi) yaitu sebesar 7,95%.

Adapun upaya yang dilakukan Perseroan dalam penghadapi persaingan

- Menghadapi persaingan bisnis di bidang perbankan di Jawa Timur yang semakin ketat, maka
Perseroan telah menerapkan strategi yang berkesinambungan sebagaimana yang telah disepakati
yaitu “memperkuat daya saing dan kelembagaan Bank Pembangunan Daerah” atau lebih dikenal
dengan sebutan BPD Regional Champion, yaitu Ketahanan Kelembagaan yang kuat, Kemampuan
sebagai Agent of Development, dan Kemampuan melayani kebutuhan masyarakat.

Untuk dapat berkembang seiring perbankan yang lain, maka diperlukan ketahanan kelembagaan
yang kuat meliputi permodalan yang cukup serta mampu beroperasi secara efisien. Perseroan
harus dapat tumbuh sama dengan perbankan yang lain, mengurangi ketergantungan dana dari
pemilik (Pemda). Disamping itu perseroan mampu mempunyai dan memberikan pelayanan terbaik
kepada masyarakat yang ditunjang dengan SDM yang mumpuni dan professional serta ditunjang
dengan jaringan kantor yang luas di setiap kota kecamatan di Jawa Timur.

- Dengan memberikan produk yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat, dapat memberikan
layanan yang luas sampai ke pelosok kecamatan-kecamatan diberikan dengan harga yang bersaing
maka Perseroan akan tetap mampu mempertahankan market share di Jawa Timur berkisar 7,25%
sampai 7,90% baik produk kredit/pembiaayaan atau produk dana pihak ketiga.
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Kebijakan Dividen

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang merugikan pemegang saham
sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian deviden.

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama
dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang
bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat keuntungan Perseroan dan tanpa mengurangi hak
dari Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan hal-hal tersebut, kecuali ada alasan-alasan lain yang
mendasar, manajemen merencanakan pembayaran dividen tunai minimum 40% dari laba bersih setiap
tahunnya.
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I. Penawaran Umum

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek atas nama Perseroan dengan ini
melakukan Penawaran Umum sebesar 2.983.537.000 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta
lima ratus tiga puluh tujuh ribu) saham baru yang merupakan Saham Atas Nama Seri B atau sebesar
20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana
Saham dengan nilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan
kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp430,- (empat ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham,
yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS”).
Nilai saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebesar sebesar
Rp1.282.920.910.000.- (satu triliun dua ratus delapan puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh juta
sembilan ratus sepuluh ribu Rupiah).

Perseroan mengadakan program ESA dengan mengalokasikan Saham sebanyak-banyaknya sebesar
10% (sepuluh persen) dari jumlah penerbitan Saham Yang Ditawarkan dan menerbitkan opsi Saham
untuk program MESOP sebanyak-banyaknya sebesar 0,71% (nol koma tujuh satu persen) dari jumlah
modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum. Informasi lengkap mengenai program
ESA dan MESOP dapat dilihat pada Bab | Prospektus ini.
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PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk.

Kegiatan Usaha
Bergerak Dalam Bidang Usaha Jasa Perbankan

Kantor Pusat
JI. Basuki Rachmat N0.98-104
Surabaya 60271
Jawa Timur
Telepon: (031) 531 0090 ext 346, 355
Faksimili: (031) 547 0159
Homepage: www.bankjatim.co.id
Email: corsec@bankjatim.co.id

Kantor Cabang
40 Kantor Cabang, 1 Kantor Cabang Syariah, 64 Kantor Cabang Pembantu,
3 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 167 Kantor Kas, 122 Payment Point, 47 Kantor Layanan
Syariah,
57 Kas Mobil, 6 Kas Mobil+ATM, 262 ATM dan 1 Cash Deposit Machine

RISIKO UTAMA
Risiko utama yang dihadapi oleh Perseroan adalah risiko kredit mengingat sebagian besar
aktiva Perseroan adalah berupa kredit yang diberikan kepada nasabah.

RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB V TENTANG RISIKO USAHA DALAM
PROSPEKTUS INI
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Perseroan didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur pada tanggal
17 Agustus 1961 dengan akta yang dibuat oleh Notaris Anwar Mahajudin, No.91 tanggal 17 Agustus
1961. Dengan adanya Undang-undang No.13 tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan
Daerah, yang mengharuskan Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan Peraturan Pemerintah
Daerah, maka Pemerintah Daerah Tingkat | Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah No.2 tahun
1976. Atas dasar peraturan daerah tersebut, nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur diubah
menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan pada tahun 2006
tercantum dalam akta yang dibuat oleh Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., No0.108 tanggal
27 April 2006 berkaitan dengan penambahan kegiatan Unit Usaha Syariah dan perubahan jumlah
saham seri A dan seri B, dan perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, dalam Surat Keputusan No.W10-00182.HT.01.04-TH.2007 tanggal
7 Februari 2007. Perubahan pada tahun 2007 berkaitan dengan tambahan modal dasar Bank dan
komposisi jumlah saham seri A dan B, dan perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.C-07001HT.01.04-TH.2007 tanggal
17 Desember 2007. Perubahan pada tahun 2008, berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Saham seperti yang dituangkan dalam akta No.56 tanggal 17 April 2008 yang dibuat oleh Untung
Darnosoewirjo, S.H., berkaitan dengan tambahan modal dasar Bank dan komposisi jumlah saham seri
A dan B dan juga penyesuaian anggaran dasar perseroan berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diperbaharui dalam Akta No0.38 tanggal 30 Desember 2008
yang dibuat dihadapan Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., dan telah memperoleh pengesahan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-15113.AH.01.02.Tahun 2009
tertanggal 23 April 2009.

Bank mulai melakukan kegiatan operasional sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia No.BUM 9-4-5 pada tanggal 15 Agustus 1961. Unit Usaha Syariah (UUS) baru dibentuk dan
mulai beroperasi sejak tanggal 21 Agustus 2007 sesuai dengan surat Persetujuan Prinsip Pendirian
UUS dari Bank Indonesia N0.9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007.

Struktur Permodalan Dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan
sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Seri A dan Saham Biasa Atas Nama Seri B
Dengan Nilai Nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) Setiap Saham

Nilai Nominal Rp250,- per saham

Jumlah Saham Jumlah Nilai

Keterangan e (15 (%)
Modal Dasar
- Seri A 24.000.000.000 6.000.000.000.000
- Seri B 12.000.000.000 3.000.000.000.000
Jumlah Modal Dasar 36.000.000.000 9.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Seri A
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur 7.676.913.648 1.919.228.412.000 64,33
- Pemerintah Kota/Kabupaten se Jawa Timur Pemerintah Kota 4.257.234.334 1.064.308.583.500 35,67
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 11.934.147.982 2.983.536.995.500 100,00
Saham dalam Portepel
- Seri A 12.065.852.018 3.016.463.004.500
- Seri B 12.000.000.000 3.000.000.000.000
Jumlah Saham dalam Portepel 24.065.852.018 6.016.463.004.500
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Penawaran Umum

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka
susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum
secara proforma adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Seri A dan Saham Biasa Atas Nama Seri B
Dengan Nilai Nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) Setiap Saham

Sebelum Penawaran Umum Setelah Penawaran Umum
Keterangan Jumlah Nilai Jumlah Nilai
Jumlah Saham Nominal (%) Jumlah Saham Nominal (%)
(Rp) (Rp)

Modal Dasar
-SeriA 24.000.000.000 6.000.000.000.000 24.000.000.000 6.000.000.000.000
-SeriB 12.000.000.000 3.000.000.000.000 12.000.000.000 3.000.000.000.000
Jumlah Modal Dasar 36.000.000.000 9.000.000.000.000 36.000.000.000 9.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Seri A
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur 7.676.913.648 1.919.228.412.000 64,33 7.676.913.648 1.919.228.412.000 51,46
- Pemerintah Kota/Kabupaten se Jawa Timur
Pemerintah Kota 4.257.234.334 1.064.308.583.500 35,67 4.257.234.334 1.064.308.583.500 28,54
Seri B
- Masyarakat - - 2.983.537.000 745.884.250.000 20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor

Penuh 11.934.147.982 2.983.536.995.500 100,00 14.917.684.982 3.729.421.245.500 100,00
Saham dalam Portepel
- Seri A 12.065.852.018 3.016.463.004.500 12.065.852.018 3.016.463.004.500
- Seri B 12.000.000.000 3.000.000.000.000 9.016.463.000 2.254.115.750.000
Jumlah Saham dalam Portepel 24.065.852.018 6.016.463.004.500 21.082.315.018 5.270.578.754.500

Bersamaan dengan pencatatan sebesar 2.983.537.000 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh tiga
juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu) Saham Biasa Atas Nama Seri B yang ditawarkan dalam Penawaran
Umum ini atau sebesar 20% (dua puluh persen), Perseroan atas nhama Pemegang Saham Pendiri
akan mencatatkan 11.784.971.132 (sebelas miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus
tujuh puluh satu ribu seratus tiga puluh dua) saham Seri A sehingga jumlah seluruh saham yang akan
dicatatkan pada BEI berjumlah 14.768.508.132 (empat belas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta
lima ratus delapan ribu juta seratus tiga puluh dua) saham atau 99% (sembilan puluh sembilan persen)
dari seluruh jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum.

Sedangkan sejumlah 149.176.850 (seratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu
delapan ratus lima puluh) saham atau 1% (satu persen) saham milik Pemegang Saham Pendiri tidak
dicatatkan guna memenuhi Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1999 (“PP No.29") tentang Pembelian
Saham Bank Umum. Saham sebesar 1% (satu persen) dari saham Perseroan yang tidak dicatatkan
pada Bursa Efek adalah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Dari jumlah saham yang akan ditawarkan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) akan dijatahkan
kepada karyawan dan Manajemen Perseroan melalui Program ESA (Employee Stock Allocation)
dengan Harga Penawaran.

Tidak terdapat saham-saham yang diperoleh pemiliknya dengan harga dan atau nilai konversi dan atau
harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum
Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada Bapepam dan LK.

Seluruh saham Perseroan yang akan dicatatkan, di luar saham-saham yang ditawarkan pada Penawaran
Umum ini, tidak akan dijual dalam jangka waktu maksimal 12 (dua belas) bulan sejak Pernyataan
Pendaftaran Perseroan menjadi efekitif.
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Perseroan tidak bermaksud untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham baru dan/atau efek lainnya
yang dapat dikonversi menjadi saham dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Pernyataan
Pendaftaran Perseroan menjadi efektif.

Sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Maret 2012 yang
kemudian dituangkan dalam Akta N0.89 tanggal 25 April 2012 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi,
S.H., Notaris di Jakarta, telah disetujui Program Kepemilikan Saham Karyawan dan Manajemen
Perseroan.

Tujuan utama Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Perseroan adalah agar
manajemen dan karyawan Perseroan mempunyai rasa memiliki (sense of belonging) dan diharapkan
dapat meningkatkan produktivitas kerja dari masing-masing karyawan yang pada akhirnya akan
meningkatkan pula kinerja korporasi secara keseluruhan, sehingga terdapat peningkatan nilai
perusahaan yang dapat dinikmati oleh stakeholder Perseroan.

Program Kepemilikan Saham Karyawan Perseroan (Employee Stock Allocation/ESA)
A. Program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation/ESA)

Jumlah Saham dalam program ESA sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah
saham yang akan ditawarkan atau sebanyak-banyaknya sebesar 298.353.000 (dua ratus sembilan
puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu) saham Seri B. Harga pelaksanaan program ESA
adalah sama dengan harga penawaran pada saat IPO.

Alokasi saham untuk program ESA terdiri dari :

a. Saham Penghargaan yaitu pemberian saham kepada pegawai sebagai Penghargaan.

b. Saham Jatah Pasti yaitu pemberian jatah kepemilikan saham kepada pegawai dalam bentuk
pembelian jatah pasti saham IPO sesuai limit.

Peserta yang dapat diikutsertakan dalam program kepemilikan saham atau program ESA adalah
sebagai berikut :

a. Pegawai yang telah bekerja 1 (satu) tahun terhitung pada tanggal 30 April 2012.

b. Tidak dalam status kena sanksi jabatan/skorsing.

Apabila jumlah saham yang telah dialokasikan dalam program ESA tidak terbagi habis, maka sisanya
akan ditawarkan kembali kepada masyarakat.

Ketentuan pelaksanaan program ESA adalah sebagai berikut:

1. Saham Penghargaan

a. Dibagikan kepada seluruh “Pegawai” dengan biaya dari Perseroan

b. Pegawai menerima secara cuma-cuma pada saat saham Perseroan dicatatkan di Bursa Efek
Indonesia

c. Saham Penghargaan diberikan 1 kali gaji Pegawai

d. Pegawaiwajib menandatangani pernyataan tunduk pada ketentuan Program ESA Persyaratan
untuk menerima Saham Penghargaan:
(1) Telah bekerja 1 tahun terhitung pada 30 April 2012
(2) Tidak dalam status kena sanksi jabatan/skorsing
(3) Alokasi berdasarkan jabatan
(4) Saham Penghargaan dikenakan “Lock-up” selama 2 tahun
(5) Selama masa lock-up bilamana Pegawai mengundurkan diri atau diberhentikan karena

terkena sanksi administrasi, maka hak atas Saham Penghargaan menjadi gugur.
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2. Saham Jatah Pasti

a. Ditawarkan kepada seluruh “Pegawai” untuk membeli saham dengan harga IPO, tidak ada
kewajiban untuk membeli.

b. Jatah pasti senilai 7 kali gaji Pegawai.

c. Bagi Pegawai yang secara sukarela membeli saham jatah pastinya, rekeningnya akan diblokir
untuk pembayaran secara tunai pada tanggal pembayaran dengan harga tertinggi

d. Persyaratan untuk menerima Jatah Pasti Untuk Membeli Saham:
(1) Telah bekerja 1 tahun terhitung pada 30 April 2012
(2) Tidak dalam status terkena sanksi jabatanjskorsing
(3) Jatah Pasti sebanyak 7 kali gaji Pegawai.
(4) Saham Jatah Pasti dikenakan “Lock-up” selama 3 bulan.

Prosedur pelaksanaan program ESA

Prosedur yang dapat dilakukan oleh karyawan untuk memperoleh saham dalam program ESA adalah

sebagai berikut :

- Untuk Saham Penghargaan, Peserta Program akan memperoleh alokasi Saham Penghargaan
secara Cuma-Cuma pada tanggal penjatahan saham untuk Penawaranan Umum Perdana Saham
Perseroan. Peserta Program akan memperolah Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham

- Untuk Saham Jatah Pasti, Peserta Program yang ingin membeli saham yang ditawarkan dengan
jatah pasti tersebut dengan mengajukan pemesanan saham Jatah Pasti sebanyak-banyaknya
sesuai dengan jumlah yang dialokasikan atas nama Peserta. Pada saat pemesanan saham Jatah
Pasti tersebut Peserta wajib menyediakan dana pembayaran harga secara penuh sesuai dengan
jumlah yang dipesan. Peserta wajib memberikan kuasa kepada PT Bahana Sekuritas untuk
menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) atas nama Pesemesan. Pada
tanggal penjatahan saham Peserta akan memperoleh Konfirmasi Penjatahan Saham atas saham
Jatah Pasti yang dipesan melalui program ESA

B. Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan (Management
and Employee Stock Option Plan/MESOP)

Hak Opsi dalam program MESOP dapat digunakan untuk membeli saham baru Perseroan sebanyak-
banyaknya sebesar 105.915.000 (seratus lima juta sembilan ratus lima belas ribu) saham Seri B yang
akan diterbitkan dari portepel atau sebanyak-banyaknya sebesar 0,71% (nol tujuh satu persen) saham
ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana.

Peserta yang dapat diikutsertakan dalam program kepemilikan saham atau Program MESOP adalah

sebagai berikut :

a. Dewan Komisaris kecuali Komisaris Independen

b. Dewan Pengawas Syariah

c. Anggota Direksi yang menjabat pada saat penerbitan Hak Opsi

d. Pejabat Struktural meliputi Pemimpin Divisi, Pemimpin Cabang Utama, Pemimpin Sub Divisi,
Pemimpin Cabang dan Pemimpin Bidang Cabang Utama.

e. Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam huruf d harus memenuhi ketentuan sebagai
berikut :
(i) Pegawai tetap yang tercatat 14 hari sebelum tanggal penerbitan hak Opsi
(i) Pegawai yang tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat implementasi Program

MESOP
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Periode Pelaksanaan Program MESOP

Hak Opsi dalam Program MESOP akan diterbitkan dalam 3 Tahapan yaitu :

Tahap | Sebanyak-banyaknya 30% dari jumlah Hak Opsi yang dapat diterbitkan dalam
Program MESOP ini akan diterbitkan pada tanggal pencatatan saham Perseroan di
Bursa Efek Indonesia

Tahap Il Sebanyak-banyaknya 30% dari jumlah Hak Opsi yang dapat diterbitkan dalam
Program MESOP ini akan diterbitkan pada tanggal ulang tahun pertama pencatatan
saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia

Tahap Il Sisanya dari Hak Opsi yang dapat diterbitkan dalam Program MESOP akan
diterbitkan pada tanggal ulang tahun kedua pencatatan saham Perseroan di Bursa
Efek Indonesia

Periode Pelaksanaan akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pencatatan No. I-A lampiran
Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No.Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 yakni sebanyak-
banyaknya 2 (dua) periode pelaksanaan setiap tahun dengan ketentuan setiap periode pelaksanaan
akan dibuka selama 30 (tiga puluh) hari Bursa. Program MESOP ini akan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Harga Pelaksanaan Program MESOP

Harga Pelaksanaan Hak Opsi akan ditetapkan berdasarkan Butir VV.2.2 Peraturan Pencatatan No. I-A
Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No.Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004, yakni
sekurang-kurangnya 90% rata-rata harga penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek
Indonesia sebelum tanggal pemberitahuan Perseroan kepada Bursa Efek Indonesia tentang pembukaan
Periode Pelaksanaan (window exercise) atas Hak Opsi dalam Program MESOP.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, dan dengan
diimplementasikanya seluruh rencana Program Kepemilikan Saham Perseroan oleh Manajemen dan
Karyawan seperti dijelaskan di atas, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan
sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka
susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum dan
program ESA secara proforma adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Seri A dan Saham Biasa Atas Nama Seri B
Dengan Nilai Nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) Setiap Saham

Sebelum Penawaran Umum Setelah Penawaran Umum dan ESA
Jumlah Nilai Jumlah Nilai
Keterangan Jumlah Saham Nominal (%) Jumlah Saham Nominal (%)
(Rp) (Rp)
Modal Dasar
- SeriA 24.000.000.000 6.000.000.000.000 24.000.000.000 6.000.000.000.000
-SeriB 12.000.000.000 3.000.000.000.000 12.000.000.000 3.000.000.000.000
36.000.000.000 36.000.000.000

Jumlah Modal Dasar 9.000.000.000.000 9.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Seri A
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur 7.676.913.648 1.919.228.412.000 64,33 7.676.913.648 1.919.228.412.000 51,46
- Pemerintah Kota/Kabupaten se Jawa Timur

Pemerintah Kota 4.257.234.334 1.064.308.583.500 35,67 4.257.234.334 1.064.308.583.500 28,54
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Sebelum Penawaran Umum

Setelah Penawaran Umum dan ESA

Jumlah Nilai Jumlah Nilai
Keterangan Jumlah Saham Nominal (%)  Jumlah Saham Nominal (%)
(Rp) (Rp)

Seri B
- Masyarakat - - 2.685.184.000 671.296.000.000 18,00
- Karyawan melalui program ESA - - 298.353.000 74.588.250.000 2,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor

Penuh 11.934.147.982 2.983.536.995.500 100,00 14.917.684.982 3.729.421.245.500 100,00

Saham dalam Portepel

- SeriA
-SeriB
Jumlah Saham dalam Portepel

12.065.852.018

12.000.000.000
24.065.852.018

3.016.463.004.500
3.000.000.000.000
6.016.463.004.500

12.065.852.018 3.016.463.004.500

9.016.463.000
21.082.315.018

2.254.115.750.000
5.270.578.754.500

Dengan asumsi seluruh hak opsi dilaksanakan oleh Perserta Program MESOP maka susunan modal
saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum, program ESA dan
MESOP secara proforma adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Seri A dan Saham Biasa Atas Nama Seri B
Dengan Nilai Nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) Setiap Saham

Keterangan

Sebelum Penawaran Umum

Setelah Penawaran Umum, ESA dan MESOP

Jumlah Saham

Jumlah Nilai
Nominal

(Rp)

(%)

Jumlah Nilai
Nominal
(Rp)

Jumlah Saham (%)

Modal Dasar

- SeriA

-SeriB

Jumlah Modal Dasar

24.000.000.000
12.000.000.000
36.000.000.000

6.000.000.000.000
3.000.000.000.000
9.000.000.000.000

24.000.000.000
12.000.000.000
36.000.000.000

6.000.000.000.000
3.000.000.000.000
9.000.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Seri A

- Pemerintah Provinsi Jawa Timur 7.676.913.648 1.919.228.412.000 64,33 7.676.913.648 1.919.228.412.000 51,10
- Pemerintah Kota/Kabupaten se Jawa Timur
Pemerintah Kota 4.257.234.334 1.064.308.583.500 35,67 4.257.234.334 1.064.308.583.500 28,34

Jumlah Saham Seri A 11.934.147.982 2.983.536.995.500 11.934.147.982 2.983.536.995.500
Seri B
- Masyarakat - - 2.685.184.000 671.296.000.000 17,87
- Karyawan melalui program ESA - - 298.353.000 74.588.250.000 1,98
- Manajemen dan Karyawan melalui program

MESOP - - 105.915.000 26.478.750.000 0,71
Jumlah Saham Seri B - - 3.089.452.000  772.363.000.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor

Penuh 11.934.147.982 2.983.536.995.500 100,00 15.023.599.982 3.755.899.995.500 100,00
Saham dalam Portepel
- Seri A 12.065.852.018 3.016.463.004.500 12.065.852.018 3.016.463.004.500
-SeriB 12.000.000.000 3.000.000.000.000 8.910.548.000 2.227.637.000.000

Jumlah Saham dalam Portepel

24.065.852.018

6.016.463.004.500

20.976.400.018 5.244.100.004.500
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ll. Rencana Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil
Penawaran Umum

Dana yang diperoleh dari hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini,

setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk:

1. Sekitar 80% untuk mendukung ekspansi kredit Perseroan termasuk sektor Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) yang meliputi kredit Modal Kerja, kredit Investasi dan kredit Konsumsi;

2. Sekitar 10% untuk perluasan jaringan melalui pembukaan kantor cabang pembantu, kantor kas,
payment point, kas mobil, peningkatan status kantor, ATM, unit layanan, renovasi gedung kantor
antara lain Gedung Diklat, Cabang Madiun, Cabang Jakarta, Cabang Kediri, Cabang Ponorogo,
Capem Rajawali, Cabang Kepanjen, Cabang Sumenep, Cabang Pacitan, Cabang Nganjuk, Cabang
Jombang, Cabang Batu, Cabang Lumajang, Cabang Pare, Cabang Malang dan lain-lain;

3. Sekitar 10% untuk pengembangan teknologi informasi melalui pembelian software dan hardware
guna menunjang kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan akan melaporkan secara periodik realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini
kepada Bapepam dan LK sesuai dengan Peraturan No.X.K.4.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana dari rencana semula seperti yang
tercantum dalam Prospektus ini, maka rencana penggunaan dana tersebut akan terlebih dahulu
dilaporkan kepada Bapepam dan LK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya serta
akan dimintakan persetujuan RUPS terlebih dahulu sesuai dengan Peraturan No.X.K.4.

Jika penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini ada yang mengandung unsuran benturan kepentingan
sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.E.1, maka Perseroan akan mematuhi dan memenuhi
ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.E.1.

Sesuai dengan Surat Edaran yang ditentukan oleh Bapepam dan LK No.SE-05/BL/2006 Tanggal 29

September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya Yang Dikeluarkan Dalam Rangka

Penawaran Umum, total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar 1,90% dari

estimasi jumlah Penawaran Umum yang meliputi:

a. Biaya jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi efek sebesar 1,50% yang terdiri dari biaya jasa
penjaminan (underwriting fee) 0,25%; biaya jasa penyelenggaraan (management fee) 1,00%, biaya
jasa penjualan (selling fee) 0,25%.

b. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal 0,12% yang terdiri dari biaya jasa akuntan publik sebesar
0,06%, biaya jasa konsultan hukum sebesar 0,04%, biaya jasa notaris sebesar 0,01% dan biaya
jasa penilai sebesar 0,01%.

c. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal 0,01% yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek.

d. Biaya penasihat keuangan, penyelenggaraan Public Expose, biaya percetakan Prospektus dan
sertifikat, biaya iklan koran Prospektus Ringkas, biaya kunjungan lokasi dan biaya-biaya yang
berhubungan dengan hal-hal tersebut, sebesar 0,27%.

Adapun aksi korporasi terakhir yang dilakukan Perseroan pada tahun 2003 adalah Penawaran Umum
Obligasi Il Bank Jatim Tahun 2003, yang telah dilaporkan kepada Bapepam dan LK sesuai dengan
surat N0.041/014/DIR/Djl tanggal 19 Mei 2003 perihal Rencana Penggunaan Dana Hasil Emisi Obligasi
Il Bank Jatim Tahun 2003 Dengan Bunga Tetap.
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lll. Pernyataan Hutang

Pernyataan hutang berikut diambil dari laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono,
Suherman & Surja yang dalam laporannya tertanggal 6 Juni 2012 memberikan pendapat Wajar Tanpa
Pengecualian (dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan revisi Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (“PSAK”) yang berlaku efektif 1 Januari 2011, baik yang diterapkan secara prospektif
maupun retrospektif dan penerapan surat Bank Indonesia No. 13/658/DPNP/IDPnP (SE-BI) tanggal
23 Desember 2011, dimana Perseroan tidak diwajibkan lagi untuk membentuk cadangan kerugian
penurunan nilai atas aset non-produktif dan transaksi rekening administratif (komitmen dan kontinjensi))
atas laporan keuangan tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2011, Perseroan mencatat jumlah liabilitas sebesar Rp21.586.397 juta
dengan perincian sebagai berikut:

1. Liabilitas
(dalam jutaan Rupiah)

Uraian Jumlah
Liabilitas segera 514.513
Simpanan dari nasabah

Pihak berelasi 5.291.201

Pihak ketiga 14.850.930
Jumlah simpanan nasabah 20.142.131
Simpanan dari bank lain

Pihak berelasi 27.142

Pihak ketiga 219.094
Jumlah simpanan dari bank lain 246.236
Pinjaman yang diterima 315.149
Utang pajak 10.201
Beban yang masih harus dibayar 256.209
Liabilitas lain-lain 101.958
Jumlah Liabilitas 21.586.397

Liabilitas Segera
Saldo liabilitas segera pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp514.513 juta.
Rincian Liabilitas Segera per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian Jumlah

ATM Bersama 225.610
Transfer, inkaso, kliring 124.141
Penerimaan dana yang akan diperhitungkan 96.088
Beban sudah efektif harus dibayar 46.778
Liabilitas lainnya 21.896
Jumlah Liabilitas Segera 514.513
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Simpanan Dari Nasabah

Simpanan dari nasabah per 31 Desember 2011 yang berhasil dihimpun Bank adalah sebesar
Rp20.142.131 juta yang terdiri dari giro, tabungan dan deposito berjangka, baik yang berasal dari pihak
berelasi sebesar Rp5.291.201 juta maupun pihak ketiga sebesar Rp14.850.930 juta.

a. Giro

Merupakan penempatan dana masyarakat dalam bentuk rekening giro. Saldo giro pada tanggal
31 Desember 2011 adalah sebesar Rp8.203.580 juta yang terdiri dari giro dari pihak berelasi sebesar
Rp3.644.322 juta dan giro dari pihak tidak berelasi sebesar Rp4.559.258 juta, dengan tingkat bunga
rata-rata per tahun sebesar 3,5% untuk produk giro dalam mata uang Rupiah dan 0,5% untuk produk
giro dalam mata uang asing. Rincian giro per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian Jumlah
Pihak berelasi
Rupiah 3.644.322
Pihak ketiga
Rupiah 4.527.811
Mata uang asing 31.447
Total 8.203.580
Tingkat bunga rata-rata per tahun:
Rupiah 3,5%
Mata uang asing 0,5%
b. Tabungan

Merupakan penempatan dana masyarakat dalam bentuk tabungan yang terdiri dari berbagai produk
yaitu Simpeda, Siklus, Haji, Nasa, dan Tabunganku. Saldo tabungan pada tanggal 31 Desember 2011
adalah sebesar Rp7.132.674 juta dengan tingkat bunga rata-rata per tahun sebesar 2,75% untuk
Tabungan Simpeda, 3,75% untuk Tabungan Siklus, 4,00% untuk Tabungan Haji, 4,00% untuk Tabungan
Nasa dan 0-1% untuk produk Tabunganku semuanya dalam mata uang Rupiah. Rincian tabungan per
31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian Jumlah
Pihak berelasi

Rupiah 5.927
Pihak ketiga

Rupiah 7.126.747
Total 7.132.674
Tingkat bunga rata-rata per tahun:
Tabungan
- Simpeda 2,75%
- Siklus 3,75%
- Haji 4,00%
- Nasa 4,00%
- Tabunganku 0-1%
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c. Deposito Berjangka Dan Deposito on Call

Merupakan simpanan masyarakat yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan jangka waktu
tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan Bank. Saldo deposito berjangka dan deposito
on call pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp4.805.877 juta dengan tingkat suku bunga
rata-rata per tahun sebesar 6,00% untuk produk deposito berjangka dalam mata uang Rupiah, 5,13%
untuk deposito on call dan 1,25% untuk produk deposito berjangka dalam mata uang asing. Rincian
deposito berjangka dan deposito on call per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian Jumlah
Pihak berelasi
Rupiah 1.640.952
Pihak ketiga
Rupiah 3.155.912
Mata uang asing 9.013
Jumlah deposito berjangka dan deposito on call 4.805.877

Simpanan Dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp246.236 juta dalam bentuk giro,
tabungan dan deposito berjangka dalam mata uang rupiah yang berasal dari pihak berelasi sebesar
Rp27.142 juta maupun pihak tidak berelasi sebesar Rp219.094 juta dengan tingkat suku bunga rata-rata
per tahun sebesar 3,50% untuk produk giro dalam mata uang Rupiah, 3,75% untuk produk tabungan
dalam mata uang Rupiah dan 6,00% untuk produk deposito dengan jangka waktu 1 sampai dengan
3 bulan. Rincian simpanan dari bank lain per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian Jumlah
Pihak Berelasi
Giro 107
Tabungan 17.574
Deposito 9.461
Pihak Tidak Berelasi
Deposito Berjangka 56.042
Giro 17.828
Tabungan 145.224
Jumlah Simpanan dari Bank Lain 246.236

Pinjaman Yang Diterima

Merupakan pinjaman yang diterima dalam mata uang Rupiah dari Departemen Keuangan, Bank
Indonesia dan lembaga lainnya. Rincian pinjaman yang diterima per 31 Desember 2011 adalah sebagai
berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian Jumlah

Pemerintah Republik Indonesia cq Departemen Keuangan 312.000
LPDB-KUMKM 797
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Republik Indonesia 576
Bank Indonesia 23
Lain-lain 1.753
Jumlah Pinjaman yang Diterima 315.149
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Pemerintah Republik Indonesia cq Departemen Keuangan Republik Indonesia

Merupakan fasilitas pinjaman yang bersumber dari dana Surat Utang Pemerintah (SUP) No.SU-005/
MK/1999 tanggal 29 Desember 1999 dengan maksimum pinjaman sebesar Rp50.000 juta. Berdasarkan
perjanjian pinjaman antara Bank dan Pemerintah Republik Indonesia No.KP-037/DP3/2004 tanggal
16 September 2004 ("Perjanjian Pinjaman”), pinjaman ditujukan untuk pendanaan Kredit Usaha Mikro
dan Kecil (KUMK) sebagai pembiayaan investasi dan modal kerja dengan persyaratan yang ringan dan
terjangkau.

Pada tanggal 5 Desember 2005, 29 Mei 2006 dan 8 Maret 2007 telah dilakukan perubahan isi perjanjian
pinjaman tersebut, masing-masing dengan perjanjian No.AMA-23/KP-037/DP3/2005, No.AMA-27/KP-
037/DP3/2006 dan No.AMA-37/KP-037/DP3/2007 tentang tambahan plafon pinjaman, masing-masing
sebesar Rp16.000 juta, Rp16.000 juta dan Rp30.000 juta, sehingga pinjaman maksimum menjadi
sebesar Rp112.000 juta.

Pada tanggal 28 Desember 2011 telah dilakukan penambahan plafon pinjaman berdasarkan perjanjian
No.AMA-63/KP-037/DSMI/2011 tentang persetujuan penambahan plafon kredit usaha mikro dan kecil
(KUMK) Perseroan, sehingga pinjaman maksimum menjadi Rp312.000 juta.

Jangka waktu pinjaman adalah mulai tanggal 16 September 2004 sampai dengan tanggal 10 Desember
2009 dan dikenakan bunga yang besarnya sama dengan tingkat bunga SUP yang dikenakan oleh
Bank Indonesia kepada Bank, yaitu sebesar suku bunga Sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu
3 (tiga) bulan yang ditetapkan tiap 3 (tiga) bulan. Berdasarkan surat dari Departemen Keuangan
Republik Indonesia No.S-7862/PB/2007 tanggal 16 November 2007, jatuh tempo pinjaman telah diubah
menjadi tanggal 10 Desember 2019.

Bank wajib membayar kembali pokok pinjaman yang telah ditarik dalam 5 (lima) kali angsuran tengah
tahunan secara prorata setiap tanggal 10 Juni dan tanggal 10 Desember, dengan angsuran pertama
padatanggal 10 Desember 2017 dan terakhir pada tanggal 10 Desember 2019. Bunga pinjaman dihitung
sejak hari dan tanggal pemindahbukuan dana pertama kali dan bunga dibayar secara triwulanan tiap
tanggal 10.

LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah)

Merupakan fasilitas pinjaman dana bergulir yang bersumber dari dana LPDB-KUMKM sebesar Rp6
miliar berdasarkan perjanjian pinjaman tanggal 15 September 2009 ("Perjanjian Pinjaman”). Tujuan
dari pinjaman ini adalah untuk disalurkan sebagai modal kerja kepada Koperasi Simpan Pinjam dan
Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Penyaluran dana bergulir kepada koperasi baru dilakukan pada awal tahun 2010.

Jangka waktu pinjaman adalah mulai tanggal 15 September 2009 sampai dengan tanggal 15 September
2012 dan dikenakan bunga sebesar suku bunga Bank Indonesia/SBI (3 Bulan) atau 3% per tahun.

Bank wajib membayar kembali pokok pinjaman yang telah ditarik dalam 12 kali angsuran triwulanan
setiap bulan Maret, Juni, September, dan Desember, dengan angsuran pertama pada bulan Maret 2010
dan terakhir pada bulan Desember 2012. Bunga dibayar secara bulanan.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Republik Indonesia

Merupakan dana bergulir yang diterima dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Republik Indonesia untuk disalurkan dalam rangka program sertifikasi tanah. Pinjaman tersebut tidak
dikenakan bunga.
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Bank Indonesia

Saldo pinjaman Per tanggal 31 Desember 2011 merupakan Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana
dan Rumah Sederhana (KPRSS - KPRS), sebesar Rp23 juta.

Merupakan fasilitas kredit yang diperoleh dari Bank Indonesia pada tahun 1991 - 1999 yang dipinjamkan
kembali kepada nasabah Bank dalam bentuk kredit kepemilikan rumah sangat sederhana dan rumah
sederhana. Pinjaman ini jatuh tempo antara tahun 2004 - 2015 dan dikenakan bunga berkisar antara
7% - 10% per tahun.

Utang Pajak

Saldo utang pajak pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp10.201 juta dengan rincian
sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian Jumlah

Pajak penghasilan pasal 29 557
Pajak penghasilan pasal 21 3.623
Pajak penghasilan pasal 23/4 5.297
Lain-lain 724
Jumlah Utang Pajak 10.201

Liabilitas Lain-Lain

Saldo liabilitas lain-lain pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp101.958 juta yang terdiri
dari Rp96.429 juta dalam mata uang Rupiah dan Rp5.529 juta dalam mata uang asing, dengan rincian
sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian Jumlah
Rupiah:
Setoran jaminan 40.738
Pokok kredit penerusan yang diterima 20.566
Liabilitas imbalan kerja 20.441
Provisi dan administrasi kredit 10.953
Bunga kredit penerusan yang diterima 3.487
Pendapatan ditangguhkan 132
Lainnya 112
Jumlah Rupiah 96.429
Mata uang asing:
Setoran jaminan 5.529
Jumlah liabililtas lain-lain 101.958
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2. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Perseroan memiliki tagihan dan liabilitas komitmen dan

rincian sebagai berikut:

kontinjensi per 31 Desember 2011 dengan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian

Jumlah

KOMITMEN

Liabilitas komitmen

Rupiah:

Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan
Jumlah liabilitas komitmen

KONTINJENSI

Tagihan kontinjensi

Rupiah:

Pendapatan bunga dalam penyelesaian
Lainnya

Jumlah tagihan kontinjensi

Mata uang asing:

Pendapatan bunga dalam penyelesaian
Jumlah tagihan kontinjensi

Liabilitas kontinjensi

Rupiah:

Bank garansi yang diberikan

Mata uang asing:

Bank garansi yang diberikan dan revocable L/C
Jumlah Liabilitas Kontinjensi

Jumlah Liabilitas Kontinjensi, Neto

Jumlah Liabilitas Komitmen dan Kontinjensi, Neto

2.876.677
2.876.677

15.587
1.414
17.001

17.001

1.717.904

12.111
1.730.015
1.713.014
4.589.691

Pada tanggal 31 Desember 2011, Perseroan tidak mempunyai tagihan dan liabilitas komitmen dan

kontinjensi kepada pihak berelasi.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN, SELAIN YANG DIUNGKAPKAN
DALAM PROSPEKTUS INI DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG
DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS YANG
TELAH JATUH TEMPO NAMUN BELUM DILUNASI

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2011 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR
INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN
TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI
LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN
USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN
DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN
YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN
MERUGIKAN PEMEGANG SAHAM

(NEGATIVE COVENANTS) YANG

MELIHAT PADA KEADAAN LIKUIDITAS PERSEROAN DAN PENINGKATAN HASIL OPERASI
DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN SANGGUP MENYELESAIKAN SELURUH
LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA
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IV. Analisis Dan Pembahasan Oleh Manajemen

1. Umum

Perseroan merupakan salah satu Bank Pembangunan Daerah di Indonesia yang kegiatan usahanya
menghimpun serta menyalurkan dana ke masyarakat. Pencapaian usia 50 tahun ini merupakan suatu
prestasi yang luar biasa, sesuai dengan misi Perseroan untuk “mendorong pertumbuhan perekonomian
daerah serta ikut mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah”, berkembang dengan komitmen
untuk meningkatkan dan mengembangkan UMKMK. Krisis keuangan yang melanda negara-negara
di Eropa dan Amerika Serikat tahun 2011, memberikan dampak ekonomi kepada Indonesia dan
sekaligus memberikan konsekuensi di sektor bisnis perbankan. Akan tetapi, meskipun krisis keuangan
memberikan tekanan bagi perekonomian Indonesia, iklim perekonomian Indonesia tahun 2011 tumbuh
sebesar 6,5% dengan angka inflasi nasional tahun 2011 mencapai 3,79%. Selain itu, pertumbuhan
perekonomian Jawa Timur tahun 2011 yang mencapai 7,22% lebih tinggi dari 11,08% dari pertumbuhan
ekonomi nasional.

Melihat peluang tersebut, produk dan layanan Perseroan akan tetap dimaksimalkan dan dilakukan
berbagai macam inovasi dalam pengembangan produk dengan tetap fokus dan menjaga eksistensi
serta kapabilitas di bidang Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). Dalam hal kredit
atau pembiayaan, Perseroan di tahun 2011 telah memberikan kredit atau pembiayaan sebesar
Rp16.135 miliar yang terdiri atas Kredit Ritel (Kredit Usaha Rakyat, Kredit Usaha Pembibitan Sapi,
Kredit Ketahanan Pangan dan Energi, Kredit Multiguna, dan lain-lain) dan Kredit Menengah Korporasi.
Kemudian dalam hal funding, Perseroan telah meraih peringkat pertama nasional untuk produk yang
dicanangkan Bank Indonesia, yakni Tabunganku dengan pencapaian Tabunganku sebesar Rp292.644
juta selain itu produk unggulan seperti, Simpeda, Siklus, Giro dan Deposito tetap dipertahankan dengan
raihan total Dana Pihak Ketiga sebesar Rp20.142 miliar. Selain fokus dalam usaha funding dan lending,
pencanangan Perseroan sebagai Lembaga APEX BPR Perseroan yang telah dicanangkan pada
6 Desember 2010 juga mencatat perkembangan yang cukup signifikan di tahun 2011 bagi perkembangan
usaha bisnis Perseroan yang mana sebanyak 274 BPR di Jawa Timur telah bergabung dan telah
disalurkan Dana Bergulir sebesar Rp40.350 juta. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu langkah
untuk menyongsong Regional Champion.

Pandangan Manajemen Terhadap Kondisi Perekonomian Dan Kondisi Pasar Serta Dampaknya
Terhadap Bank

Kondisi perekonomian di Indonesia tahun 2012 diprediksikan masih mempunyai trend pertumbuhan
produk domestik bruto sekitar 6,7%. Hal tersebut mempunyai harapan yang positif terhadap pertumbuhan
industri perbankan nasional termasuk di Jawa Timur. Fundamental Pertumbuhan perekonomian nasional
yang baik berdampak kepada kepercayaan pemodal untuk berinvestasi di Indonesia dan Jawa Timur.
Perseroan berkeyakinan bahwa pertumbuhan Indonesia dapat dipertahankan dan berdampak positif
terhadap pertumbuhan kinerja di sektor perbankan pada umumnya. Inflasi pada tahun 2012, diprediksi
masih berkisar pada 5,30%, dan nilai tukar diperkirakan IDR terhadap USD adalah Rp.8.800,-.

Dari dua indikator tersebut dapat memberikan rasa optimisme Perseroan dalam ekspansi usaha,

sehingga Perseroan menargetkan pertumbuhan kredit sekitar 24% dan penghimpunan dana pihak
ketiga sekitar 16,95% sebagaimana rencana bisnis yang dibuat perusahaan pada tahun 2012.
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Penjelasan Mengenai Perubahan Kondisi Likuiditas

Perseroan dalam memelihara cadangan likuiditas tetap menjaga tidak melanggar ketentuan yang
ditetapkan Bank Indonesia yang antara lain ditunjukkan oleh rasio LDR pada tanggal 31 Desember 2011,
2010, dan 2009, masing-masing sebesar 80,11%, 80,70%, dan 69,67%, disamping itu menyediakan aset
likuid yang cukup besar untuk mengantisipasi penarikan simpanan nasabah. Aset likuid pada tanggal
31 Desember 2011, 2010, dan 2009 masing-masing sebesar Rp7.999.530 juta, Rp6.580.321 juta dan
Rp7.113.273 juta. Dalam mengantisipasi perubahan likuiditas, Perseroan telah melakukan berbagai
cara antara lain dengan melakukan upaya inovatif untuk menarik dan mempertahankan nasabah tetap
loyal kepada Perseroan melalui pencanangan pemberian pelayanan yang terbaik, penawaran bunga
simpanan yang kompetitif, memberi hadiah yang menarik, menjaga hubungan baik dengan Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota yang merupakan sumber dana utama Perseroan,
selain sebagai pemilik, bekerjasama dengan BKN menerbitkan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) untuk
pegawai Negeri yang salah satu fungsinya dapat berfungsi sebagaimana kartu ATM yang diterbitkan
Perseroan. Perseroan dalam memanfaatkan kelebihan likuidtas ditempatkan pada Bank Indonesia dan
bank lain yang memiliki reputasi yang baik terutama Bank Pemerintah, sehingga bila sewaktu-waktu
batuh dicairkan untuk menompang kebutuhan likuiditas. Selain itu, kebijakan penempatan kelebihan
likuiditas ditetapkan tersentralisasi di Unit Bisnis Kantor Pusat Perseroan, sedangkan cabang-cabang
hanya diberi limit penempatan dalam jumlah tertentu untuk menjaga likuiditas cabang masing-masing.

Kemampuan Perseroan Untuk Mendapatkan Pendanaan Dengan Harga Yang Menarik

Kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pendanaan dengan harga yang menarik dapat dilihat dari
komposisi Penghimpunan Dana Pihak Il dalam 3 (tiga) Tahun terakhir terlihat bahwa dana pihak Il
didominasi oleh dana murah Giro dan Tabungan kemudian baru Deposito. Hal ini menunjukan tingginya
tingkat kepercayaan & loyalitas masyarakat sebagai nasabah Bank Jatim.

Perubahan Perilaku Konsumen

Bisnis perbankan dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami persaingan yang sangat ketat; dimana
masing-masing bank berupaya memberikan layanan yang terbaik, mudah kepada nasabahnya.

Kondisi persaingan ini telah mengubah perilaku konsumen untuk meminta pelayanan yang berkualitas
dan terus meningkat seiring perkembangan kebutuhan nasabah. Oleh karena itu, perbankan dituntut
untuk melakukan inovasi produk dan layanan yang dapat menarik nasabah/calon nasabah. Dengan
melihat kondisi nasabah dan masyarakat yang demikian; maka Perseroan berupaya memberikan
pelayanan yang berkualitas dengan didukung teknologi informasi yang selalu ditingkatkan serta
mendekatkan pelayanan kepada nasabah dengan membuka jaringan kantor sampai ke pelosok
kecamatan-kecamatan di Jawa Timur; serta jaringan kantor di luar Jawa Timur yang dinilai mempunyai
prospek perdagangan dengan Jawa Timur.

Perkembangan Aktivitas Pemasaran Perseroan

Perkembangan Aktivitas Pemasaran Perseroan dapat dilihat semakin banyaknya aktivitas kerjasama
yang dilakukan Perseroan dengan pihak Ill, baik dengan Pemerintah, BUMN, BUMD, Swasta (Diknas,
PT Jamsostek, PT Pelindo, PT Semen Gresik (Persero) Tbk, dll).

Kondisi Persaingan Dan Perubahan Yang Terjadi Pada Kompetitor

Dengan kondisi persaingan yang ketat dan perubahan pelayanan oleh kompetitor, maka Perseroan
tiada hari selalu dituntut untuk memberikan peningkatan & kemudahan layanan kepada nasabah/

masyarakat.

Membuka akses layanan call center Perseroan 14044 yang memberi layanan 24 jam dalam 7 hari
(2 minggu).
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Memberi edukasi & layanan kepada nasabah dan masyarakat dengan mobil ATM Banking, sehingga
nasabah tahu dan mampu memanfaatkan kartu ATM yang dipunyai dengan optimal. Kerjasama dengan
Universitas dalam pembayaran SPP Mahasiswa; sehingga dapat memindahkan semua pihak baik
(Universitas, Mahasiswa dan Bank). Kerjasama pembayaran pajak kendaraan bermotor di Jawa Timur
dengan E-samsat.

Kerjasama dengan BPR-BPR dalam rangka APEX BPR Jatim maupun dengan linkage program dalam
penyaluran pembiayaan kepada nasabah UKM di daerah yang belum terjangkau oleh Perseroan.

Disamping itu perseroan terus melakukan pemasaran terpadu; pembinaan hubungan nasabah dan
kelembagaan, meningkatkan kualitas layanan serta evaluasi & inovasi produk & jasa. Semua hal tersebut
untuk mendukung upaya ekspansi usaha serta mempertahankan nasabah dari upaya kompetitor
menarik nasabah secara umum.

Pengaruh perubahan dalam tingkat suku bunga, nilai tukar valuta asing, nilai efek yang dimiliki,
persoalan dengan nasabah, atau peristiwa lainnya pada pendapatan Perseroan

Perubahan tingkat suku bunga, nilai tukar valuta asing, nilai efek yang dimiliki besar pengaruhnya
terhadap pendapatan Perseroan. Perubahan suku bunga mempunya pengaruh yang lebih besar dari
pada nilai tukar valuta asing dan nilai efek hal ini disebabkan posisi keuangan perseroan dalam valuta
asing dan juga efek sangat kecil. Sebagaimana permasalahan Bank Nasional lainnya posisi keuangan
Perseroan sebagian besar simpanan mempunyai jangka waktu yang pendek kurang dari 1 (satu) tahun
sedangkan kredit yang diberikan rata-rata berjangka waktu di atas 1 (satu) tahun. Untuk Mengantisipasi
kesejangan tersebut, sebagian besar kredit yang diberikan mempunyai suku bunga mengambang,
sehingga apabila terjadi perubahan tingkat suku bunga tidak berpengaruh terlalu signifikan terhadap
pendapatan Perseroan.

Pengembangan Produk Baru

Pengembangan Produk Baru sesuai Renbis pada tahun 2012 rencananya akan melakukan
pengembangan produk baru antara lain: Internet Banking (i-Banking), Pengembangan Fitur SMS
Banking: Transfer Antar Bank dan Penambahan Provider, Tabungan Pendidikan, Host to Host (H2H)
Multi Biller dan E-Wallet (Prepaid Card / Kartu Prabayar)

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan Perseroan

Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan antara lain:
»  Transfer keluar dan masuk

Penarikan Tunai (Giro, Tabungan dan Deposito)

Setoran Tunai

Pencairan Kredit

Pembayaran gaji pegawai

2. Kebijakan Akuntansi Penting

Perseroan mengidentifikasikan kebijakan akuntansi tertentu yang penting bagi persiapan dan pelaporan
informasi keuangan perseroan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Perseroan
mengacu pada Standar Akuntansi Keuangandi Indonesia dan ketentuan-ketentuan atau peraturan yang
dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam laporan keuangan auditan yang
dilampirkan dalam prospektus. Perseroan menyusun kebijakan-kebijakan yang dapat digunakan dalam
persiapan laporan keuangan yang akan membutuhkan pertimbangan manajemen.

a. Kredit yang Diberikan
Kredit yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang
dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan

tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode
suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai.
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Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

Kredit yang diberikan dalam rangka pembiayaan bersama (kredit sindikasi), kredit kelolaan dan
penerusan kredit yang diberikan dinyatakan sebesar pokok kredit yang diberikan sesuai dengan porsi
risiko yang ditanggung oleh Bank.

Kredit yang diberikan bisa termasuk piutang syariah, pendanaan mudharabah dan musyarakabh.

Piutang syariah merupakan hasil dari transaksi jual beli berdasarkan perjanjian murabahah atau istishna.
Murabahah adalah akad jual beli barang tertentu dengan harga ditentukan sebesar harga perolehan
ditambah keuntungan yang disepakati dan Bank sebagai penjual harus mengungkapkan harga
perolehan barang tersebut kepada pembeli (debitur).

Mudharabah adalah kontrak kerjasama usaha antara pemilik dana (shahibul maal) dan manajer
pendanaan (mudharib) berdasarkan rasio pendapatan atau keuntungan dan kerugian yang ditentukan
sebelumnya.

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk
menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah
pembagian hasil atau kerugian sesuai dengan kesepakatan atau secara proporsional sesuai kontribusi
modal.

b. Identifikasi dan Pengukuran penurunan nilai

Aset produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, surat
berharga, kredit yang diberikan, tagihan lainnya dan komitmen dan kontinjensi.

Komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif, antara lain terdiri dari tetapi tidak
terbatas pada penerbitan jaminan, letter of credit, standby letter of credit dan fasilitas kredit yang belum
ditarik.

Aset non-produktif adalah aset Bank selain aktiva produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain
dalam bentuk agunan yang diambil alih, properti terbengkalai (abandoned property), rekening antar
kantor dan suspense account.

Sejak tanggal 1 Januari 2010, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank mengevaluasi apakah
terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi telah
mengalami penurunan nilai. Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan
bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa
tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara
handal.

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai

berikut:

a. kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;

b. pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau
bunga;

c. pihak kreditur, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang
dialami pihak debitur, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak debitur yang tidak mungkin
diberikan jika pihak debitur tidak mengalami kesulitan tersebut;

d. terdapat kemungkinan bahwa pihak debitur akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi
keuangan lainnya;

e. hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
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f. data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi
arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud,
meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual
dalam kelompok aset tersebut, termasuk:

() memburuknya status pembayaran pihak debitur dalam kelompok tersebut; dan
(i) kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam
kelompok tersebut.

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen
untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 (tiga)
dan 12 (dua belas) bulan, dan untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

Bank pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas
aset keuangan yang signifikan secara individual atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak
signifikan secara individual. Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan
nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan
atau tidak, maka Bank memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki
karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif.
Penyisihan kerugian penurunan nilai secara individual dihitung dengan menggunakan metode diskonto
arus kas (discounted cash flows). Sedangkan penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif
dihitung dengan menggunakan metode statistik (statistical model analysis method), yaitu roll rates
analysis method berdasarkan data historis jumlah dan waktu pengembalian kredit untuk menentukan
tingkat kemungkinan kegagalan debitur memenuhi kewajibannya (probability of default) dan data
historis jumlah kerugian yang terjadi untuk menentukan tingkat kerugian kegagalan debitur memenuhi
kewajibannya (Loss Given Default) yang disesuaikan dengan pertimbangan manajemen terkait kondisi
ekonomi dan kredit saat ini.

Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diukur
sebesar selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang
yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut.

Jika kredit yang diberikan atau surat-surat berharga dimiliki hingga jatuh tempo memiliki suku bunga
variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah
suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

Sebagai panduan praktis, Bank dapat mengukur penurunan nilai berdasarkan nilai wajar instrumen
dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi, dimana perhitungan nilai kini dari estimasi
arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan (collateralised financial asset) mencerminkan
arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh
dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak. Kerugian
yang terjadi diakui pada laporan laba rugi komprehensif dan dicatat pada akun penyisihan kerugian
penurunan nilai sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan
diamortisasi. Pendapatan bunga atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas
dasar suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian
penurunan nilai. Ketika peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan menyebabkan
jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus
dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

Kerugian penurunan nilai atas surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual diakui dengan
mengeluarkan kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas ke dalam laporan
laba rugi komprehensif. Jumlah kerugian kumulatif yang dikeluarkan dari ekuitas dan diakui pada
laporan laba rugi komprehensif merupakan selisih antara biaya perolehan, setelah dikurangi dengan
nilai pelunasan pokok dan amortisasi, dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset
keuangan yang sebelumnya telah diakui pada laporan laba rugi komprehensif. Perubahan cadangan
penurunan nilai yang diatribusikan ke dalam nilai waktu tercermin sebagai bagian dari pendapatan
bunga.
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Jika pada periode berikutnya, nilai wajar surat-surat berharga dalam bentuk instrumen utang yang
diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual yang mengalami penurunan nilai meningkat
dan peningkatan tersebut dapat secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah
pengakuan kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi komprehensif, maka kerugian penurunan
nilai tersebut harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

Jika persyaratan kredit yang diberikan, piutang atau surat-surat berharga yang dimiliki hingga jatuh
tempo dinegosiasi ulang atau dimodifikasi karena debitur atau penerbit mengalami kesulitan keuangan,
maka penurunan nilai diukur dengan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan
diubah.

1. Sebelum tanggal 1 Januari 2010, Bank membentuk penyisihan penghapusan aset produktif dan
estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi berdasarkan review dan evaluasi terhadap eksposur tiap
debitur, dimana Bank Indonesia menghendaki penyisihan kerugian penurunan nilai minimum atas aset
produktif ditentukan berdasarkan Kriteria Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia
(PBI) No.7/2/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang “Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum”, yang
diubah dengan PBI No.8/2/PBI1/2006 tanggal 30 Januari 2006, PBI No.9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret
2007 dan PBI No0.11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 serta PBI N0.8/21/2006 tanggal 5 Oktober
2006 tentang kualitas aktiva yang telah diubah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 10/ 24 /
PBI/2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/Pbi/2006 Tentang
Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip
Syariah yang mengklasifikasikan aset produktif menjadi lima kategori dengan minimum persentase
penyisihan kerugian penurunan nilai sebagai berikut:

Lancar *) Minimum 1%
Dalam perhatian khusus Minimum 5%
Kurang lancar Minimum 15%
Diragukan Minimum 50%
Macet 100%

*)  kecuali Sertifikat Bank Indonesia (SBI), penempatan pada Bank Indonesia, Obligasi Pemerintah, dan aktiva produktif yang
dijamin dengan agunan tunai

Persentase di atas berlaku untuk aset produktif dan komitmen dan kontinjensi, dan dihitung langsung
atas saldo aset produktif dan komitmen dan kontinjensi.

Aset produktif dengan kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus, sesuai dengan PBI, digolongkan
sebagai aset produktif tidak bermasalah. Sedangkan untuk aset produktif dengan kolektibilitas kurang
lancar, diragukan dan macet digolongkan sebagai aset produktif bermasalah.

Penyisihan kerugian kredit yang diberikan terdiri dari penyisihan khusus dan umum.

Penyisihan khusus terhadap kredit yang diberikan dengan kolektibilitas dalam perhatian khusus, kurang
lancar, diragukan dan macet didasari atas kemampuan peminjam dalam membayar hutang.

Penyisihan khusus dibuat jika kemampuan membayar diidentifikasikan kurang baik dan menurut
pertimbangan Direksi, estimasi kemampuan membayar peminjam berada di bawah jumlah pokok
dan bunga pinjaman yang belum terbayar. Bank tidak memperhitungkan jaminan dalam menghitung
penyisihan kerugian penurunan nilai.

Penyisihan umum dimaksudkan untuk kerugian yang belum teridentifikasi, namun diperkirakan mungkin
terjadi berdasarkan pengalaman masa lalu dari keseluruhan portofolio pinjaman. Dalam menentukan
tingkat penyisihan umum, Direksi mengacu pada PBI.

Penyisihan kerugian penurunan nilai atas komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif
disajikan sebagai kewajiban di neraca.
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Penurunan nilai aset non-keuangan

Suatu aset mengalami penurunan nilai jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai yang dapat
dipulihkan. Nilai tercatat dari aset non-keuangan, kecuali aset pajak tangguhan, ditelaah setiap periode,
untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi penurunan nilai,
maka Bank akan melakukan estimasi jumlah nilai yang dapat dipulihkan.

Sejak 20 Januari 2006, sesuai dengan PBI No.7/2/PBI1/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang “Penilaian
Kualitas Aktiva Bank Umum” yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan PBI No.11/2/PBI/2009
tanggal 29 Januari 2009, Bank juga diwajibkan untuk membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai
khusus terhadap aset non-produktif seperti agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, rekening
antar kantor dan suspense accounts.

Dalam peraturan tersebut, klasifikasi agunan yang diambil alih dan properti terbengkalai ditetapkan
sebagai berikut:

Klasifikasi Batas waktu
Lancar Sampai dengan 1 tahun
Kurang lancar Lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun
Diragukan Lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun
Macet Lebih dari 5 tahun

Penyisihan kerugian untuk agunan yang diambil alih dan properti terbengkalai dikelompokkan dalam
4 (empat) kategori dengan besarnya minimum persentase sebagai berikut:

Persentase minimum penyisihan kerugian

Lancar Minimum 0%
Kurang lancar Minimum 15%
Diragukan Minimum 50%
Macet 100%

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, penggolongan kualitas untuk aset non-produktif yang berupa
rekening antar kantor dan suspense accounts adalah sebagai berikut:

Penggolongan Umur Persentase minimum
Lancar Sampai dengan 180 hari 0%
Macet Lebih dari 180 hari 100%

Penyesuaian atas penyisihan penghapusan aset non-produktif dicatat dalam tahun dimana penyesuaian
tersebut diketahui atau dapat ditaksir secara wajar. Termasuk dalam penyesuaian ini adalah
penambahan penyisihan penghapusan aset non-produktif maupun pemulihan aset non-produktif yang
telah dihapusbukukan sebelumnya.

Aset non-produktif dihapusbukukan dengan mengurangi penyisihan penghapusan yang bersangkutan
apabila menurut manajemen aset tersebut tidak mungkin dipulihkan lagi.

Penyisihan kerugian aset produktif dan aset non-produktif - produk perbankan syariah

Bank membentuk penyisihan kerugian atas aset produktif dan aset non-produktif berdasarkan
penelaahan manajemen terhadap kualitas aset produktif dan aset non-produktif tersebut pada tiap akhir
tahun, evaluasi manajemen atas prospek usaha, kinerja keuangan dan kemampuan membayar setiap
debitur, serta mempertimbangkan juga hal-hal lain seperti klasifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan
Bank Indonesia, klasifikasi yang ditetapkan oleh bank umum lainnya atas aset produktif yang diberikan
oleh lebih dari satu bank (Bl checking) dan ketersediaan laporan keuangan debitur yang telah diaudit.

Dalam menentukan penyisihan kerugian dan peringkat kualitas aset, Bank menerapkan PBI No.8/21/

PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PBI No.13/13/PBI/2011
tanggal 24 Maret 2011.
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Penyisihan kerugian minimum atas aset produktif adalah sebagai berikut:

Lancar *) Minimum 1%
Dalam perhatian khusus Minimum 5%
Kurang lancar Minimum 15%
Diragukan Minimum 50%
Macet 100%

) di luar Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan aset produktif yang dijamin
dengan agunan tunai.

Penyisihan khusus terhadap kredit bermasalah dihitung berdasarkan kemampuan debitur dalam
membayar hutang. Penyisihan khusus dibentuk ketika timbul keraguan akan kemampuan debitur dalam
membayar dan menurut pertimbangan manajemen, estimasi jumlah yang akan diperoleh kembali dari
debitur berada di bawah jumlah pokok dan bunga kredit yang belum terbayar.

c. Simpanan Nasabah

Giro merupakan simpanan nasabah di Bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, yang
penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui cek atau dengan cara pemindahbukuan dengan bilyet
giro atau sarana perintah pembayaran lainnya.

Tabungan merupakan simpanan nasabah di Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai
syarattertentu yang disepakati. Penarikan atas tabungan tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan
cek atau instrumen sejenis.

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah di Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan
pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan Bank.

Deposito on call merupakan deposito dengan jangka waktu harian dan dapat ditarik sewaktu-waktu.

Simpanan nasabah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan diukur pada biaya perolehan
diamortisasi menggunakan suku bunga efektif, kecuali simpanan berdasarkan prinsip syariah dan dana
syirkah temporer yang dinyatakan sebesar liabilitas Bank kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat
diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah dikurangkan dari jumlah simpanan
yang diterima.

Simpanan dari nasabah berdasarkan prinsip syariah bisa termasuk:

a) Simpanan syariah berupa giro wadiah yad-adhamanah, yakni titipan dana dalam bentuk giro yang
akan mendapatkan bonus sesuai dengan kebijakan Bank; dan

b) Investasi tidak terikat syariah, berupa:

1) Tabungan mudharabah mutlagah, yaitu tabungan tidak terikat, dimana nasabah akan
memperoleh bagi hasil (nisbah) atas penggunaan dana nasabah sesuai dengan kesepakatan
bersama antara bank dan nasabah; dan

2) Deposito mudharabah mutlagah, yaitu deposito tidak terikat sebagai investasi berjangka,
dimana nasabah akan memperoleh bagi hasil (hisbah) atas penggunaan dana nasabah sesuai
dengan kesepakatan bersama antara bank dan nasabah.

Sebelum tanggal 1 Januari 2010, giro dan tabungan dinyatakan sebesar nilai kewajiban, deposito

berjangka dinyatakan sebesar nilai nominal, dan sertifikat deposito dinyatakan sebesar nilai nominal
dikurangi bunga yang belum diamortisasi.
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d. Pendapatan dan Beban Bunga
Konvensional

Pendapatan dan beban bunga diakui pada laporan laba rugi komprehensif dengan menggunakan
metode suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan
estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan
atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh
nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan
mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak
mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi,
provisi, dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat
kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan
suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian
penurunan nilai.

Kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh
tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu diragukan, secara umum diklasifikasikan
sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai (tahun 2009 sebagai kredit non-performing). Kredit
non-performing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 terdiri dari kredit yang
digolongkan sebagai kredit kurang lancar, diragukan dan macet. Bunga yang telah diakui tetapi belum
tertagih dibatalkan pada saat kredit diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai.

Pada saat kredit atau aset produktif diklasifikasikan sebagai bermasalah, bunga yang telah diakui tetapi
belum tertagih akan dibatalkan pengakuannya. Selanjutnya, bunga yang dibatalkan tersebut diakui
sebagai tagihan kontinjensi.

Pendapatan bunga atas kredit dalam kategori kurang lancar (menurut peraturan Bank Indonesia) diakui
dalam laporan laba rugi komprehensif sebagai pendapatan pada saat pembayarannya diterima.

Penerimaan tunai atas kredit yang diklasifikasikan sebagai diragukan atau macet dipergunakan
terlebih dahulu untuk mengurangi pokok kredit. Kelebihan penerimaan dari pokok kredit diakui sebagai
pendapatan bunga dalam laporan laba komprehensif.

Syariah

Pendapatan operasi utama terdiri dari pendapatan dari murabahah dan istishna; pendapatan bagi hasil
dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah, pendapatan dari transaksi ijarah muntahiyah bittamlik
dan pendapatan lainnya. Pendapatan dari transaksi istishna diakui apabila telah terjadi penyerahan
barang.

Bagi hasil dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah diakui pada saat angsuran diterima secara
tunai (cash basis). Pendapatan operasi utama lainnya terdiri dari pendapatan dari Sertifikat Wadiah
Bank Indonesia, pendapatan dari penempatan pada bank syariah lain dan pendapatan bagi hasil surat
berharga syariah. Pendapatan operasi utama lainnya diakui pada saat diterima.

Pendapatan operasi utama lainnya diakui pada saat diterima. Pendapatan dan beban bunga diakui
secara akrual, kecuali pendapatan bunga atas kredit yang diberikan dan aktiva produktif lainnya yang
diklasifikasi sebagai non-performing, yang diakui pada saat pendapatan tersebut diterima. Pendapatan
bunga yang telah diakui tetapi belum tertagih dibatalkan pada saat kredit diklasifikasikan non-performing,
dan selanjutnya dilaporkan sebagai tagihan kontinjensi dalam rekening administratif dan diakui sebagai
pendapatan pada saat diterima tunai.
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e. Program Imbalan Kerja

a) Program pensiun manfaat pasti

Sesuai dengan keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur selaku pendiri Dana
Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No.039/001/KEP/DIR/UMS tanggal 2 Januari
2001 dan perubahannya N0.043/23/KEP/DIR tanggal 23 Februari 2005, Bank menyelenggarakan
program pensiun manfaat pasti untuk seluruh karyawan tetapnya dengan jumlah kontribusi sebesar
5% dari penghasilan dasar pensiun pekerja dan atas sisa jumlah yang perlu didanakan kepada Dana
Pensiun merupakan kontribusi Bank. Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
ini mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No.KEP-213/KM.6/2001 tanggal
22 Oktober 2001.

Beban imbalan kerja yang harus disediakan berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan No.13/2003
tanggal 25 Maret 2003, dihitung dengan menggunakan metode penilaian aktuaria berdasarkan metode
projected unit credit. Keuntungan dan kerugian aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban ketika
akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial yang belum diakui untuk masing-masing karyawan
pada akhir periode sebelumnya melebihi jumlah yang lebih besar antara 10% dari nilai kini liabilitas
manfaat pasti (defined benefit obligation) atau 10% dari nilai wajar aset program (fair value of plan
assets). Keuntungan dan kerugian ini diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus (straight-
line method) atas rata-rata sisa masa kerja karyawan. Selanjutnya, beban jasa lalu (past service costs)
atas liabilitas manfaat pasti atau perubahan dari liabilitas imbalan pasti dari program yang telah ada
diamortisasi berdasarkan sisa periode sampai imbalan tersebut menjadi hak.

Program asuransi tunjangan hari tua

() KeputusanDireksiNo.KEP.079/BPD/83tanggal 11 November 1983 dan perubahannya No.KEP.006/
BPD/85 tanggal 29 Januari 1985, Bank juga menyelenggarakan program manfaat pasti dalam
bentuk tunjangan hari tua melalui Program Asuransi Tunjangan Hari Tua untuk seluruh karyawan
melalui perjanjian kerja sama yang diadakan pada pada tanggal 3 Juni 1993 dengan Asuransi
Jiwa Bersama Bumiputera 1912, tentang Pengelolaan Program Asuransi Dwiguna Standar USS$.
Berdasarkan program ini, pada saat mulai memasuki masa pensiun, selain tunjangan pensiun,
karyawan juga akan memperoleh tunjangan hari tua yang besarnya bervariasi sesuai dengan
jabatan terakhir dari karyawan. Keputusan Direksi No. 046/042.1/KEP/ DIR/SDM tanggal 3 Maret
2008, telah diamandemen dengan Keputusan Direksi No.048/068.1/KEP/DIR/SDM tertanggal 3
Mei 2010 yang menyatakan besarnya tunjangan hari tua ditentukan sesuai dengan jabatan dengan
besaran dasar uang asuransi antara Rp22,5 juta sampai dengan Rp200 juta. Premi asuransi
masing-masing peserta sampai dengan tahun 2007, dibayar oleh Bank setiap bulan dan sejak
tahun 2008, premi dibayar dimuka atas beban Bank dan diamortisasi selama sisa masa kerja
karyawan.

(i) Sesuai dengan persetujuan Dewan Komisaris No.040/090/DK/BPD/02 tanggal 30 Desember 2002,
Bank juga menyelenggarakan program manfaat pasti dalam bentuk tunjangan hari tua melalui
Program Asuransi Tunjangan Hari Tua untuk seluruh karyawan melalui perjanjian kerja sama
yang diadakan pada tanggal 31 Desember 2002 dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tentang
Pengelolaan Program Asuransi Tunjangan Hari Tua.

Berdasarkan program ini, pada saat mulai memasuki masa pensiun, selain tunjangan pensiun, karyawan
juga akan memperoleh tunjangan hari tua yang besarnya disesuaikan dengan masa kerja dan jumlah
gaji terakhir. Premi asuransi masing-masing peserta sebelum tahun 2008 dibayar dan diakui sebagai
beban secara bulanan dan mulai tahun 2008 dibayar di muka oleh Bank dan diamortisasi selama sisa
masa kerja karyawan.
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b) Jasa produksi

Bank juga memberikan jasa produksi tahunan kepada para Komisaris, Direksi dan karyawan dan untuk
setiap tahun buku dicadangkan dan diakui sebagai beban pada tahun berjalan yang jumlahnya ditaksir
berdasarkan pengalaman jumlah yang disetujui dalam RUPS tahun-tahun sebelumnya dan kemudian
diusulkan untuk disetujui/disahkan dalam RUPS yang akan datang. Jika terdapat selisih antara jumlah
jasa produksi yang dicadangkan dengan jumlah yang disahkan oleh RUPS, maka selisih tersebut
dibebankan/dikreditkan pada laba rugi sebagai penambah atau pengurang cadangan jasa produksi.

c) Program penghargaan akhir masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

Bank memberikan penghargaan akhir masa jabatan untuk Komisaris dan Direksi melalui program
asuransi yang jumlahnya dihitung secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya berdasarkan
Surat Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi No.046/04/SK/DK/BPD/2008, tanggal 30 April 2008
yang mengacu pada Akta RUPS No.55, tanggal 17 April 2008 yang dibuat oleh Notaris Untung
Darnosoewirjo, S.H., di Surabaya, akta RUPS No0.28 tanggal 19 Mei 2009 yang dibuat oleh Notaris
Untung Darnosoewirjo, S.H., di Surabaya dan RUPS No.26 tanggal 14 April 2010 yang dibuat oleh
Notaris Wachid Hasyim, S.H., di Surabaya. Premi yang dibayar dibebankan pada laba rugi selama
masa jabatannya secara proporsional.

d) Program penghargaan masa kerja karyawan

Bank memberikan uang penghargaan masa kerja kepada karyawan yang jumlahnya didasarkan pada

Surat Keputusan Dewan Direksi No.041/030/KEP/DIR/SDM tanggal 4 Maret 2003, sebagai berikut:

» Pegawai dengan masa kerja 15 tahun diberikan penghargaan berupa uang sebesar 3 (tiga) kali
pendapatan bulanan terakhir ditambah tunjangan PPh dari Bank;

» Pegawai dengan masa kerja 25 tahun diberikan penghargaan berupa uang sebesar 5 (lima) kali
pendapatan bulanan terakhir ditambah tunjangan PPh dari Bank; dan

» Pegawai dengan masa kerja 30 tahun diberikan penghargaan berupa uang sebesar 6 (enam) kali
pendapatan bulanan terakhir ditambah tunjangan PPh dari Bank.

Uang penghargaan masa kerja tersebut dibayarkan kepada karyawan pada setiap saat karyawan
mencapai masa kerja 15, 25 dan 30 tahun. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, jumlah liabilitas
program penghargaan yang harus dibebankan, dihitung dengan menggunakan penilaian aktuaria dan
koreksi atas saldo cadangan yang sebelumnya dicatat, dikurangi pembayaran yang dilakukan diakui
sebagai beban atau kredit pada laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan. Kebijakan akuntansi
lainnya dapat dilihat selengkapnya dalam Laporan Keuangan beserta laporan auditor independen 31
Desember 2011, 2010 dan 2009.

3. Keuangan

Analisis dan pembahasan yang disajikan dibawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip
dari, dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Bank beserta catatan atas laporan
keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVII dari Prospektus ini. Laporan Keuangan Bank
tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman
& Surja dan 31 Desember 2009 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko &
Sandjaja.
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A. Pertumbuhan Pendapatan, Beban dan Laba

Tabel berikut memperlihatkan komposisi pendapatan dan beban Bank untuk tahun yang berakhir pada
tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009.

(dalam jutaan Rupiah)
Tahun yang berakhir pada tanggal 31

s Desember

2011 2010% 2009
Pendapatan Bunga dan Syariah 2.755.461 2.698.293 2.108.772
Beban Bunga dan Syariah (816.121) (704.403) (720.270)
Pendapatan Bunga Dan Syariah, Neto 1.939.340 1.993.890 1.388.502
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya 185.947 120.046 88.818
Jumlah Beban Operasional Lainnya (954.495) (966.611) (730.974)
Laba Operasional 1.170.792 1.147.325 746.346
Pendapatan (Beban) Non-operasional, Neto 16.821 13.181 (8.190)
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilah Badan 1.187.613 1.160.506 738.156
Beban Pajak Penghasilan Badan 327.380 310.124 221.324
Laba Tahun Berjalan 860.233 850.382 516.832
Pendapatan komprehensif lain - - -
Laba komprehensif, Neto 860.233 850.382 516.832
Laba neto per saham dasar (dalam nilai penuh) 1.018.413 1.182.321 758.090
Catatan:

*) Disajikan kembali
1. Pendapatan Bunga dan Syariah

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011 Dibandingkan Dengan Tahun Yang
Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2010

Pendapatan bunga dan syariah meningkat sebesar Rp57.168 juta atau 2,12% menjadi Rp2.755.461 juta
di tahun 2011 dibandingkan dengan periode tahun 2010 sebesar Rp2.698.293 juta. Peningkatan yang
paling signifikan tersebut terutama disebabkan adanya ekspansi kredit yang memberikan pendapatan
bunga kredit yang naik sebesar Rp109.220 juta atau 4,73% menjadi Rp2.416.461 juta di tahun 2011
dibandingkan dengan periode tahun 2010 sebesar Rp2.307.241 juta dengan kontribusi sebesar 87,70%
terhadap pendapatan bunga dan syariah. Hal ini sejalan dengan adanya pertumbuhan rata-rata kredit
sebesar Rp3.047.046 juta atau 23,28% menjadi Rp16.135.173 juta di tahun 2011 dibandingkan dengan
periode tahun 2010 sebesar Rp13.088.127 juta, meskipun rata-rata suku bunga kredit di tahun 2011
mengalami penurunan sebesar 175 bps menjadi 11,25% dibandingkan dengan periode tahun 2010
sebesar 13,00%.

Selainitu, pendapatan bungadari penempatan pada Bank Indonesiadanbanklainmengalamipeningkatan
sebesar Rp37.431 juta atau 20,67% menjadi Rp218.487 juta pada tahun 2011 dibandingkan dengan
periode tahun 2010 sebesar Rp181.056 juta dengan kontribusi sebesar 7,93% terhadap pendapatan
bunga dan syariah. Hal ini sejalan dengan adanya peningkatan rata-rata portofolio penempatan pada
Bank Indonesia dan bank lain sebesar Rp573.900 juta atau 18,76% menjadi Rp3.633.060 juta di 2011
dibandingkan dengan periode tahun 2010 sebesar Rp3.059.160 juta, meskipun rata-rata suku bunga
penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain di tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 184 bps
menjadi 5,16% dibandingkan dengan periode tahun 2010 sebesar 7,00%.
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Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2010 Dibandingkan Dengan Tahun Yang
Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2009

Pendapatan bunga dan syariah meningkat sebesar Rp589.521 juta atau 27,96% menjadi Rp2.698.293
juta di tahun 2010 dibandingkan dengan periode tahun 2009 sebesar Rp2.108.772 juta. Peningkatan
yang paling signifikan tersebut disebabkan karena adanya penerapan awal PSAK 50 (Revisi 2006)
dan 55 (Revisi 2006) yang menyumbang peningkatan pendapatan bunga sebesar Rp575.991 juta dan
juga adanya ekspansi kredit sehingga pendapatan bunga kredit naik sebesar Rp827.752 juta atau
55,95% menjadi Rp2.307.241 juta di tahun 2010 dibandingkan dengan periode tahun 2009 sebesar
Rp1.479.489 juta dengan kontribusi sebesar 85,51% terhadap pendapatan bunga dan syariah. Hal ini
sejalan dengan adanya pertumbuhan rata-rata kredit sebesar Rp2.963.847 juta atau 29,27% menjadi
Rp13.088.127 juta di tahun 2010 dibandingkan dengan periode tahun 2009 sebesar Rp10.124.280 juta,
meskipun rata-rata suku bunga kredit di tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 50 bps menjadi
13,00% dibandingkan dengan periode tahun 2009 sebesar 13,50%.

Selainitu, pendapatan bungadari penempatan pada Bank Indonesiadan banklainmengalamipeningkatan
sebesar Rp85.297 juta atau 89,07% menjadi Rp181.056 juta pada tahun 2010 dibandingkan dengan
periode tahun 2009 sebesar Rp95.759 juta dengan kontribusi sebesar 6,71% terhadap pendapatan
bunga dan syariah. Hal ini sejalan dengan adanya peningkatan rata-rata portofolio penempatan pada
Bank Indonesia dan bank lain sebesar Rp321.670 atau 11,75% menjadi Rp3.059.160 juta di 2010
dibandingkan dengan periode tahun 2009 sebesar Rp2.737.490 juta, meskipun rata-rata suku bunga
penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain di tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 590 bps
menjadi 7,00% dibandingkan dengan periode tahun 2009 sebesar 12,9%.

2. Beban Bunga dan Syariah

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011 Dibandingkan Dengan Tahun Yang
Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2010

Beban bunga giro mengalami peningkatan sebesar Rp17.122 juta atau 7,45% menjadi Rp246.892 juta
di tahun 2011 dibandingkan dengan periode tahun 2010 sebesar Rp229.770 juta dengan kontribusi
sebesar 30,25% terhadap beban bunga dan syariah. Hal ini sejalan dengan peningkatan rata-
rata portofolio giro sebesar Rp1.207.131 juta atau 17,25% menjadi Rp8.203.580 juta di tahun 2011
dibandingkan dengan periode tahun 2010 sebesar Rp6.996.449 juta, meskipun suku bunga rata-rata
untuk giro tidak mengalami perubahan.

Beban bunga tabungan mengalami peningkatan sebesar Rp27.724 juta atau 24,44% menjadi Rp141.179
juta di tahun 2011 dibandingkan dengan periode tahun 2010 sebesar Rp113.455 juta dengan kontribusi
sebesar 17,30% terhadap beban bunga dan syariah. Hal ini sejalan dengan peningkatan rata-rata
portofolio tabungan sebesar Rp1.309.815 juta atau 22,49% menjadi Rp7.132.674 juta di tahun 2011
dibandingkan dengan periode tahun 2010 sebesar Rp5.822.859 juta, meskipun suku bunga rata-rata
untuk tabungan tidak mengalami perubahan.

Beban bunga deposito berjangka mengalami peningkatan sebesar Rp52.018 juta atau 16,66% menjadi
Rp364.248 juta di tahun 2011 dibandingkan dengan periode tahun 2010 sebesar Rp312.230 juta dengan
kontribusi sebesar 44,63% terhadap beban bunga dan syariah. Hal ini sejalan dengan peningkatan
rata-rata portofolio deposito berjangka sebesar Rp1.406.436 atau 41,37% menjadi Rp4.805.877 juta di
tahun 2011 dibandingkan dengan periode tahun 2010 sebesar Rp3.399.441 juta, meskipun suku bunga
rata-rata untuk deposito berjangka tidak mengalami perubahan.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2010 Dibandingkan Dengan Tahun Yang
Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2009

Beban bunga menurun sebesar Rp15.867 juta atau 2,20% menjadi sebesar Rp704.403 juta di tahun

2010 dibandingkan dengan periode tahun 2009 sebesar Rp720.270 juta. Penurunan ini terutama
berasal dari beban bunga giro dan deposito.
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Beban bunga giro mengalami penurunan sebesar Rp11.075 juta atau 4,60% menjadi Rp229.770 juta
di tahun 2010 dibandingkan dengan periode tahun 2009 sebesar Rp240.845 juta dengan kontribusi
sebesar 32,62% terhadap beban bunga dan syariah, walaupun terjadi peningkatan rata-rata portofolio
giro yang relatif kecil yaitu sebesar Rp23.902 juta atau 0,34% menjadi Rp6.996.449 juta di tahun 2010
dibandingkan dengan periode tahun 2009 sebesar Rp6.972.547 juta, serta suku bunga rata-rata untuk
giro tidak mengalami perubahan.

Beban bunga deposito berjangka mengalami penurunan sebesar Rp17.484 juta atau 5,30% menjadi
Rp312.230 juta di tahun 2010 dibandingkan dengan periode tahun 2009 sebesar Rp329.714 juta dengan
kontribusi sebesar 44,33% terhadap beban bunga dan syariah. Hal ini sejalan dengan penurunan rata-
rata portofolio deposito berjangka sebesar Rp37.925 juta atau 1,10% menjadi Rp3.399.441 juta di tahun
2010 dibandingkan dengan periode tahun 2009 sebesar Rp3.437.366 juta, meskipun suku bunga rata-
rata untuk deposito berjangka tidak mengalami perubahan.

3. Pendapatan Bunga dan Syariah, Neto

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011 Dibandingkan Dengan Tahun Yang
Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2010

Pada di tahun 2011, peningkatan beban bunga dan syariah melebihi peningkatan pada pendapatan
bunga dan syariah, sehingga total penghasilan bunga dan syariah neto menurun sebesar Rp54.550
juta atau 2,74% menjadi Rp1.939.340 juta di tahun 2011 dibandingkan dengan periode tahun 2010
sebesar Rp1.993.890 juta. Namun demikian, seiring dengan meningkatnya persaingan usaha, maka
marjin bunga bersih mengalami penurunan sebesar 122 bps menjadi 7,95% di tahun 2011 dibandingkan
dengan periode tahun 2010 sebesar 9,17%.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2010 Dibandingkan Dengan Tahun Yang
Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2009

Pada tahun 2010, peningkatan pendapatan bunga dan syariah melebihi peningkatan pada beban bunga
dan syariah sehingga total penghasilan bunga dan syariah neto meningkat sebesar Rp605.388 juta atau
43,60% menjadi Rp1.993.890 juta dibandingkan dengan periode tahun 2009 sebesar Rp1.388.502 juta.
Hal ini disebabkan adanya penyesuaian jenis suku bunga menjadi suku bunga efektif yang sebelumnya
menggunakan suku bunga flat dan annuitas sebagai dampak dari penerapan awal PSAK No.50 (Revisi
2006) dan PSAK No.55 (Revisi 2006) yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2010, maka marjin bunga
bersih mengalami peningkatan sebesar 151 bps menjadi 9,17% di tahun 2010 dibandingkan dengan
periode tahun 2009 sebesar 7,66%.

Pendapatan Bunga dan Syariah, Neto
(dalam jutaan Rupiah)

1.993.890 1.939.340

1.388.502

2009%) 2010%) 2011

4. Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya merupakan pendapatan non bunga yang berasal dari pendapatan
provisi dan komisi dari selain dari kredit yang diberikan, pemulihan kerugian penurunan nilai aset
keuangan dan non-keuangan, administrasi, penerimaan kembali kredit hapus buku dan lainnya. Tabel
berikut memperlihatkan perbandingan pendapatan operasional lainnya Bank untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009.
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(dalam jutaan Rupiah)
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

e 2011 20109 2009
Administrasi giro, tabungan dan deposito 40.684 35.574 34.150
Pemulihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan 35.224 - -
Administrasi pinjaman 30.292 19.308 14.636
Penerimaan kembali kredit hapus buku Lainnya 27.769 22.392 -
Provisi dan komisi dari selain kredit yang diberikan 18.632 18.737 17.715
Lainnya 33.346 24.035 22.317
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA 185.947 120.046 88.818
Catatan:

*) Disajikan kembali

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011 Dibandingkan Dengan Tahun Yang
Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2010

Pendapatan operasional lainnya selama 2011 adalah sebesar Rp185.947 juta, meningkat sebesar
Rp65.901 juta atau 54,90% di tahun 2011 dibandingkan dengan periode tahun 2010 sebesar Rp120.046
juta yang terutama berasal dari pemulihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan
sebesar Rp35.224, sehubungan penerapan metode kolektif dalam perhitungan CKPN yang harus
diterapkan mulai 1 Januari 2011.

Selain itu, peningkatan pendapatan operasional berupa administrasi pinjaman sebesar Rp10.984 juta
atau 56,89% menjadi Rp30.292 juta di tahun 2011 dibandingkan dengan periode tahun 2010 sebesar
Rp19.308 juta.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2010 Dibandingkan Dengan Tahun Yang
Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2009

Pendapatan operasional lainnya selama 2010 adalah sebesar Rp120.046 juta, meningkat sebesar
Rp31.228 juta atau 35,16% di tahun 2010 dibandingkan dengan periode tahun 2009 sebesar Rp88.818
juta yang terutama berasal dari penerimaan kembali kredit hapus buku sebesar Rp22.392 juta.

Selain itu, peningkatan pendapatan operasional berupa administrasi pinjaman sebesar Rp4.672 juta
atau 31,92% menjadi Rp19.308 juta di tahun 2010 dibandingkan dengan periode tahun 2009 sebesar
Rp14.636 juta.

5. Beban Operasional Lainnya

(dalam jutaan Rupiah)
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

Uraian

2011 2010 2009
Beban tenaga kerja dan tunjangan karyawan (566.650) (537.297) (437.463)
Umum dan administrasi (320.276) (262.031) (197.012)
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan non-keuangan - (106.393) (60.724)
Penyisihan kerugian penurunan nilai komitmen dan kontijensi - - (1.685)
Lainnya (67.569) (60.890) (34.090)
Jumlah beban operasional lainnya (954.495) (966.611) (730.974)
Catatan:

*) Disajikan kembali

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011 Dibandingkan Dengan Tahun Yang
Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2010

Beban operasional lainnya untuk tahun 2011 adalah sebesar Rp954.495 juta dibandingkan dengan
periode tahun 2010 sebesar Rp966.611 juta mengalami penurunan sebesar Rp12.116 juta atau 1,25%.
Penurunan beban operasional lainnya terutama disebabkan oleh penghapusan penyisihan kerugian
penurunan nilai atas aset keuangan dan non-keuangan sebesar Rp106.393 juta pada tahun 2010.
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Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2010 Dibandingkan Dengan Tahun Yang
Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2009

Beban operasional lainnya untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp966.611 juta dibandingkan dengan
periode tahun 2009 sebesar Rp730.974 juta mengalami peningkatan sebesar Rp235.637 juta atau
32,24%. Peningkatan beban operasional lainnya terutama disebabkan oleh peningkatan beban
tenaga kerja dan tunjangan karyawan sebesar Rp99.834 juta atau 22,82% menjadi Rp537.297 juta
dibandingkan dengan periode tahun 2009 sebesar Rp437.463 juta.

6. Laba Komprehensif Neto

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011 Dibandingkan Dengan Tahun Yang
Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2010

Laba komprehensif neto Bank untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar
Rp860.233 juta mengalami peningkatan sebesar Rp9.851 juta atau meningkat sebesar 1,16%
dibandingkan dengan periode tahun 2010 sebesar Rp850.382 juta. Peningkatan laba komprehensif
neto terbesar disebabkan oleh peningkatan pendapatan operasional lainnya yang meningkat sebesar
Rp65.901 juta atau sebesar 54,90% dari Rp120.046 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2010 menjadi Rp185.947 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2011.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2010 Dibandingkan Dengan Tahun Yang
Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2009

Laba komprehensif neto Bank untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar
Rp850.382 juta mengalami peningkatan sebesar Rp333.550 juta atau meningkat sebesar 64,54%
dibandingkan dengan periode tahun 2009 sebesar Rp516.832 juta. Peningkatan laba komprehensif neto
terbesar disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga dan syariah neto yang meningkat sebesar
Rp605.388 juta atau sebesar 43,60% dari Rp1.388.502 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2009 menjadi Rp1.993.890 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2010.

B. Perkembangan Pengelolaan Aset

Tabel berikut menunjukkan komposisi aset Bank per tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian 31 Desember
2011 2010%) 2009

Kas 1.903.018 1.598.698 1.645.324
Giro pada Bank Indonesia 1.714.745 1.401.671 833.876
Giro pada bank lain, neto 60.085 34.782 55.326
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, bersih 3.572.272 3.023.657 2.655.353
Surat-surat berharga, bersih 748.707 520.792 1.890.870
Tagihan lainnya, neto 227.850 7.876 3.705
Kredit yang diberikan

Pihak berelasi 144.849 112.919 139.409

Pihak ketiga 15.990.324  12.975.208 9.984.871
Jumlah kredit yang diberikan 16.135.173 13.088.127 10.124.280
Penyisihan kerugian penurunan nilai (100.730) (181.406) (188.434)
Kredit yang diberikan, neto 16.034.443  12.906.721 9.935.846
Pendapatan bunga yang masih akan diterima 227.709 174.709 142.698
Beban dibayar dimuka 138.292 98.171 98.989
Aset tetap, neto 176.457 154.855 101.448
Aset pajak tangguhan 11.513 50.704 56.657
Aset lain-lain, neto 31.425 13.838 9.154
Jumlah Aset 24.846.516  19.986.474  17.429.246
Catatan:

*) Disajikan kembali
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1. Jumlah Aset
31 Desember 2011 dibandingkan dengan 31 Desember 2010

Total aset Perseroan per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp24.846.516 juta meningkat sebesar
Rp4.860.042 juta atau 24,32% dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar Rp19.986.474 juta.
Peningkatan jumlah aset ini terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah kredit yang diberikan dari
pihak ketiga sebesar 23,24% atau sebesar Rp3.015.116 juta.

31 Desember 2010 dibandingkan dengan 31 Desember 2009

Jumlah aset Perseroan per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp19.986.474 juta meningkat sebesar
Rp2.557.228 juta atau 14,67% dibandingkan aset per 31 Desember 2009 sebesar Rp17.429.246 juta.
Peningkatan jumlah aset ini terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah kredit yang diberikan sebesar
29,27% atau sebesar Rp2.963.847 juta.

Jumlah Aset

24.846.516

19.986.474
17.448.693

2009 2010 2011

2. Aset Likuid

Aset likuid dimaksudkan untuk memenuhi komitmen kepada nasabah dan pihak lainnya, baik untuk
kebutuhan uang tunai (transaksi melalui ATM), pembayaran kembali dana pihak ketiga, pemberian
pinjaman dan memenuhi kebutuhan likuiditas lainnya. Adapun komposisi aset likuid Bank terdiri dari
kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain
dan surat berharga.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian 31 Desember

2011 2010%) 2009
Aset Likuid
Rupiah 7.914.304 6.523.663 7.043.754
Mata Uang Asing 85.226 56.658 69.519
Jumlah Aset Likuid, Gross 7.999.530 6.580.321 7.113.273
Catatan:

*) Disajikan kembali
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3. Aset Produktif

Aset produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, surat
berharga, kredit yang diberikan, tagihan lainnya dan komitmen dan kontinjensi. Uraian aset produktif
Bank per 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah seperti berikut:

(dalam jutaan Rupiah)
Uraian 31 Desember
2011 2010%) 2009

Aset Produktif
On Balance Sheet

Giro pada bank lain 60.788 35.503 55.885
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain 3.572.272 3.023.657 2.681.605
Surat berharga 748.707 520.792 1.896.583
Kredit yang diberikan 16.135.173  13.088.127  10.124.280
Jumlah On Balance Sheet 20.516.940  16.668.079  14.758.353

Off Balance Sheet

Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan 2.876.677 2.795.021 -
Bank garansi yang diberikan 1.730.015 1.440.430 1.205.302
Jumlah Off Balance Sheet 4.606.692 4.235.451 1.205.302
Jumlah Aset Produktif 25.123.632  20.903.530  15.963.655
Catatan:

*) Disajikan kembali
4. Kredit Yang Diberikan

Total kredit yang diberikan Bank pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 dapat dilihat pada
tabel berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian 31 Desember
2011 2010%) 2009

Kredit yang diberikan

Pihak berelasi 144.849 112.919 139.409

Pihak ketiga 15.990.324  12.975.208 9.984.871
Jumlah kredit yang diberikan 16.135.173  13.088.127  10.124.280
Penyisihan kerugian penurunan nilai (100.730) (181.406) (188.434)
Kredit yang diberikan, neto 16.034.443  12.906.721 9.935.846
Catatan:

*) Disajikan kembali
31 Desember 2011 dibandingkan dengan 31 Desember 2010

Jumlah kredit yang diberikan per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp16.135.173 juta, meningkat
sebesar 23,28% atau setara Rp3.047.046 juta dibandingkan per 31 Desember 2010 sebesar
Rp13.088.127 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kredit yang diberikan jenis
konsumsi sebesar 104,31% atau setara Rp3.925.881 juta menjadi Rp7.689.556 juta per 31 Desember
2011 dibandingkan dengan Rp3.763.675 juta per 31 Desember 2010.

31 Desember 2010 dibandingkan dengan 31 Desember 2009

Jumlah kredit yang diberikan per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp13.088.127 juta, meningkat
sebesar 29,27% atau setara Rp2.963.847 juta dibandingkan per 31 Desember 2009 sebesar
Rp10.124.280 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kredit yang diberikan jenis
konsumsi sebesar 183,74% atau setara Rp2.437.227 juta menjadi Rp3.763.675 juta per 31 Desember
2010 dibandingkan dengan Rp1.326.448 juta per 31 Desember 2009.
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(dalam jutaan Rupiah)

Uraian 31 Desember
2011 2010%) 2009

Rupiah:
Administrasi pemerintahan 81.681 77.772 -
Industri pengolahan 402.807 203.655 110.427
Jasa kemasyarakatan dan sosial budaya 451.269 598.122 -
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 159.566 266.912 -
Jasa pendidikan 248.276 202.526 -
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga 3.370 2.456 -
Konstruksi 1.428.212 1.449.960 1.504.666
Listrik, gas dan air 709.751 526.253 256.197
Akomodasi, makanan dan minuman 105.601 114.365 -
Perantara keuangan 122.586 58.375 -
Perdagangan besar dan eceran 3.145.823 4.328.826 -
Perikanan 42.236 30.119 -
Pertambangan dan penggalian 15.095 3.918 -
Pertanian, perburuan dan kehutanan 953.032 688.467 -
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan 323.692 429.437 -
Rumah tangga 7.623.404 3.581.302 -
Transportasi, pergudangan dan komunikasi 144.655 161.946 -
Perdagangan, restoran, dan hotel - - 4.103.961
Jasa-jasa dunia usaha - - 1.205.579
Pertanian - - 700.839
Jasa-jasa sosial masyarakat - - 569.814
Pengangkutan, transportasi, dan komunikasi - - 338.348
Pertambangan - - 1.053
Lain-lain 174.117 363.716 1.333.396
Jumlah 16.135.173 13.088.127 10.124.280
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai (100.730) (181.406) (188.434)
Jumlah kredit yang diberikan, neto 16.034.443 12.906.721 9.935.846
Catatan:
*) Disajikan kembali
Berikut adalah uraian kredit yang diberikan berdasarkan jenis:

(dalam jutaan Rupiah)
Uraian 31 Desember

2011 2010%) 2009

Rupiah:
Modal kerja 5.831.911 6.031.857 5.285.214
Investasi 2.613.706 3.292.595 3.512.618
Konsumsi 7.689.556 3.763.675 1.326.448
Jumlah 16.135.173 13.088.127 10.124.280
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai (100.730) (181.406) (188.434)
Jumlah kredit yang diberikan, neto 16.034.443 12.906.721 9.935.846

Catatan:
*) Disajikan kembali
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5. Kolektibilitas Kredit Yang Diberikan

Tingkat kolektibilitas atas kredit yang diberikan Bank pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009
dapat dilihat pada tabel berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Uraian 31 Desember

2011 % 2010%) % 2009 %
Lancar 15.727.409  97,47% 12.951.012 98,95%  9.993.036 98,70%
Dalam perhatian khusus 251.373 1,56% 52.381  0,40% 25.352  0,25%
Kurang lancar 26.882 0,17% 6.638  0,05% 52.561 0,52%
Diragukan 40.335 0,25% 10.527  0,08% 5.827 0,06%
Macet 89.174 0,55% 67.569  0,52% 47.504 0,47%
Jumlah kredit yang diberikan 16.135.173 100,00% 13.088.127 100,00% 10.124.280 100,00%
Penyisihan kerugian penurunan nilai (100.730) (181.406) (188.434)
Jumlah kredit yang diberikan, neto 16.034.443 12.906.721 9.935.846
Catatan:

*) Disajikan kembali

Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi Kurang
Lancar, Diragukan dan Macet. Bank Indonesia melalui peraturan Bank Indonesia menetapkan bahwa
batas maksimum rasio NPL, neto untuk bank-bank di Indonesia adalah 5,0%. Berikut adalah NPL
Perseroan per tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Uraian 31 Desember

2011 2010%) 2009
Jumlah NPL, bruto 156.391 84.734 105.892
Rasio NPL, bruto 0,97% 0,65% 1,05%
Jumlah NPL, neto 89.384 31.200 47.590
Rasio NPL neto 0,55% 0,24% 0,47%
Catatan:

*) Disajikan kembali
31 Desember 2011 dibandingkan dengan 31 Desember 2010

Rasio NPL bruto Bank per 31 Desember 2011 adalah sebesar 0,97% meningkat 32 bps dari per
31 Desember 2010 sebesar 0,65%. Peningkatan rasio NPL bruto terutama disebabkan oleh peningkatan
kredit yang diberikan yang diragukan meningkat sebesar 283,16% atau setara Rp29.808 juta dan
peningkatan kredit yang diberikan yang kurang lancar sebesar 304,97% atau setara Rp20.244 juta.
Hal ini disebabkan karena untuk kredit yang diberikan dalam kategori kurang lancar dan diragukan
didominasi oleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang kebanyakan penyaluran KUR adalah pertanian dan
peternakan yang hasilnya dipengaruhi oleh musim, hal ini yang menyebabkan terjadi keterlambatan
pembayaran KUR sehingga kolektibilitasnya mengalami penurunan.

31 Desember 2010 dibandingkan dengan 31 Desember 2009
Rasio NPL bruto Bank per 31 Desember 2010 adalah sebesar 0,65% menurun 40 bps dari per

31 Desember 2009 sebesar 1,05%. Penurunan ini disebabkan sebagian kredit macet di tahun 2009
dihapusbukukan pada tahun 2010.
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C. Perkembangan Pengelolaan Liabilitas
Tabel berikut menunjukkan komposisi liabilitas Bank per tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian 31 Desember
2011 2010%) 2009

Liabilitas segera 514.513 207.607 199.891
Simpanan dari nasabah

Pihak berelasi 5.291.201 4.610.292 5.301.061

Pihak ketiga 14.850.930  11.608.457 9.230.322
Jumlah simpanan nasabah 20.142.131  16.218.749  14.531.383
Simpanan dari bank lain

Pihak berelasi 27.142 82.908 4.449

Pihak ketiga 219.094 161.404 103.908
Jumlah simpanan dari bank lain 246.236 244312 108.357
Pinjaman yang diterima 315.149 118.065 121.935
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi - - 24.537
Utang pajak 10.201 91.382 49.749
Beban yang masih harus dibayar 256.209 240.795 157.400
Liabilitas lain-lain 101.958 109.839 176.627
Jumlah Liabilitas 21.586.397  17.230.749  15.369.879
Catatan:

*) Disajikan kembali
1. Jumlah Liabilitas
31 Desember 2011 dibandingkan dengan 31 Desember 2010

Jumlah liabilitas Bank per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp21.586.397 juta meningkat sebesar
Rp4.355.648 juta atau 25,28% dibandingkan liabilitas per 31 Desember 2010 sebesar Rp17.230.749
juta. Peningkatan jumlah liabilitas ini terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah simpanan nasabah
sebesar 24,19% atau Rp3.923.382 juta.

31 Desember 2010 dibandingkan dengan 31 Desember 2009

Jumlah liabilitas Bank per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp17.230.749 juta meningkat sebesar
Rp1.860.870 juta atau 12,11% dibandingkan liabilitas per 31 Desember 2009 sebesar Rp15.369.879
juta. Peningkatan jumlah liabilitas ini terutama disebabkan oleh simpanan oleh nasabah khususnya
pada nasabah pihak ketiga yang meningkat 25,76% atau Rp2.378.135 juta.

Jumlah liabilitas

21.586.397

17.230.749
15.369.879

2009%) 2010%) 2011
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2. Simpanan dari Nasabah

31 Desember 2011 dibandingkan dengan 31 Desember 2010

Jumlah simpanan nasabah Bank per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp20.142.131 juta meningkat
sebesar Rp3.923.382 juta atau 24,19% bila dibandingkan dengan jumlah simpanan nasabah Bank per
31 Desember 2010. Simpanan nasabah terbagi atas simpanan nasabah pihak berelasi dan simpanan
nasabah pihak ketiga. Kenaikan pada simpanan dari nasabah pihak ketiga meningkat sebesar
Rp3.242.473 juta atau 27,93%, sedangkan kenaikan pada simpanan dari nasabah pihak berelasi
meningkat sebesar Rp680.909 juta atau 14,77%.

31 Desember 2010 dibandingkan dengan 31 Desember 2009

Jumlah simpanan nasabah Bank per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp16.218.749 juta meningkat
sebesar Rp1.687.366 juta atau 11,61% bila dibandingkan dengan jumlah simpanan nasabah Perseroan
per 31 Desember 2010. Simpanan nasabah terbagi atas simpanan nasabah pihak berelasi dan simpanan
nasabah pihak ketiga. Simpanan dari nasabah pihak berelasi mengalami penurunan sebesar 13,03%
atau Rp690.769 juta, sedangkan simpanan dari nasabah pihak ketiga mengalami kenaikan 25,76%
atau sebesar Rp2.378.135 juta.

3. Simpanan dari Bank Lain
31 Desember 2011 dibandingkan dengan 31 Desember 2010

Jumlah simpanan Bank dari bank lain per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp246.236 juta meningkat
sebesar 0,79% atau setara dengan Rp1.924 juta. Simpanan dari bank lain terbagi atas simpanan dari
bank lain sebagai pihak berelasi dan simpanan dari bank lain sebagai pihak ketiga. Penurunan terjadi
pada simpanan bank lain yang merupakan pihak berelasi sebesar 67,26% atau sebesar Rp55.766 juta.
Sedangkan terdapat kenaikan pada simpanan bank lain yang merupakan pihak ketiga sebesar 35,74%
setara dengan Rp57.690 juta.

31 Desember 2010 dibandingkan dengan 31 Desember 2009

Jumlah simpanan Bank dari bank lain per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp244.312 juta meningkat
sebesar 125,47% setara dengan Rp135.955 juta. Simpanan dari bank lain terbagi atas simpanan dari
bank lain sebagai pihak berelasi dan simpanan dari bank lain sebagai pihak ketiga. Terjadi kenaikan pada
simpanan dari bank lain yang merupakan pihak berelasi sebesar 1.763,52% setara dengan Rp78.459
juta. Kenaikan juga terjadi pada simpanan dari bank lain yang merupakan pihak ketiga sebesar 55,33%
atau setara dengan Rp57.496 juta.

4. Pinjaman yang diterima

31 Desember 2011 dibandingkan dengan 31 Desember 2010

Jumlah pinjaman yang diterima Bank per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp315.149 juta meningkat
sebesar 166,93% setara dengan Rp197.084 juta dibandingkan dengan pinjaman yang diterima Bank
per 31 Desember 2010.

31 Desember 2010 dibandingkan dengan 31 Desember 2009

Jumlah pinjaman yang diterima Bank per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp118.065 juta menurun

sebesar 3,17% atau sebesar Rp3.870 juta dibandingkan dengan pinjaman yang diterima Bank per
31 Desember 2009.
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D. Perkembangan Pengelolaan Ekuitas

Tabel berikut memperlihatkan komposisi ekuitas Bank untuk tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan
2009.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian 31 Desember
2011 2010%) 2009

Modal ditempatkan dan disetor penuh 942.123 808.511 696.420
Saldo laba

Belum ditentukan penggunaannya 880.579 894.366 516.832

Cadangan umum 1.437.417 1.052.848 846.115
Jumlah Ekuitas 3.260.119 2.755.725 2.059.367
Catatan:

*) Disajikan kembali
31 Desember 2011 dibandingkan dengan 31 Desember 2010

Ekuitas Bank per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp3.260.119 juta meningkat 18,30% atau setara
Rp504.394 juta dibandingkan dengan ekuitas Perseroan per 31 Desember 2010 sebesar Rp2.755.725
juta. Peningkatan ekuitas terutama disebabkan oleh adanya tambahan setoran modal sebesar 16,53%
atau Rp133.612 juta dan tambahan saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya sebesar 36,53%
atau Rp384.569 juta.

31 Desember 2010 dibandingkan dengan 31 Desember 2009

Ekuitas Bank per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp2.755.725 juta meningkat 33,81% atau setara
Rp696.358 juta dibandingkan dengan ekuitas Perseroan per 31 Desember 2009 sebesar Rp2.059.367
juta. Peningkatan ekuitas terutama disebabkan oleh adanya tambahan setoran modal sebesar 16,10%
atau Rp112.091 juta dan tambahan saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya sebesar 24,43%
atau Rp206.733 juta.

Jumlah Ekuitas

3.260.119

2.755.725

2.103.351

2009 2010 2011

E. Prinsip-Prinsip Perbankan Yang Sehat
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 10/15/PBI/2008 3/21/PBI/2001 tanggal 24 September

2008 ditetapkan bahwa bank wajib menyediakan modal minimum atau CAR sebesar 8,00% dan Bank
berhasil mencapai rasio CAR melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
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Berikut tabel yang menunjukkan rasio keuangan Bank pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009
berdasarkan ketentuan Bank Indonesia:

31 Desember

Keterangan

2011 2010%) 2009
Rasio Kecukupan Modal (CAR) 16,53% 19,19% 21,32%
Aset produktif bermasalah dan aset non-produktif bermasalah
terhadap total aset produktif dan non-produktif 0,63% 0,41% -
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif 0,77% 0,51% -
Kredit Bermasalah (NPL-Gross) 0,97% 0,65% 1,05%
NPL, Neto 0,55% 0,24% 0,47%
PPAP terhadap Aktiva Produktif/ CKPN terhadap Aset Produktif *) 0,49% 1,09% 1,54%
Laba terhadap Aset (ROA) 4,97% 5,58% 3,75%
Laba terhadap Ekuitas (ROE) 33,65% 40,57% 28,59%
Margin Bunga Neto (NIM) 7,95% 9,17% 7,66%
Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO) 60,02% 59,58% 66,04%
Kredit terhadap Dana Pihak Ketiga (LDR) 80,11% 80,70% 69,67%
Giro Wajib Minimum Utama (Rupiah) 8,17% 8,45% 5,00%
Giro Wajib Minimum Sekunder (Rupiah) 2,73% 2,84% 11,02%
Giro Wajib Minimum Mata Uang Asing Utama 14,97% 1,21% 6,90%
Posisi Devisa Neto (PDN) 1,83% 1,89% 2,11%
Catatan:

*) Disajikan kembali

a) Permodalan

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia N0.3/21/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 ditetapkan bahwa
bank wajib menyediakan modal minimum atau CAR sebesar 8,00% dan Bank berhasil mencapai rasio

CAR melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Tabel berikut menggambarkan Rasio Kecukupan Modal (CAR) Bank per tanggal 31 Desember 2011,
2010 dan 2009.

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Uraian 31 Desember

2011 2010%) 2009
Modal
Tier | 2.604.474 2.229.057 1.800.968
Tier Il 170.603 132.872 111.836
Jumlah modal 2.775.077 2.361.929 1.912.804
Aktiva tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit 13.648.276  10.629.758 8.946.846
Aktiva tertimbang menurut risiko untuk risiko operasional 3.116.416 1.641.818 -
Aktiva tertimbang menurut risiko untuk risiko pasar 26.947 35.577 26.803
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum untuk risiko kredit dan risiko
operasional 16,55% 19,25% -
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum untuk risiko kredit, risiko pasar dan
risiko operasional 16,53% 19,19% -
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum untuk risiko kredit - - 21,38%
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum untuk risiko kredit dan risiko pasar - - 21,32%
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan 8% 8% 8%
Catatan:

*) Disajikan kembali

38



bankja’g_nj

b) Kualitas Aset Produktif
Kualitas aset produktif dinilai berdasarkan rasio-rasio berikut:

a. Rasio Rasio non-performing loan (NPL) gross Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011, 2010
dan 2009 masing-masing adalah sebesar 0,97%, 0,65% dan 1,05%. Terjadinya peningkatan pada
rasio ini seiring dengan peningkatan jumlah kredit yang diberikan sebagai akibat dari strategi
ekspansi kredit Perseroan.

b. Rasio PPAP terhadap Aktiva Produktif CKPN terhadap Aset Produktif pada tanggal 31 Desember
2011, 2010 dan 2009 masing-masing adalah sebesar 0,49%, 1,09% dan 1,54%.

Rincian dan Perkembangan Aset

Aset Likuid
(dalam jutaan Rupiah)
Uraian Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2011 2010% 2009
Aset Likuid
Rupiah 7.914.304 6.523.663 7.043.754
Mata Uang Asing 85.226 56.658 69.519
JumlahAset Likuid - Gross 7.999.530 6.580.321 7.113.273
(dalam jutaan Rupiah)
Uraian Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2011 2010% 2009
Kas 1.903.018 1.598.698 1.645.324
Penempatan Pada Bl 1.884.730 1.689.199 2.407.984
Penempatan Pada Bank Lain 3.463.075 2.771.632 2.660.023
Surat Berharga 748.707 520.792 399.942
Jumlah 7.999.530 6.580.321 7.113.273

Dari penjabaran data diatas diketahui bahwa turunnya aset likuid per 31 Desember 2010 disebabkan
turunnya penempatan pada Bank Indonesia, sedangkan meningkatnya aset likuid per 31 Desember
2011 disebabkan meningkatnya penempatan pada bank lain dan surat berharga yang dimiliki.

Aset Produktif

(dalam jutaan Rupiah)
Uraian 31 Desember
2011 2010%) 2009

Aset Produktif
On Balance Sheet

Giro pada bank lain 60.788 35.503 55.885
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain 3.572.272 3.023.657 2.681.605
Surat berharga 748.707 520.792 1.896.583
Kredit yang diberikan 16.135.173  13.088.127 10.124.280
Jumlah On Balance Sheet 20.516.940  16.668.079  14.758.353
Off Balance Sheet

Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan 2.876.677 2.795.021 -
Bank garansi yang diberikan 1.730.015 1.440.430 1.205.302
Jumlah Off Balance Sheet 4.606.692 4.235.451 1.205.302
Jumlah Aset Produktif 25.123.632  20.903.530  15.963.655

Catatan: *) Disajikan kembali
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Dari penjabaran data diatas diketahui bahwa peningkatan aset produktif per 31 Desember 2009, 2010,
dan 2011 seiring dengan ekspansi kredit dan peningkatan penempatan pada bank lain.

Aset Produktif Bermasalah

31 Desember

Keterangan

2011 2010%) 2009
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif 0,77% 0,51% -
PPAP terhadap Aktiva Produktif/CKPN terhadap Aset Produktif *) 0,49% 1,09% 1,54%

Dari data diatas dapat diketahui bahwa rasio aset produktif bermasalah pada tanggal 31 Desember
2010 dan 2011 masing-masing adalah sebesar 0,51 % dan 0,77 %. Rasio ini mengalami peningkatan
seiring dengan peningkatan jumlah kredit yang diberikan sebagai strategi Perseroan. Sedangkan
menurunnya rasio CKPN atas aset keuangan terhadap aset produktif untuk tahun 2010 dibandingkan
dengan tahun 2009 disebabkan oleh pemberlakuan PSAK 50/55 yang berlaku efektif mulai 1 Januari
2010 dan berpengaruh langsung pada perhitungan pembentukan CKPN atas aset produktif Perseroan
dan untuk tahun 2011 dibandingkan dengan tahun 2010 penurunan ini disebabkan terutama oleh
penerapan metode kolektif dalam perhitungan CKPN yang harus diterapkan mulai 1 Januari 2011.

c) Rentabilitas

Rentabilitas merupakan kemampuan Perseroan dalam meraih laba. Untuk melihat kemampuan tersebut,
rasio yang secara umum digunakan adalah ROA (Rasio Laba terhadap Rata-Rata Aset), ROE (Rasio
Laba terhadap Ekuitas), NIM (Rasio Pendapatan Bunga Bersih terhadap Pendapatan Bunga) serta
BOPO (Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional).

ROA Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, masing-masing sebesar 4,97%,
5,58% dan 3,75%. Rasio ini mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan pendapatan bersih
yang melebihi pertumbuhan aset.

ROE Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, masing-masing sebesar 33,65%,
40,57% dan 28,59%. Rasio ini mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan pendapatan bersih
yang melebihi pertumbuhan ekuitas.

NIM Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, masing-masing sebesar 7,95%,
9,17% dan 7,66%. Rasio ini terus mengalami peningkatan yang didorong oleh kenaikan pendapatan
bunga seiring dengan strategi ekspansi kredit yang dilakukan oleh Perseroan, selain itu Perseroan
juga terus berupaya meningkatkan sumber pendanaan yang murah untuk mengurangi beban bunga
Perseroan.

Rasio BOPO Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, masing-masing sebesar
60,02%, 59,58% dan 66,04%. Rasio ini mengalami peningkatan akibat dari rencana kerja penambahan
jaringan kantor dan SDM untuk menunjang aktivitas Perseroan.

d) Likuiditas
Rasio Pinjaman Terhadap Dana Yang Dihimpun (LDR)

Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang dihimpun (LDR) pada tanggal 31 Desember 2011,
2010 dan 2009 adalah sebesar 80,11%, 80,70% dan 69,67%. Rasio LDR selalu dijaga oleh Bank
sebagai upaya Bank untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan. Perseroan
telah merencanakan untuk memelihara LDR nya pada kondisi sehat sesuai dengan ketentuan Bank
Indonesia, sehingga Perseroan dalam kondisi yang efektif dan efisien dalam menjalankan kegiatan
usahanya.
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Tabel berikut menggambarkan LDR Perseroan per tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009.

(dalam persentase)

Uraian 31 Desember
2011 2010%) 2009
LDR ** 80,11% 80,70,% 69,67%
Batas Maksimum LDR Menurut Ketentuan Bank Indonesia (Untuk Rasio 84,00% 84,00% 84,00%
Baik)
Catatan:

*) Disajikan kembali
**)  perhitungan LDR adalah total jumlah kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah (tidak termasuk kredit pada bank lain)
dibandingkan Dana Pihak Ketiga (simpanan nasabah dan simpanan syariah).

Kebijakan manajemen terkait LDR dengan mengupayakan agar LDR tetap di atas 78% sedangkan
untuk kepentingan BRC manajemen menetapkan LDR 78% sd 100%. Untuk menjaga tingkat Likuiditas
sebagian dana disimpan pada Bank Indonesia dalam bentuk SBI, Deposit Fasility dan Penempatan
Antar Bank.

Upaya-upaya yang dilakukan Perseroan berkaitan dengan retensi nasabah antara lain:

»  Selalu menjaga hubungan baik dengan seluruh nasabah

»  Selalu menghormati dan menjaga keberadaan nasabah

*  Membuat suasana kantor aman dan nyaman bagi nasabah

*  Memberikan jasa dan pelayanan yang baik

*  Berusaha untuk mengetahui serta memahami keinginan dan kebutuhan nasabah

+  Dapat memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi nasabah terkait dengan produk perbankan

*  Memberikan banyak fasilitas kemudahan namun tetap mengacu pada aturan dan ketentuan yang
berlaku

*  Mampu memberikan fitur-fitur baru atas produk dan jasa bank

*  Kemudahan melakukan akses kepada Bank Jatim

*  Berusaha untuk mempendek masalah birokrasi

e) Kepatuhan (Compliance)
Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas
Maksimal Pemberian Kredit Bank Umum sebagaimana telah dirubah oleh PBI No0.8/13/PBI/2006 tanggal
5 Oktober 2006, BMPK merupakan persentase batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan
terhadap modal bank. Penyediaan dana tersebut dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan,
surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, dan bentuk penyediaan lainnya yang dapat
dipersamakan. BMPK untuk pihak terkait ditetapkan paling tinggi 10% dari modal bank, sedangkan
untuk BMPK pihak tidak terkait ditetapkan sebesar 20% dari modal bank, penyediaan dana kepada
satu kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25%, sedangkan
untuk penyediaan dana bank kepada BUMN untuk tujuan pembangunan dan mempengaruhi hajat
hidup orang banyak ditetapkan paling tinggi sebesar 30% dari modal bank.

Perseroan senantiasa menjaga posisi BMPK agar tidak melampaui ketentuan yang telah ditetapkan

oleh Bank Indonesia. Sampai saat ini Perseroan tidak pernah melampaui ketentuan maksimum BMPK
yang ditetapkan.
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f)  Giro Wajib Minimum (GWM)

Sesuai Peraturan Bl No0.13/10/PBI/2011 tanggal 9 Februari 2011 tentang perubahan Peraturan Bl
N0.12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010 (untuk perhitungan GWM pada tanggal 31 Desember 2011
dan 2010) dan Peraturan Bl No0.10/25/PBI/2008 tanggal 23 Oktober 2008 tentang perubahan atas
Peraturan Bl N0.10/19/PBI/2008 (untuk perhitungan GWM pada tanggal 31 Desember 2009) tentang
GWM Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan valuta asing, pengaturan GWM ditetapkan
sebagai berikut:

A. GWM Dalam Rupiah

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

GWM Primer dalam Rupiah ditetapkan sebesar 8% dari DPK dalam Rupiah (untuk GWM
31 Desember 2011 dan 2010)dan GWM Utama dalam Rupiah 5% dari DPK dalam Rupiah(untuk
GWM 31 Desember 2009).

GWM Sekunder dalam Rupiah ditetapkan sebesar 2,50% dari DPK dalam Rupiah (untuk GWM
31 Desember 2011, 2010 dan 2009).

Pemenuhan GWM Primer dalam Rupiah dan hanya dapat dilakukan dengan menggunakan
saldo Rekening Giro Rupiah Bank pada Bank Indonesia sedangkan pemenuhan GWM
Sekunder dalam Rupiah dapat dilakukan dengan menggunakan SBI, SUN dan/atau excess
reserve.

Pemenuhan GWM Utama dalam Rupiah mulai berlaku sejak tanggal 24 Oktober 2008 dan
pemenuhan GWM Sekunder dalam Rupiah mulai berlaku sejak tanggal 24 Oktober 2009.
Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah, dikenakan sanksi kewajiban
membayar sebesar 125,00% dari rata-rata suku bunga jangka waktu 1 (satu) hari overnight
dari JIBOR pada hari terjadinya pelanggaran, terhadap kekurangan GWM dalam Rupiah,
untuk setiap hari pelanggaran.

Sanksi yang terkait dengan pelanggaran pemenuhan GWM Utama dikenakan sejak tanggal
24 Oktober 2008 dan sanksi yang terkait dengan pelanggaran pemenuhan GWM Sekunder
dikenakan sejak tanggal 24 Oktober 2009.

Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 5 dikecualikan bagi Bank yang mendapatkan
insentif kelonggaran pemenuhan kewajiban GWM Rupiah sebagaimana diatur dalam ketentuan
Bank Indonesia mengenai insentif dalam rangka konsolidasi perbankan apabila GWM yang
dimiliki tidak kurang dari 4,00% dari DPK dalam Rupiah sejak tanggal 24 Oktober 2008 dan
tidak kurang dari 6,50% dari DPK dalam Rupiah sejak tanggal 24 Oktober 2009.

B. GWM Dalam Valuta Asing

1)

2)

3)

GWM dalam valuta asing sejak tanggal 1 Juni 2011 ditetapkan sebesar 8,00% dari DPK dalam
valuta asing (untuk GWM 31 Desembar 2011) dan sebesar 1,00% dari DPK dalam valuta asing
(untuk GWM 31 Desember 2010 dan 2009).

Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM sebagaimana dimaksud dalam angka 1
dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 0,04% per hari kerja, yang dihitung dari selisih
antara saldo harian rekening giro valuta asing bank pada Bank Indonesia yang wajib dipelihara
dengan saldo harian rekening giro valuta asing bank yang dicatat pada sistem akuntansi
Bank Indonesia, dan wajib dibayarkan dalam mata uang Rupiah dengan kurs transaksi Bank
Indonesia pada hari terjadinya pelanggaran.

Sanksi kewajiban membayar sebagaimana angka 2 dikecualikan bagi Bank yang mendapatkan
insentif kelonggaran pemenuhan kewajiban GWM Rupiah sebagaimana diatur dalam ketentuan
Bank Indonesia mengenai insentif dalam rangka konsolidasi perbankan.
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Giro pada Bank Indonesia dibandingkan dengan GWM yang harus ditempatkan pada Bank Indonesia
adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian 31 Desember
2011 2010 2009
GWM Rupiah
Giro Rupiah pada Bank Indonesia 1.707.400 1.401.446 832.890
GWM Primer Rupiah yang harus ditempatkan pada Bank Indonesia 1.656.155 1.347.049 797.714
GWM Sekunder Rupiah yang harus ditempatkan pada Bank Indonesia*) 517.549 420.953 398.858
GWM mata uang asing
Giro mata uang asing pada Bank Indonesia 7.345 225 986
GWM mata uang asing yang harus ditempatkan pada Bank Indonesia 3.926 189 143
Total GWM dalam Rupiah dan mata uang asing 2.177.630 1.768.191 1.196.715
Catatan:

*) GWM Sekunder dipenuhi dengan penempatan pada SBI dan FASBI

Bank senantiasa memelihara GWM sesuai dengan yang ditentukan oleh Bank Indonesia dengan tetap
memperhatikan pemanfaatan dana seoptimal mungkin untuk peningkatan profitabilitas.

g) Posisi Devisa Neto

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, bank-bank diharuskan mempertahankan posisi devisa netonya
setinggi-tingginya 20% atas modal Tier | dan Tier Il. Posisi Devisa Neto (PDN) merupakan penjumlahan
nilai absolut untuk jumlah dari selisih bersih aset dan kewajiban dalam neraca untuk setiap valuta
asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban, baik yang merupakan komitmen maupun
kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing yang semuanya dinyatakan dalam
Rupiah.

Batas maksimal PDN ini bertujuan untuk mengontrol risiko nilai tukar yang timbul sebagai akibat adanya
Posisi Devisa Neto (PDN) neraca dan rekening administrative, baik pada sisi aset maupun kewajiban
yang berasal dari transaksi produk-produk mata uang asing dengan debitor individual dan perusahaan
dan dari perdagangan mata uang asing di pasar uang antar bank. Kegiatan perdagangan mata uang
asing meliputi transaksi nilai tukar valuta asing spot, kontrak berjangka valuta asing (forward dan swap).
Kebijakan yang dijalankan oleh Bank dalam pengelolaan aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing
pada umumnya melakukan squaring untuk meminimalisir risiko mata uang, hamun demikian untuk
beberapa kasus tertentu Bank juga dapat melakukan transaksi mata uang asing yang menyebabkan
PDN terbuka dalam batas-batas yang dapat ditolerir. Sementara dalam fungsi pengawasannya adalah
melalui monitoring dan pelaporan risiko nilai tukar secara periodik yang bertujuan untuk memastikan
bahwa exposure yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar berada pada batas yang telah ditentukan.
Selain itu Bank juga telah mengembangkan model nilai tukar Var EWMA (Exponential Weighted Moving
Average) yang mampu mengukur risiko terhadap nilai tukar yang berkaitan dengan PDN.
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Tabel berikut menggambarkan Posisi Devisa Neto (PDN) Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011,
2010 dan 2009.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian

31 Desember
2011 2010 2009

PDN (persentase terhadap modal) 1,83% 1,89% 2,11%

h) Realisasi Penghitungan Tingkat Kesehatan Perseroan

No

Faktor Peringkat (Rating) Dec 2011

A WDN PP

Risk Profile 2
GCG

Earnings
Capital

Nilai Komposit

NN NN

Peringkat

Despkripsi

1

Mencerminkan kondisi Perseroan yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat
mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan
faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain: profil
risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum sangat baik. Apabila
terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan.
Mencerminkan kondisi Perseroan yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu
menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor
eksternal lainnya fercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain: profil risiko,
penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Apabila terdapat
kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

Mencerminkan kondisi Perseroan yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup
mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan
factor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain: profil
risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum cukup baik. Apabila
terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan apabila
tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha
Perseroan.

Mencerminkan kondisi Perseroan yang secara umum kurang sehat, sehingga dinilai kurang
marnuu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan
factor ekstemal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain: profil
risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum kurang baik.
Terdapat kelemahan yang secara umum signifikan dan tidak dapat diatasi dengan baik oleh
manajemen serta mengganggu kelangsungan usaha Perseroan.

Mencerminkan kondisi Perseroan yang secara umum tidak sehat, sehingga dinilai tidak
mamou menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan
faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain: profil
risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodatan yang secara umum kurang baik.
Terdapat kelemahan yang secara umum sangat signifikan sehingga untuk mengatasinya
dibutuhkan dukungan dana dari pemegang saham atau sumber dana dari pihak lain untuk
memperkuat kondisi keuangan Perseroan.
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Analisa Penilaian

1 Risk Profile
Komposit profil risiko Perseroan termasuk dalam peringkat “Low to Moderate” yang memiliki
karakeristik antara
lain sebaoai berikut :
Dengan mempertirnbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perseroan, kemungkinan kerugian
yang dihadapi Perseroan dari risiko inheren komposit tergolong rendah selama periode waktu
tertentu di masa datang.
Kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit memadai. Meskipun terdapat kelemahan
minor, tetapi kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.

2 GCG
Mencerminkan Manajemen Perseroan telah melakukan penerapan Good Corporate Governance
yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good
Corporate Governance. Apabiia terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate
Governance, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan
dengan tindakan normal oleh manajemen Perseroan.

3 Earnings
Rentabilitas memadai, laba melebihi target dan mendukung pertumbuhan permodalan Perseroan.
Perseroan yang termasuk dalam peringkat ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh
karakteristik berikut:
* Kinerja Perseroan dalam menghasiikan laba (rentabilitas) memadai.
»  Sumber utama rentabilitas yanq berasal dari core earnings dominan.
*  Komponen-komponen yang mendukung core earnings stabil.
* Kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba di masa datang tinggi.

4 Capital
Perseroan memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai relatif terhadap profil
risikonya, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang kuat sesuai dengan karakteristik,
skala usaha, dan kompleksitas usaha Perseroan.
Perseroan memiliki tingkat permodalan yang memadai dan dapat mengantisipasi hampir seluruh
risiko yang dihadapi.
Kualitas komponen permodalan pada umumnya baik, permanen, dapat menyerap kerugian.
Perseroan dapat mencover /menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan memadai.
Perseroan memiliki manajemen permodalan yang baik dan/atau memiliki proses penilaian
kecukupan modal yang baik.
Perseroan rnemiliki akses sumber permodalan yang baik.

Analisis Keseluruhan

Mencerminkan kondisi Perseroan yang secara urnum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi
pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin
dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain: profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan
permodalan yang secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umun kelemahan
tersebut kurang signifikan.
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F.  Analisa Laporan Arus Kas (Cash Flow Analysis)

Tabel berikut memuat ikhtisar Laporan Arus Kas Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2011, 2010 dan 2009.

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember

Uraian
2011 2010 2009

Kas neto digunakan untuk aktivitas operasi 1.618.416 (259.874) (1.264.189)
Kas neto diperoleh dari aktivitas investasi (277.259) 1.306.407 2.165.640
Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan (150.015) (201.878) (260.564)
Kenaikan neto kas dan setara kas 1.191.142 844.655 640.887
Kas dan setara kas pada awal tahun 6.059.529 5.216.690 4.583.189
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing 152 (1.816) (7.386)
Kas dan setara kas pada akhir tahun 7.250.823 6.059.529 5.216.690

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kenaikan Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2011 adalah sebesar Rp1.618.416
juta. Terutama disumbang dari penerimaan bunga, provisi dan komisi sebesar Rp2.702.462 juta dan
kenaikan simpanan dari nasabah sebesar Rp3.923.382 juta. Sedangkan penggunaan aktivitas operasi
terbesar adalah penyaluran kredit sebesar Rp3.092.516 juta.

Penurunan kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2010 adalah sebesar Rp259.874
juta, terutama disebabkan oleh penyaluran kredit yang diberikan yaitu sebesar Rp3.075.285 juta.
Sedangkan perolehan aktivitas operasi terbesar dari simpanan nasabah sebesar Rp1.687.366 juta dan
perolehan bunga, provisi dan komisi sebesar Rp2.666.281 juta.

Penurunan kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2009 adalah sebesar Rp1.264.189
juta, terutama disebabkan oleh penyaluran kredit yang diberikan yaitu sebesar Rp2.704.107 juta.
Sedangkan penerimaan terbesar dari bunga, provisi dan komisi sebesar Rp2.108.772 juta dan simpanan
nasabah sebesar Rp795.028 juta.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Penurunan kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2011 adalah sebesar
Rp277.259 juta. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi digunakan untuk pembelian surat
berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo sebesar Rp227.915 juta serta pembayaran untuk perolehan
aset tetap sebesar Rp49.344 juta.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas investasi pada tahun 2010 adalah sebesar Rp1.306.407 juta. Arus
kas yang digunakan untuk aktivitas investasi digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp70.496
juta. Sedangkan tambahan aktivitas investasi terutama disebabkan adanya realisasi surat berharga
sebesar Rp1.375.791 juta.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas investasi pada tahun 2009 adalah sebesar Rp2.165.640 juta. Arus
kas dari aktivitas investasi ini terutama karena adanya realisasi surat berharga sebesar Rp2.208.323
juta.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Penurunan kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2011 adalah sebesar
Rp150.015 juta. Hal ini disebabkan adanya pembayaran dividen sebesar Rp480.711 juta lebih besar

dibandingkan penerimaan dari pinjaman sebesar Rp197.084 juta dan penerimaan dari penambahan
modal saham sebesar Rp133.612 juta.
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Penurunan kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2010 adalah sebesar
Rp201.878 juta. Hal ini disebabkan adanya pembayaran dividen sebesar Rp310.099 juta dan
pembayaran untuk pinjaman sebesar Rp3.870 juta. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan
berasal dari penerimaan dari penambahan modal saham sebesar Rp112.091 juta.

Penurunan kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2009 adalah sebesar
Rp260.564 juta. Terutama disebabkan adanya pembayaran dividen sebesar Rp287.259 juta lebih
besar dibandingkan penerimaan dari pinjaman yang hanya sebesar Rp8.185 juta, dan penerimaan dari
penambahan modal saham sebesar Rp18.510 juta.

G. Pengeluaran Investasi

Tabel dibawah ini menyajikan rincian pengeluaran investasi sesuai dengan tahun masing-masing:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian 31 Desember

2011 2010 2009
Tanah 18.398 9.410 7.295
Bangunan - 472 3.312
Peralatan kantor 29.687 24.080 9.387
Kendaraan 1.259 1.660 9.858
Aset dalam penyelesaian - 34.874 12.905
Jumlah 49.344 70.496 42.757

Rencana penambahan investasi tahun 2012

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan Jumlah
Tanah 29.200
Bangunan 74.050
Peralatan kantor (peralatan komunikasi, mesin dan AC, komputer, lainnya) 173.100
Kendaraan bermotor 23.650
Jumlah 300.000

Sumber: Divisi Umum Kantor Pusat

Sebagian sumber dana belanja modal direncanakan berasal dari saldo laba yang belum ditentukan
penggunaannya dan dari hasil penawaran umum perdana saham. Belanja modal dilakukan Perseroan
dengan tujuan untuk meningkatkan aktivitas usaha Perseroan dalam bentuk pengembangan jaringan
kerja, pengembangan produk baru, peningkatan pelayanan konsumen dan peningkatan efektivitas dan
efisiensi kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan laba Perseroan.

Pembelian barang modal (capital expenditure) yang telah dan yang akan dilakukan Perseroan adalah
dari sumber setoran modal dari para Pemegang Saham yang dilakukan dalam mata uang Rupiah;
bukan mata uang asing.

Barang yang telah dibeli Perseroan telah dilakukan lindung nilai.

Pembelian barang modal tersebut, diharapkan dapat memberikan peningkatan pelayanan kepada
nasabah, baik kenyamanan, keamanan (gedung kantor dll) maupun peningkatan pelayanan prima
& kecepatan layanan (barang IT, baik software maupun hardware), sehingga kesemuanya itu dapat
meningkatkan kinerja Perseroan dan pertumbuhan berkelanjutan.

H. Manajemen Risiko

Manajemen Risiko dan Kepatuhan dapat dilihat pada Bab VIII, Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan.
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V. Risiko Usaha

Dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha

Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Risiko utama

yang dihadapi oleh Perseroan adalah risiko kredit mengingat sebagian besar aktiva Perseroan adalah

berupa kredit yang diberikan kepada nasabah. Selain itu, beberapa risiko yang diperkirakan dapat

mempengaruhi usaha Perseroan yang disusun berdasarkan bobot dampak dari masing-masing risiko

terhadap kinerja Perseroan adalah sebagai berikut:

* Risiko Kredit

* Risiko Operasional

* Risiko Likuiditas

* Risiko Pasar

*  Risiko Hukum

* Risiko Reputasi

* Risiko Kepatuhan

* Risiko Strategik

* Risiko Perseroan Tidak Dapat Menjamin Diperolehnya Persetujuan DPRD Dalam Rangka
Peningkatan Modal Dasar Perseroan

* Risiko Terhadap Kemungkinan Perbuatan Curang Dari Pekerja Dan Pihak Lainnya.

Secara terperinci Risiko-risiko tersebut adalah sebagai berikut:
1. Risiko Kredit

Bagian terbesar dari aktiva yang dimiliki Perseroan sebagai suatu bank adalah berupa kredit yang
diberikan kepada nasabah. Risiko kredit timbul apabila terjadi ketidakmampuan debitur dalam
memenuhi kewajibannya baik berupa pokok pinjaman maupun bunganya. Hal tersebut disebabkan oleh
faktor internal berupa kelalaian dalam proses pengambilan keputusan pemberian kredit, pelanggaran
terhadap prinsip kehati-hatian maupun faktor eksternal berupa terjadinya hal-hal yang menyebabkan
kegagalan usaha debitur. Apabila jumlah kredit yang tidak dapat dikembalikan cukup material, termasuk
eksekusi terhadap jaminan kredit yang bersangkutan (jika ada), maka kredit tersebut menjadi kredit
bermasalah dan mempengaruhi tingkat NPL kredit yang akhirnya akan mempengaruhi likuiditas dan
kondisi keuangan Perseroan.

Portofolio kredit terbesar saat ini adalah penyaluran kredit pada sektor konsumtif. Walaupun Perseroan
secara berkesinambungan aktif mengelola dan menjalankan program manajemen risiko dan memonitor
portofolio kredit yang dimiliki oleh Perseroan serta terus menyempurnakan kebijakan prosedur dan sistem
manajemen risiko kredit yang telah ada, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa kebijakan, prosedur
dan system tersebut sempurna. Kegagalan atas kebijakan, prosedur dan sistem manajemen risiko kredit
Perseroan dapat mengakibatkan bertambahnya NPL yang dimiliki sehingga akan berdampak negatif
atas kualitas portofolio kredit Perseroan. Lebih lanjut, kualitas portofolio kredit dapat juga memburuk
akibat berbagai alasan lainnya, termasuk faktor-faktor yang berada di luar kendali Perseroan. Apabila
hal ini terjadi, maka menurunnya kualitas portofolio kredit Perseroan tersebut dapat berdampak secara
negatif terhadap kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

2. Risiko Operasional

Seperti juga pada institusi keuangan lainnya, Perseroan juga dihadapkan pada berbagai jenis risiko
operasional. Perseroan dihadapkan pada risiko operasional yang antara lain disebabkan kegagalan
manusia tidak berfungsinya proses internal, tidak efektifnya sistem dan prosedur operasional, serta
adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank secara langsung maupun tidak
langsung, yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial. Apabila penyimpangan-
penyimpangan tersebut sering terjadi dan menimbulkan dampak kerugian keuangan bagi Perseroan,
maka secara keseluruhan dapat berdampak secara negatif terhadap kondisi keuangan dan hasil usaha
Perseroan.
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Risiko Operasional yang melekat dalam perseroan perbankan lebih ditekankan kepada pelaksanaan
transaksi, produk, klien, proses bisnis serta proses manajemen. Selain itu sistem informasi teknologi
yang tidak mendukung dapat mengganggu kelancaran operasional dan mutu pelayanan kepada
nasabah. Dalam era teknologi saat ini, efektivitas operasional Perseroan tergantung dari kemampuan
mendapatkan akses yang akurat dan dapat dipercaya serta tepat waktu seperti pengelolaan likuiditas
dan operasional produk-produk konsumtif Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan untuk mengerti dan
memahami perkembangan teknologi akan menurunkan mutu pelayanan kepada nasabah disamping
menciptakan kondisi rawan terhadap kejahatan yang pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan
Perseroan.

3. Risiko Likuiditas

Pendanaan Perseroan sebagian besar berasal dari sumber-sumber dana jangka pendek seperti giro,
tabungan dan deposito berjangka, sedangkan penyalurannya pada kredit yang memiliki jangka waktu
relatif panjang. Kesenjangan jangka waktu tersebut akan menimbulkan risiko likuiditas yaitu kegagalan
Perseroan dalam memenuhi komitmennya kepada nasabah dan pihak lainnya.

Faktor-faktor yang dapat menimbulkan risiko likuiditas bersumber antara lain dari adanya maturity
mismatch yang tidak bisa dikendalikan, adanya penarikan dana oleh nasabah yang tidak mampu
ditangani, kesulitan aksesibilitas perseroan ke pasar uang serta rendahnya kemampuan Perseroan
untuk menghasilkan arus kas dalam operasinya yang berdampak pada permodalan perusahaan,
sehingga kebijakan dan strategi risiko likuiditas harus mempertimbangkan toleransi risiko dan
dampaknya terhadap permodalan dengan memperhatikan perubahan eksternal dan internal serta bank
harus melakukan analisis mengenai kemungkinan dampak penerapan berbagai skenario yang berbeda
atas posisi likuiditas karena kondisi likuiditas Bank tergantung pada pola cash flow dalam berbagai
kondisi.

4. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang timbul dalam hal terjadi fluktuasi variabel pasar diantaranya suku bunga

dan nilai tukar, yang disebabkan oleh perubahan kebijakan ekonomi, ataupun peristiwa/kejadian tertentu

berkaitan dengan penerbit instrumen keuangan tersebut.

Komponen Risiko Pasar meliputi:

1. Risiko Nilai Tukar, didefinisikan sebagai kerugian yang diperoleh bank karena perubahan dari nilai
tukar valuta asing pada sisi aktiva dan pasiva dalam bentuk mata uang asing.

2. Risiko suku bunga, didefinisikan sebagai pengurangan dari pendapatan bunga netto pada bank
yang disebabkan oleh perubahan suku bunga pada sisi aktiva dan pasiva yang sensitif terhadap
suku bunga.

Sebagai salah satu bank devisa, transaksi Perseroan berkaitan erat dengan fluktuasi mata uang asing
baik dari sisi aktiva maupun kewajiban. Gejolak nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing
yang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor baik internal maupun eksternal, akan berdampak negatif
pada kinerja Perseroan terutama apabila Perseroan mempunyai posisi yang kurang menguntungkan
dalam mata uang asing. Standar PDN menurut Bl yaitu maksimal 20% dari modal. Posisi risiko nilai
tukar Perseroan yang ditunjukkan dengan besaran Posisi Devisa Netto (PDN) per 31 Desember 20011
sebesar 1,83% dari modal. Perubahan risiko nilai tukar mata uang asing berdampak secara finansial
pada permodalan bank dimana bank harus meng-cover risiko yang diakibatkan oleh perubahan nilai
tukar mata uang asing yang merugikan baik dari penghimpunan dana maupun penyaluran dana dalam
permodalan.

Perseroan memperoleh pendapatan yang berasal dari selisih pendapatan bunga dari aktiva dan beban
bunga dari kewajiban. Penyesuaian ulang terhadap tingkat bunga baik di sisi aktiva maupun kewajiban
dilakukan bukan pada saat yang bersamaan. Hal ini mengakibatkan Perseroan rentan terhadap
perubahan suku bunga pasar.
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Kondisi rendahnya tingkat bunga saat ini telah menarik nasabah di Indonesia untuk mengajukan kredit
kepada bank yang membantu pertumbuhan kredit dan peningkatan keuntungan Perseroan. Tidak
terdapat jaminan bahwa kenaikan suku bunga di masa datang tidak akan menimbulkan pengaruh
negatif terhadap pertumbuhan kredit, keuntungan, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Risiko tingkat bunga adalah risiko kemungkinan turunnya pendapatan bunga bersih dan nilai pasar
portofolio aktiva akibat perubahan tingkat bunga di pasar uang. Komposisi portofolio termasuk aktiva,
kewajiban dan rekening administratif cukup sensitif terhadap perubahan tingkat bunga. Oleh karena
aktiva dan kewajiban seperti deposito pada bank lain, investasi dalam surat berharga, pinjaman,
deposito berjangka, pinjaman jangka panjang dan kewajiban-kewajiban pasar uang lainnya memiliki
berbagai tingkat bunga dan jangka waktu, maka perubahan pada tingkat bunga akan mengakibatkan
perubahan pada pendapatan bunga bersih. Dampak risiko suku bunga terhadap perusahaan selain
berpengaruh terhadap tingkat bunga bersih yang dihasilkan karena perubahan tingkat suku bunga
pasar juga terhadap permodalan bank dimana bank harus meng-cover kerugian yang diakibatkan
oleh perubahan tingkat suku bunga karena adanya perubahan pada kebijakan moneter Indonesia
yang menimbulkan manajemen harus mengubah kebijakan menetapkan pricing suku bunga secara
menguntungkan dengan menimbang faktor pasar.

5. Risiko Hukum

Perseroan di dalam usahanya tidak terlepas dari risiko hukum, yang disebabkan lemahnya aspek yuridis
seperti adanya tuntutan hukum, tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung atau
kelemahan dalam perikatan, kejadian tersebut dapat timbul dari tindakan manajemen bank, karyawan
yang melanggar hukum, regulasi, kecurangan (fraud) dan perbuatan lain yang merugikan Perseroan
maupun pihak lain seperti nasabah atau masyarakat.

Sebagai perusahaan yang berdiri dalam sebuah negara hukum, Persereoan harus selalu tunduk
terhadap segala peraturan hukum yang berlaku. Kegagalan Perseroan dalam mengikuti peraturan
hukum yang berlaku akan mengakibatkan pada timbulnya tuntutan hukum yang akan ditujukan kepada
Perseroan.

Semakin banyak tuntutan hukum yang muncul maka semakin besar biaya yang akan dikeluarkan oleh
Perseroan. Apabila kondisi ini dialami oleh Perseroan dan bersifat material maka hal ini akan memiliki
dampak yang signifikan terhadap kinerja Perseroan.

6. Risiko Reputasi

Perseroan sebagai perusahaan yang memberikan jasa layanan perbankan kepada para nasabah dituntut
untuk menjaga citra Peseroan. Selain untuk bertahan dalam persaingan, Perseroan harus memberikan
pelayanan dan tanggap terhadap keluhan nasabah serta dapat menyelesaikan isu-isu negatif sehingga
tercipta corporate image yang baik. Faktor risiko yang dapat menimbulkan risiko reputasi Perseroan
antara lain terjadinya pemberitaan negatif mengenai Perseroan dan ketidakmampuan Perseroan dalam
menangani pengaduan atau ketidakpuasan nasabah. Ketidak mampuan Perseroan dalam menjaga
reputasi Perseroan akan dapat memberian dampak yang cukup luas terhadap kinerja usaha Perseroan

7. Risiko Kepatuhan

Perseroan dalam menjalankan usahanya tidak terlepas dari peraturan dan ketentuan yang harus
dipatuhinya. Dalam pelaksanaannya Perseroan harus melaksanakan identifikasi dan analisis terhadap
faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan, memastikan penerapan manajemen risiko
yang berkaitan dengan kebijakan, sumber daya manusia serta pengendalian. Upaya yang telah
dilakukan Perseroan adalah menjaga dan memantau pelaksanaan proses operasional sesuai dengan
ketentuan yang berlaku baik ketentuan internal maupun eksternal termasuk pemenuhan kewajiban
pelaporan kepada Bank Indonesia, Bappepam dan LK maupun BEI. Kepatuhan dari setiap unit kerja
dalam mematuhi semua ketentuan yang berlaku merupakan salah satu objek pengendalian risiko
kepatuhan yang secara periodik dilaporkan kepada Bank Indonesia dan Institusi lain.
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Risiko kepatuhan tersebut ditimbulkan dengan adanya pelanggaran atau ketidaktahuan pegawai dalam
pemenuhan seluruh ketentuan/peraturan yang berlaku baik dalam ketentuan perbankan maupun
ketentuan-ketentuan lainnya.

Pada prakteknya, risiko kepatuhan melekat pada risiko Perseroan yang terkait pada perundang-
undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku, seperti risiko kredit yang terkait dengan Kewajiban
Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aktiva Produktif, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
(CKPN), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Posisi Devisa Netto (PDN), risiko strategik yang
terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan lain sebagainya. Ketidakmampuan
Perseroan untuk memenuhi peraturan dan ketentuan dapat berdampak pada kelangsungan usaha
Perseroan.

8. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi
Bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank
terhadap perubahan eksternal.

Potensi risiko yang dapat muncul akibat dari keputusan strategik terkait diantaranya :

* Rencana strategik dan rencana bisnis tidak sejalan dengan visi dan misi bank.

»  Strategi bisnis tidak dikembangkan dengan baik.

»  Salah memperhitungkan kebutuhan sumber daya perusahaan seperti SDM, cabang baru, produk
baru dan sebagainya.

»  Salah prediksi kondisi eksternal seperti indikator ekonomi yang tidak mendukung, kondisi pasar
yang tidak tepat, perilaku nasabah yang tidak sesuai dan sebagainya.

Risiko strategik berhubungan dan/atau dapat menyebabkan risiko yang lain yaitu rencana penjualan
saham yang akan dilakukan tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan sehingga menyebabkan
risiko reputasi. Apabila Perseroan tidak melakukan mitigasi risiko ini maka Perseroan akan mengalami
kerugian antara lain penurunan pendapatan.

9. Risiko Perseroan Tidak Dapat Menjamin Diperolehnya Persetujuan DPRD Dalam Rangka
Peningkatan Modal Dasar Perseroan

Sehubungan dengan disyaratkannya persetujuan dari DPRD terkait peningkatan modal dasar Perseroan,
Perseroan tidak dapat menjamin bahwa dalam hal Perseroan bermaksud meningkatkan modal Perseroan
tersebut, yang dalam hal ini termasuk juga pelaksanaan peningkatan modal dasar Perseroan, maka
pemegang saham Perseroan yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat memperoleh persetujuan
tersebut secara tepat waktu. Kegagalan Perseroan untuk dapat memastikan diperolehnya persetujuan
secara tepat waktu, ataupun keterlambatan dalam diperolehnya persetujuan dimaksud, dapat
menghambat pelaksanaan peningkatan modal Perseroan yang kemudian dapat mempengaruhi rencana
bisnis Perseroan, dan pada akhirnya membawa dampak negatif kepada kegiatan usaha Perseroan.

10. Risiko Terhadap Kemungkinan Perbuatan Curang Dari Pekerja Dan Pihak Lainnya.

Sebagaimana halnya dengan lembaga keuangan dan perbankan lainnya, Perseroan juga terpengaruh
oleh berbagai risiko operasional, termasuk risiko perbuatan curang (penipuan). Pada tanggal
diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah mengindentifikasikan sejumlah kemungkinan perbuatan
curang, termasuk kemungkinan adanya tindak pidana penggelapan, terkait dengan perolehan fasilitas
pinjaman yang patut diduga juga melibatkan karyawan Perseroan, nasabah dan pihak-pihak lainnya
(termasuk pihak yang terafialisasi dengan Pemerintah) sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit
kepada nasabah oleh kantor cabang Perseroan di HR Muhammad Surabaya dan Sumenep

Dugaan tindak pidana tersebut saat ini sedang dalam proses pemeriksaan oleh pihak yang berwenang.
Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, pemeriksaan terkait masih berlangsung. Pihak
berwajib yang berwenang belum menetapkan tersangka terkait dugaan perbuatan penggelapan
tersebut.
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Untuk cabang HR Muhammad, Perseroan terindikasi menderita kerugian dengan nilai tercatat sebesar
Rp84.598.190.123,36 namun telah dibentuk CKPN per 31 Mei 2012 sebesar 100%. Diperkirakan
recovery untuk cabang HR Muhammad sebesar Rpl14.347.990.000 yang diperoleh dari agunan.
Kerugian pada cabang ini tidak mempunyai nilai klaim asuransi karena telah jatuh tempo.

Untuk cabang Sumenep, Perseroan terindikasi menderita kerugian dengan nilai tercatat sebesar
Rp13.075.313.080,86 namun telah dibentuk CKPN per 31 Mei 2012 sebesar 100%. Pada cabang ini
tidak terdapat nilai recovery karena merupakan Kredit Multiguna yaitu kredit yang diberikan kepada
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jaminan Surat Pengangkatan yang pembayarannya melalui
mekanisme pemotongan gaji setiap bulannya. Namun demikian kerugian pada cabang ini mempunyai
nilai klaim asuransi sebesar Rp3.927.412.822,42.

Pada saat ini, Perseroan masih melakukan penyelidikan dan penelaahan atas kecukupan sistem
pengawasan internal yang saat ini dijalankan oleh Perseroan. Perseroan berkeyakinan bahwa sistem
pengawasan internal Perseroan telah berjalan dengan baik, namun demikian tidak terdapat suatu
jaminan bahwa peristiwva semacam itu dapat saja terjadi lagi di kemudian hari. Peristiwa tersebut dan
pemberitaan negatif yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut dapat secara negatif mempengaruhi
reputasi dan kepercayaan nasabah dan deposan terhadap Perseroan dan karenanya tidak ada jaminan
bahwa Perseroan tidak menghadapi konsekuensi yang sama. Hilangnya kepercayaan tersebut dapat
memberikan efek yang negatif pada pendapatan dan kondisi keuangan Perseroan.

Dengan mengacu pada sistem pengawasan iinternal dan monitoring yang terdapat pada Perseroan,
Perseroan telah menemukan adanya indikasi penyimpangan (irregularities) atas Standard Operating
Procedures yang berlaku di Perséroan terhadap sejumlah transaksi, termasuk transaksi kredit dan
transfer (pemindahbukuan) yang dilakukan oleh Kantor Cabang Perseroan di HR Muhammad Surabaya
dan Sumenep. Penyimpangan dimaksud dapat menyebabkan transaksi-transaksi tersebut menjadi
disputed transactions antara Perseroan dengan pihak-pihak yang menjadi pihak dari transaksi-transaksi
dimaksud, dan proses pidana terhadap pihak-pihak tertentu termasuk pihak internal Perseroan yang
terlibat dalam transaksi tersebut. Perseroan telah melaporkan hal di atas kepada Bank Indonesia dan
Kepolisian Republik Indonesia.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua Risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam
melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak
masing-masing Risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dalam Prospektus.
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VI. Kejadian Penting Setelah Tanggal Laporan Auditor
Independen

Tidak terdapat peristiwa penting dan relevan setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal
6 Juni 2012 atas laporan keuangan Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011,
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja yang perlu diungkapkan
dalam Prospektus ini.
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VIl. Keterangan Tentang Perseroan

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur pada tanggal
17 Agustus 1961 dengan akta yang dibuat oleh Notaris Anwar Mahajudin, No.91 tanggal 17 Agustus
1961. Dengan adanya Undang-undang No.13 tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan
Daerah, yang mengharuskan Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan Peraturan Pemerintah
Daerah, maka Pemerintah Daerah Tingkat | Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah No.2 tahun
1976. Atas dasar peraturan daerah tersebut, nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur diubah
menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Peraturan Pemerintah Daerah tersebut disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusan
No.Pem.10/5/26-18 tanggal 31 Januari 1977 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Tingkat | Jawa Timur Tahun 1977 Seri C No.l/c tanggal 1 Februari 1977. Peraturan Daerah tersebut
mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah No.11 tahun
1996, tanggal 30 Desember 1996 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan
N0.584.35-280 tanggal 21 April 1997.

Dengan pengesahan Peraturan Daerah No.1 tahun 1999 oleh DPRD Provinsi Jawa Timur tanggal
20 Maret 1999, dan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No0.584.35-317 tanggal
14 April 1999, maka bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur diubah dari Perusahaan
Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Perubahan status bentuk hukum tersebut sesuai dengan akta
No.1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat oleh Notaris R. Sonny Hidayat Julistyo, S.H., dan telah disahkan
oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2.8227.HT.01.01.TH.99
tanggal 5 Mei 1999 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tanggal
25 Mei 1999 No.42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia N0.3008/1999.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan pada tahun 2006
tercantum dalam akta yang dibuat oleh Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., No.108 tanggal 27 April
2006 berkaitan dengan penambahan kegiatan Unit Usaha Syariah dan perubahan jumlah saham seri
A dan seri B, dan perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, dalam Surat Keputusan No.W10-00182.HT.01.04-TH.2007 tanggal 7 Februari
2007. Perubahan pada tahun 2007 berkaitan dengan tambahan modal dasar Bank dan komposisi
jumlah saham seri A dan B, dan perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.C-07001HT.01.04-TH.2007 tanggal
17 Desember 2007. Perubahan pada tahun 2008, berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Saham seperti yang dituangkan dalam akta No.56 tanggal 17 April 2008 yang dibuat oleh Untung
Darnosoewirjo, S.H., berkaitan dengan tambahan modal dasar Bank dan komposisi jumlah saham seri
A dan B dan juga penyesuaian anggaran dasar perseroan berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diperbaharui dalam Akta No0.38 tanggal 30 Desember 2008
yang dibuat dihadapan Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., dan telah memperoleh pengesahan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-15113.AH.01.02.Tahun 2009
tertanggal 23 April 2009.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus, pengubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan adalah
sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan
Terbatas Perseroan No.89 tanggal 25 April 2012, dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta
yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-22728.
AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 30 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan
UUPT dengan No. AHU-0038044.Tahun 2012 Tanggal 30 April 2012.
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Bank mulai melakukan kegiatan operasional sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia No.BUM 9-4-5 pada tanggal 15 Agustus 1961. Unit Usaha Syariah (UUS) dibentuk dan mulai
beroperasi sejak tanggal 21 Agustus 2007 sesuai dengan surat Persetujuan Prinsip Pendirian UUS dari
Bank Indonesia No.9/75/DS/Sh tanggal 4 April 2007.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank tersebut, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan
kegiatan usaha di bidang perbankan, termasuk perbankan berdasarkan prinsip syariah serta kegiatan
perbankan lainnya yang lazim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas utama Bank adalah ikut mendorong pertumbuhan potensi ekonomi daerah melalui peran sertanya
dalam mengembangkan sektor-sektor usaha kredit kecil dan menengah dalam rangka memperoleh
laba yang optimal. Kegiatan utamanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan
jasa-jasa perbankan lainnya.

2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Sejak pendirian sampai dengan Tanggal Pemeriksaan, riwayat permodalan dan kepemilikan saham
Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun 1999

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan No. 1 tanggal 1 Mei 1999, dibuat di
hadapan Raden Sonny Hidayat Julistyo, S.H., Notaris di Surabaya, struktur permodalan Perseroan
adalah sebagai berikut

Modal Dasar : Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah), terbagi atas 300.000 (tiga
ratus ribu) saham, yang terdiri dari 153.000 (seratus lima puluh tiga ribu) saham
seri A, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau
seluruhnya bernilai Rp153.000.000.000,00 (seratus lima puluh tiga miliar
Rupiah) dan 147.000 (seratus empat puluh tujuh ribu) saham seri B, masing-
masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya
bernilai Rp147.000.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh miliar Rupiah);

Modal Ditempatkan  : Rp90.208.000.000,00 (sembilan puluh miliar dua ratus delapan jutaRupiah)
terbagi atas 90.208 (sembilan puluh ribu dua ratus delapan) saham seri A; dan

Modal Disetor : Rp90.208.000.000,00 (sembilan puluh miliar dua ratus delapan jutaRupiah)
atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah
ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut di atas
selanjutnya menjadi sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp1.000.000,00  Nilai Nominal Rp1.000.000,00

No. Pemegang Saham per saham per saham %
Saham A Nilai (Rp) Saham B Nilai (Rp)

Modal Dasar 153.000 153.000.000.000 147.000 147.000.000.000

Modal Ditempatkan

1. Daerah Tingkat | Provinsi Jawa Timur 59.199 59.199.000.000 - - 65,62
2. Daerah Tingkat Il Kotamadya Surabaya 7.845 7.845.000.000 - - 8,69
3. Daerah Tingkat Il Kotamadya Malang 937 937.000.000 - - 1,04
4. Daerah Tingkat Il Kotamadya Madiun 362 362.000.000 - - 0,40
5. Daerah Tingkat Il Kotamadya Mojokerto 160 160.000.000 - - 0,18
6. Daerah Tingkat Il Kotamadya Kediri 327 327.000.000 - - 0,36
7. Daerah Tingkat || Kotamadya Probolinggo 264 264.000.000 - - 0,29
8. Daerah Tingkat |l Kotamadya Blitar 170 170.000.000 - - 0,19
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Nilai Nominal Rp1.000.000,00  Nilai Nominal Rp1.000.000,00

No. Pemegang Saham per saham per saham %
Saham A Nilai (Rp) Saham B Nilai (Rp)
9. Daerah Tingkat Il Kotamadya Pasuruan 191 191.000.000 - - 0,21
10. Daerah Tingkat Il Kabupaten Gresik 719 719.000.000 - - 0,80
11. Daerah Tingkat Il Kabupaten Malang 1.070 1.070.000.000 - - 1,19
12. Daerah Tingkat Il Kabupaten Mojokerto 657 657.000.000 - - 0,73
13. Daerah Tingkat Il Kabupaten Madiun 411 411.000.000 - - 0,46
14. Daerah Tingkat Il Kabupaten Kediri 1.057 1.057.000.000 - - 1,17
15.  Daerah Tingkat Il Kabupaten probolinggo 714 714.000.000 - - 0,79
16.  Daerah Tingkat || Kabupaten Blitar 655 655.000.000 - - 0,73
17. Daerah Tingkat Il Kabupaten Pasuruan 1.082 1.082.000.000 - - 1,20
18. Daerah Tingkat Il Kabupaten Bojonegoro 425 425.000.000 - - 0,47
19. Daerah Tingkat Il Kabupaten Magetan 329 329.000.000 - - 0,36
20. Daerah Tingkat Il Kabupaten 668 668.000.000 - - 0,74
Tulungagung
21. Daerah Tingkat Il Kabupaten Trenggalek 379 379.000.000 - - 0,42
22. Daerah Tingkat Il Kabupaten Pacitan 322 322.000.000 - - 0,36
23. Daerah Tingkat Il Kabupaten Lamongan 475 475.000.000 - - 0,53
24. Daerah Tingkat Il Kabupaten Ponorogo 462 462.000.000 - - 0,51
25.  Daerah Tingkat | Kabupaten Banyuwangi 1.408 1.408.000.000 - - 1,56
26.  Daerah Tingkat | Kabupaten Tuban 589 589.000.000 - - 0,65
27. Daerah Tingkat Il Kabupaten Jember 2.100 2.100.000.000 - - 2,33
28. Daerah Tingkat Il Kabupaten Ngawi 539 539.000.000 - - 0,60
29. Daerah Tingkat Il Kabupaten Jombang 417 417.000.000 - - 0,46
30. Daerah Tingkat Il Kabupaten Bondowoso 194 194.000.000 - - 0,22
31. Daerah Tingkat Il Kabupaten Lumajang 620 620.000.000 - - 0,68
32. Daerah Tingkat Il Kabupaten Sidoarjo 2.301 2.301.000.000 - - 2,55
33.  Daerah Tingkat Il Kabupaten Situbondo 569 569.000.000 - - 0,63
34.  Daerah Tingkat I Kabupaten Nganjuk 845 845.000.000 - - 0,94
35. Daerah Tingkat Il Kabupaten Pamekasan 416 416.000.000 - - 0,46
36. Daerah Tingkat Il Kabupaten Sumenep 424 424.000.000 - - 0,47
37. Daerah Tingkat Il Kabupaten Bangkalan 447 447.000.000 - - 0,50
38. Daerah Tingkat Il Kabupaten Sampang 459 459.000.000 - - 0,51
Jumlah Modal Disetor 90.208 90.208.000.000 - - 100
Jumlah Saham dalam Portepel 62.792 62.792.000.000 147.000 147.000.000.000 -

100% dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas atau seluruhnya berjumlah
Rp90.208.000.000,00 telah disetor penuh ke dalam Perseroan dengan pemasukan (inbreng) seluruh
aktiva dan pasiva dari Perusahaan Daerah Bank Pembangunan daerah Jawa Timur sebagaimana
perusahaan tersebut berjalan sampai dengan 31 Desember 1998, sesuai dengan neraca tertanggal
31 Maret 1999 dan 1998, tertanggal 31 Maret 1999 bermaterai cukup, sebagai satu kesatuan yang
dilekatkan pada minuta akta ini, sebesar Rp90.208.000.000,00 (sembilan puluh miliar dua ratus delapan
juta Rupiah). Pemasukan tersebut diterima baik oleh Perseroan ini dengan ketentuan bahwa segala
tindakan hukum terhadap pihak ketiga yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Bank Pembangunan
Jawa Timur, sebelum dimasukkan ke dalam Perseroan terbatas ini akan merupakan tanggung jawab

dari dan oleh karena itu akan mengikat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

i.
ii.
iii.
iv.
V.
Vi.
vii.

viii.

Xi.
Xil.

sejumlahRp59.199.000.000,00 olehDaerah Tingkat | Provinsi Jawa Timur;
sejumlahRp7.845.000.000,00 oleh Daerah Tingkat Il KotamadyaSurabaya;
sejumlahRp937.000.000,00 oleh Daerah Tingkat Il Kotamadya Malang;
sejumlahRp362.000.000,00 oleh Daerah Tingkat || KotamadyaMadiun;
sejumlahRp160.000.000,00 oleh Daerah Tingkat Il KotamadyaMojokerto;
sejumlahRp327.000.000,00 oleh Daerah Tingkat Il Kotamadya Kediri;
sejumlahRp264.000.000,00 oleh Daerah Tingkat Il KotamadyaProbolinggo;
sejumlahRp170.000.000,00 oleh Daerah Tingkat Il KotamadyaBlitar;
sejumlahRp191.000.000,00 oleh Daerah Tingkat Il KotamadyaPasuruan;
sejumlahRp719.000.000,00 oleh Daerah Tingkat Il Kabupaten Gresik;
sejumlahRp1.070.000.000,00 oleh Daerah Tingkat 1l Kabupaten Malang;
sejumlahRp657.000.000,00 oleh Daerah Tingkat Il KabupatenMojokerto;
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Xiii. sejumlahRp411.000.000,00 oleh Daerah Tingkat Il KabupatenMadiun;

Xiv. sejumlahRp1.057.000.000,00 oleh Daerah Tingkat Il Kabupaten Kediri;

XV. sejumlahRp714.000.000,00 oleh Daerah Tingkat Il Kabupatenprobolinggo;
XVi. sejumlahRp655.000.000,00 oleh Daerah Tingkat Il Kabupaten Blitar;

xvii.  sejumlahRp1.082.000.000,00 oleh Daerah Tingkat Il Kabupaten Pasuruan;
xviii.  sejumlahRp425.000.000,00 oleh Daerah Tingkat Il KabupatenBojonegoro;
XiX. sejumlahRp329.000.000,00 oleh Daerah Tingkat Il KabupatenMagetan;

XX. sejumlahRp668.000.000,00 oleh Daerah Tingkat Il KabupatenTulungagung;
XXi. sejumlahRp379.000.000,00 oleh Daerah Tingkat Il KabupatenTrenggalek;
xxii.  sejumlahRp322.000.000,00 oleh Daerah Tingkat Il KabupatenPacitan;

xxiii.  sejumlahRp475.000.000,00 oleh Daerah Tingkat Il KabupatenLamongan;
xxiv.  sejumlahRp462.000.000,00 oleh Daerah Tingkat Il Kabupaten Ponorogo;
xxv.  sejumlahRp1.408.000.000,00 oleh Daerah Tingkat Il Kabupaten Banyuwangi;
xxvi.  sejumlahRp589.000.000,00 oleh Daerah Tingkat Il KabupatenTuban;

xxvii.  sejumlahRp2.100.000.000,00 oleh Daerah Tingkat Il KabupatenJember;
xxviii.  sejumlahRp539.000.000,00 oleh Daerah Tingkat Il KabupatenNgawi;

xXix.  sejumlahRp417.000.000,00 oleh Daerah Tingkat Il KabupatenJombang;
xxX.  sejumlahRp194.000.000,00 oleh Daerah Tingkat Il KabupatenBondowoso;
xxxi.  sejumlahRp620.000.000,00 oleh Daerah Tingkat Il KabupatenLumajang;
xxxii.  sejumlahRp2.301.000.000,00 oleh Daerah Tingkat || KabupatenSidoarjo;
xxxiii. sejumlahRp569.000.000,00 oleh Daerah Tingkat Il KabupatenSitubondo;
xxxiv. sejumlahRp845.000.000,00 oleh Daerah Tingkat Il KabupatenNganjuk;
XxXxv. sejumlahRp416.000.000,00 oleh Daerah Tingkat Il KabupatenPamekasan;
xxxvi. sejumlahRp424.000.000,00 oleh Daerah Tingkat Il KabupatenSumenep;
xxxvii. sejumlahRp447.000.000,00 oleh Daerah Tingkat Il KabupatenBangkalan; dan
xxxviii. sejumlah Rp459.000.000,00 oleh Daerah Tingkat || Kabupaten Sampang.

Sehubungan dengan pemasukan (inbreng) seluruh aktiva dan pasiva dari Perusahaan Daerah Bank
Pembangunan daerah Jawa Timur yang dimasukan kedalam Perseroan berdasarkan Pasal 2 ayat (3)
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Timur No.1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk
Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan
Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan, usaha-
usaha Perusahaan, hak dan kewajiban serta pegawai Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah
dialihkan kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Perjanjian Rekapitulasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia dan
Emiten tanggal 7 Mei 1999 dalam rangka Program Rekapitulasi Emiten, pemegang saham pengendali
wajib melakukan setoran modal secara tunai sebesar Rp15.287.000.000,00 atas saham Seri A dan
Pemegang Saham Pengendali dan pemegang saham lainnya menyetujui keikutsertaan Pemerintah
dalam permodalan Perseroan dengan jumlah penyetoran modal sebesar Rp61.149.000.000,00 atas
saham Seri B.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah), terbagi atas 300.000 (tiga
ratus ribu) saham, yang terdiri dari 153.000 (seratus lima puluh tiga ribu) saham
seri A, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau
seluruhnya bernilai Rp153.000.000.000,00 (seratus lima puluh tiga miliar
Rupiah) dan 147.000 (seratus empat puluh tujuh ribu) saham seri B, masing-
masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya
bernilai Rp147.000.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh miliar Rupiah);
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Modal Ditempatkan  : Rp166.644.000.000,00 (seratus enam puluh enam miliar enam ratus empat
puluh empat juta Rupiah) terbagi atas 166.644 (seratus enam puluh enam ribu
enam ratus empat puluh empat) saham yang terdiri daril05.495saham seri
A masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 atau seluruhnya bernilai
Rp105.495.000.000,00 dan 61.149 saham seri B masing-masing saham
bernilai Rp1.000.000,00 atau seluruhnya bernilai Rp61.149.000.000,00; dan

Modal Disetor : Rp166.644.000.000,00 (seratus enam puluh enam miliar enam ratus empat
puluh empat juta Rupiah) terbagi atas 166.644 (seratus enam puluh enam ribu
enam ratus empat puluh empat) saham yang terdiri dari 105.495saham seri
A masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 atau seluruhnya bernilai
Rp105.495.000.000,00 dan 61.149 saham seri B masing-masing saham
bernilai Rp1.000.000,00 atau seluruhnya bernilai Rp61.149.000.000,00atau
100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan
dalam Perseroan.

Dengan adanya penambahan modal disetor dan ditempatkan tersebut, maka susunan pemegang
saham menjadi sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp1.000.000,00 Nilai Nominal Rp1.000.000,00

No. Pemegang Saham per saham per saham %
Saham A Nilai (Rp) Saham B Nilai (Rp)

Modal Dasar 153.000 153.000.000.000 147.000 147.000.000.000

Modal Ditempatkan

1. Pemerintah Pusat - - 61.149 61.149.000.000 36,69
2. Daerah Tingkat | Provinsi Jawa Timur 74.486 74.486.000.000 - - 44,70
3. Daerah Tingkat Il Kotamadya Surabaya 7.845 7.845.000.000 - - 4,71
4. Daerah Tingkat Il Kotamadya Malang 937 937.000.000 - - 0,56
5. Daerah Tingkat Il Kotamadya Madiun 362 362.000.000 - - 0,22
6. Daerah Tingkat Il Kotamadya Mojokerto 160 160.000.000 - - 0,10
7. Daerah Tingkat Il Kotamadya Kediri 327 327.000.000 - - 0,20
8. Daerah Tingkat Il Kotamadya Probolinggo 264 264.000.000 - - 0,16
9. Daerah Tingkat || Kotamadya Blitar 170 170.000.000 - - 0,10
10. Daerah Tingkat |l Kotamadya Pasuruan 191 191.000.000 - - 0,11
11. Daerah Tingkat Il Kabupaten Gresik 719 719.000.000 - - 0,43
12. Daerah Tingkat Il Kabupaten Malang 1.070 1.070.000.000 - - 0,64
13. Daerah Tingkat Il Kabupaten Mojokerto 657 657.000.000 - - 0,39
14. Daerah Tingkat Il Kabupaten Madiun 411 411.000.000 - - 0,25
15.  Daerah Tingkat Il Kabupaten Kediri 1.057 1.057.000.000 - - 0,63
16. Daerah Tingkat Il Kabupaten probolinggo 714 714.000.000 - - 0,43
17.  Daerah Tingkat Il Kabupaten Blitar 655 655.000.000 - - 0,39
18. Daerah Tingkat || Kabupaten Pasuruan 1.082 1.082.000.000 - - 0,65
19. Daerah Tingkat Il Kabupaten Bojonegoro 425 425.000.000 - - 0,26
20. Daerah Tingkat Il Kabupaten Magetan 329 329.000.000 - - 0,20
21. Daerah Tingkat Il Kabupaten 668 668.000.000 - - 0,40

Tulungagung

22. Daerah Tingkat Il Kabupaten Trenggalek 379 379.000.000 - - 0,23
23.  Daerah Tingkat || Kabupaten Pacitan 322 322.000.000 - - 0,19
24.  Daerah Tingkat || Kabupaten Lamongan 475 475.000.000 - - 0,29
25. Daerah Tingkat Il Kabupaten Ponorogo 462 462.000.000 - - 0,28
26. Daerah Tingkat Il Kabupaten Banyuwangi 1.408 1.408.000.000 - - 0,84
27. Daerah Tingkat Il Kabupaten Tuban 589 589.000.000 - - 0,35
28. Daerah Tingkat Il Kabupaten Jember 2.100 2.100.000.000 - - 1,26
29. Daerah Tingkat Il Kabupaten Ngawi 539 539.000.000 - - 0,32
30. Daerah Tingkat Il Kabupaten Jombang 417 417.000.000 - - 0,25
31. Daerah Tingkat Il Kabupaten Bondowoso 194 194.000.000 - - 0,12
32. Daerah Tingkat Il Kabupaten Lumajang 620 620.000.000 - - 0,37
33.  Daerah Tingkat Il Kabupaten Sidoarjo 2.301 2.301.000.000 - - 1,38
34.  Daerah Tingkat Il Kabupaten Situbondo 569 569.000.000 - - 0,34
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Nilai Nominal Rp1.000.000,00 Nilai Nominal Rp1.000.000,00

No. Pemegang Saham per saham per saham %
Saham A Nilai (Rp) Saham B Nilai (Rp)

35. Daerah Tingkat Il Kabupaten Nganjuk 845 845.000.000 - - 0,51
36. Daerah Tingkat || Kabupaten Pamekasan 416 416.000.000 - - 0,25
37. Daerah Tingkat Il Kabupaten Sumenep 424 424.000.000 - - 0,25
38. Daerah Tingkat Il Kabupaten Bangkalan 447 447.000.000 - - 0,27
39. Daerah Tingkat Il Kabupaten Sampang 459 459.000.000 - - 0,28
Jumlah Modal Disetor 105.495 105.495.000.000 61.149 61.149.000.000 100
Jumlah Saham dalam Portepel 47.505 47.505.000.000 85.851 85.851.000.000

Tahun 2001

a.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham (RUPS
Luar Biasa) Perseroan Terbatas Perseroan No. 5 tanggal 23 Maret 2001, dibuat oleh Carolin
Constantina Kalampung, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya sehubungan dengan peningkatan
modal disetor Perseroan masing-masing dari (i) Pemerintah Daerah Tingkat | Jawa Timur sebesar
Rp5.000.000.000,00; dan (ii) Pemerintah Daerah Tingkat Il Jawa Timur sebesar Rp2.524.000.000,00
untuk dibukukan dalam modal disetor Perseroan, sehingga struktur permodalan Perseroan adalah
sebagai berikut:

Modal Dasar

Modal Ditempatkan

Modal Disetor

: Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah), terbagi atas 300.000 (tiga

ratus ribu) saham, yang terdiri dari 153.000 (seratus lima puluh tiga ribu)
saham seri A, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta
Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp153.000.000.000,00 (seratus lima puluh
tiga miliar Rupiah) dan 147.000 (seratus empat puluh tujuh ribu) saham
seri B, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah)
atau seluruhnya bernilai Rp147.000.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh
miliar Rupiah);

: Rp174.168.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat miliar seratus enam puluh

delapan juta Rupiah) terbagi atas 174.168 (seratus tujuh puluh empat ribu
seratus enam puluh delapan) saham yang terdiri dari 113.019 saham seri
A masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 atau seluruhnya bernilai
Rp113.019.000.000,00 dan 61.149 saham seri B masing-masing saham
bernilai Rp1.000.000,00 atau seluruhnya bernilai Rp61.149.000.000,00;
dan

: Rp174.168.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat miliar seratus enam puluh

delapan juta Rupiah) terbagi atas 174.168 (seratus tujuh puluh empat ribu
seratus enam puluh delapan) saham yang terdiri dari 113.019 saham seri
A masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 atau seluruhnya bernilai
Rp113.019.000.000,00 dan 61.149 saham seri B masing-masing saham
bernilai Rp1.000.000,00 atau seluruhnya bernilai Rp61.149.000.000,00
atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah
ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut di
atas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp1.000.000,00 Nilai Nominal Rp1.000.000,00

No. Pemegang Saham per saham per saham %
Saham A Nilai (Rp) Saham B Nilai (Rp)
Modal Dasar 153.000 153.000.000.000 147.000 147.000.000.000

Modal Ditempatkan

1.
2.
3.

Pemerintah Pusat

61.149 61.149.000.000 35,11

Daerah Tingkat | Provinsi Jawa Timur 79.486 79.486.000.000 - - 45,64
Daerah Tingkat Il Kotamadya Surabaya 8.087 8.087.000.000 - - 4,64
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Nilai Nominal Rp1.000.000,00 Nilai Nominal Rp1.000.000,00

No. Pemegang Saham per saham per saham %
Saham A Nilai (Rp) Saham B Nilai (Rp)
4 Daerah Tingkat Il Kotamadya Malang 1.037 1.037.000.000 - - 0,54
5. Daerah Tingkat Il Kotamadya Madiun 438 438.000.000 - - 0,25
6. Daerah Tingkat Il Kotamadya Mojokerto 185 185.000.000 - - 0,11
7 Daerah Tingkat Kota Kediri 377 377.000.000 - - 0,25
8 Daerah Tingkat Il Kotamadya Probolinggo 280 280.000.000 - - 0,16
9. Daerah Tingkat Il Kotamadya Blitar 194 194.000.000 - - 0,11
10. Daerah Tingkat Il Kotamadya Pasuruan 191 191.000.000 - - 0,11
11. Daerah Tingkat Il Kabupaten Gresik 719 719.000.000 - - 041
12.  Daerah Tingkat Il Kabupaten Malang 1.070 1.070.000.000 - - 0,67
13.  Daerah Tingkat | Kabupaten Mojokerto 757 757.000.000 - - 0,43
14.  Daerah Tingkat || Kabupaten Madiun 592 592.000.000 - - 0,34
15. Daerah Tingkat Il Kabupaten Kediri 1.157 1.157.000.000 - - 0,64
16. Daerah Tingkat Il Kabupaten Probolinggo 714 714.000.000 - - 0,41
17.  Daerah Tingkat || Kabupaten Blitar 715 715.000.000 - - 0,41
18.  Daerah Tingkat || Kabupaten Pasuruan 1.419 1.419.000.000 - - 0,81
19. Daerah Tingkat | Kabupaten Bojonegoro 455 455.000.000 - - 0,26
20. Daerah Tingkat Il Kabupaten Magetan 379 379.000.000 - - 0,22
21.  Daerah Tingkat Il Kabupaten 668 668.000.000 - - 038
Tulungagung

22.  Daerah Tingkat Il Kabupaten Trenggalek 438 438.000.000 - - 0,25
23.  Daerah Tingkat || Kabupaten Pacitan 400 400.000.000 - - 0,23
24.  Daerah Tingkat Il Kabupaten Lamongan 547 547.000.000 - - 0,31
25.  Daerah Tingkat Il Kabupaten Ponorogo 512 512.000.000 - - 0,29
26. Daerah Tingkat Il Kabupaten Banyuwangi 1.581 1.581.000.000 - - 0,91
27.  Daerah Tingkat Il Kabupaten Tuban 689 689.000.000 - - 0,40
28.  Daerah Tingkat Il Kabupaten Jember 2.303 2.303.000.000 - - 1,32
29.  Daerah Tingkat Il Kabupaten Ngawi 641 641.000.000 - - 0,37
30. Daerah Tingkat Il Kabupaten Jombang 447 447.000.000 - - 0,26
31. Daerah Tingkat Il Kabupaten Bondowoso 209 209.000.000 - - 0,12
32. Daerah Tingkat Il Kabupaten Lumajang 620 620.000.000 - - 0,36
33.  Daerah Tingkat Il Kabupaten Sidoarjo 2.301 2.301.000.000 - - 1,32
34. Daerah Tingkat Il Kabupaten Situbondo 619 619.000.000 - - 0,36
35. Daerah Tingkat Il Kabupaten Nganjuk 911 911.000.000 - - 0,52
36. Daerah Tingkat Il Kabupaten Pamekasan 466 466.000.000 - - 0,27
37.  Daerah Tingkat Il Kabupaten Sumenep 424 424.000.000 - - 0,24
38.  Daerah Tingkat || Kabupaten Bangkalan 497 497.000.000 - - 0,29
39. Daerah Tingkat || Kabupaten Sampang 494 494.000.000 - - 0,28
Jumlah Modal Disetor 113.019 113.019.000.000 61.149 61.149.000.000 100
Jumlah Saham dalam Portepel 39.981 39.981.000.000  85.851 85.851.000.000 -

Bahwa atas peningkatan modal disetor dan ditempatkan sebesar Rp7.524.000.000,00 tersebut
seluruhnya telah disetor seluruhnya secara tunai oleh para pemegang saham Perseroan masing-
masing sebagai berikut:

i. Sejumlah Rp5.000.000.000,00 oleh Pemerintah Daerah Tingkat | Propinsi Jawa Timur;

. Sejumlah Rp242.000.000,00 oleh Kotamadya Surabaya;

iii. Sejumlah Rp16.000.000,00 oleh Kota Probolinggo;

iv. Sejumlah Rp25.000.000,00 oleh Pemerintah Tingkat || Kotamadya Mojokerto;

V. Sejumlah Rp50.000.000,00 oleh Pemerintah Kotamadya Kediri;

Vi. Sejumlah Rp24.000.000,00 oleh Kotamadya Blitar;

vii.  Sejumlah Rp76.000.000,00 oleh Pemerintah Tingkat Il Kotamadya Madiun;

viii. ~ Sejumlah Rp66.000.000,00 oleh Kabupaten Nganjuk;

iX. Sejumlah Rp50.000.000,00 oleh Kabupaten Ponorogo;

X. Sejumlah Rp60.000.000,00 oleh Kabupaten Blitar;

Xi. Sejumlah Rp59.000.000,00 oleh Kabupaten Trenggalek;

xii. ~ Sejumlah Rp100.000.000,00 oleh Kabupaten Mojokerto;

xiii.  Sejumlah Rp173.000.000,00 oleh Kabupaten Banyuwangi;
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xiv.  Sejumlah Rp35.000.000,00 oleh Kabupaten Sampang;
xv.  Sejumlah Rp102.000.000,00 oleh Kabupaten Ngawi;

xvi.  Sejumlah Rp50.000.000,00 oleh Kabupaten Pamekasan;
xvii.  Sejumlah Rp72.000.000,00 oleh Kabupaten Lamongan;
xviii.  Sejumlah Rp100.000.000,00 oleh Kabupaten Tuban;

xix.  Sejumlah Rp100.000.000,00 oleh Kabupaten Kediri;

xX.  Sejumlah Rp15.000.000,00 oleh Kabupaten Bondowoso;
xxi.  Sejumlah Rp203.000.000,00 oleh Kabupaten Jember;
xxii.  Sejumlah Rp50.000.000,00 oleh Kabupaten Bangkalan;
xxiii. Sejumlah Rp30.000.000,00 oleh Kabupaten Bojonegro;
xxiv. Sejumlah Rp181.000.000,00 oleh Kabupaten Madiun;
xxv. Sejumlah Rp30.000.000,00 oleh Kabupaten Jombang;
xxvi. Sejumlah Rp337.000.000,00 oleh Kabupaten Pasuruan,
xxvii. Sejumlah Rp50.000.000,00 oleh Kabupaten Situbondo;
xxviii. Sejumlah Rp78.000.000,00 oleh Kabupaten Pacitan;
xxix. Sejumlah Rp50.000.000,00 oleh Kabupaten Magetan; dan
xxX. Sejumlah Rp100.000.000,00 oleh Kota Malang

Bahwa setoran modal dari Pemerintah Daerah Tingkat | jawa Timur sebesar Rp5.000.000.000,00
dan Pemerintah Daerah Tingkat Il Kabupaten/Kotamadya Propinsi Jawa Timur sebesar
Rp2.524.000.000,00 untuk dibukukan dalam modal disetor Perseroan telah disetujui oleh Direktorat
Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat
N0.S.6418/LK/2000 tanggal 29 Desember 2000 Perihal Modal Disetor Perseroan.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 28
tanggal 14 Juni 2001, dibuat oleh Iman Sudjono Hermanto, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya
antara lain (i) persetujuan dan pengesahan penyetoran modal sebesar Rp1.370.000.000,00 yang
dilakukan oleh Pemerintah Kota dan Kabupaten Jawa Timur; dan (ii) menyetujui dan memberikan
kewenangan sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengesahkan tambahan
setoran modal Perseroan yang dilakukan oleh Para Pemegang Saham mulai tanggal 1 Juni 2001
sampai dengan akhir bulan Desember 2001, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai
berikut:

Modal Dasar : Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah), terbagi atas 300.000 (tiga
ratus ribu) saham, yang terdiri dari 153.000 (seratus lima puluh tiga ribu)
saham seri A, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta
Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp153.000.000.000,00 (seratus lima puluh
tiga miliar Rupiah) dan 147.000 (seratus empat puluh tujuh ribu) saham
seri B, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah)
atau seluruhnya bernilai Rp147.000.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh
miliar Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp175.538.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar lima ratus tiga puluh
delapan juta Rupiah) terbagi atas 175.538 (seratus tujuh puluh lima ribu lima
ratus tiga puluh delapan) yang terdiri dari 114.389 saham seri A masing-
masing saham bernilai Rp114.389.000.000,00 dan 61.149 saham seri B
masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 atau seluruhnya bernilai
Rp61.149.000.000,00; dan

Modal Disetor : Rp175.538.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar lima ratus tiga puluh
delapan jutaRupiah) terbagi atas 175.538 (seratus tujuh puluh lima ribu lima
ratus tiga puluh delapan) yang terdiri dari 114.389 saham seri A masing-
masing saham bernilai Rp114.389.000.000,00 dan 61.149 saham seri B
masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 atau seluruhnya bernilai
Rp61.149.000.000,00 atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap
saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

61



bankjatim &

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut
diatas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp1.000.000,00 Nilai Nominal Rp1.000.000,00

No. Pemegang Saham per saham per saham %
Saham A Nilai (Rp) Saham B Nilai (Rp)

Modal Dasar 153.000 153.000.000.000  147.000 147.000.000.000

Modal Ditempatkan

1. Pemerintah Pusat - - 61.149  61.149.000.000 34,83
2. Daerah Tingkat | Provinsi Jawa Timur 79.486 79.486.000.000 - - 4528
3. Daerah Tingkat Il Kabupaten Pamekasan 516 516.000.000 - - 0,29
4. Daerah Tingkat Il Kabupaten Blitar 785 785.000.000 - - 0,45
5. Daerah Tingkat Il Kotamadya Blitar 218 218.000.000 - - 0,12
6. Daerah Tingkat Il Kabupaten Ponorogo 562 562.000.000 - - 0,32
7. Daerah Tingkat Il Kabupaten Pacitan 477 477.000.000 - - 0,27
8. Daerah Tingkat Il Kotamadya Mojokerto 185 185.000.000 - - 0,11
9. Daerah Tingkat Il Kotamadya Malang 1.037 1.037.000.000 - - 0,59
10. Daerah Tingkat Il Kabupaten Tuban 789 789.000.000 - - 0,45
11. Daerah Tingkat Il Kabupaten Bondowoso 224 224.000.000 - - 0,13
12. Daerah Tingkat Il Kabupaten Kediri 1.257 1.257.000.000 - - 0,72
13. Daerah Tingkat Il Kabupaten Trenggalek 438 438.000.000 - - 0,25
14. Daerah Tingkat Il Kabupaten Madiun 642 642.000.000 - - 0,37
15. Daerah Tingkat Il Kota Pasuruan 191 191.000.000 - - 0,11
16. Daerah Tingkat Il Kota Probolinggo 280 280.000.000 - - 0,16
17. Daerah Tingkat Il Kota Surabaya 8.087 8.087.000.000 - - 461
18. Daerah Tingkat Il Kota Madiun 438 438.000.000 - - 0,25
19. Daerah Tingkat Kota Kediri 427 427.000.000 - - 0,24
20. Daerah Tingkat Il Kabupaten Sidoarjo 2.376 2.376.000.000 - - 1,35
21. Daerah Tingkat Il Kabupaten Gresik 719 719.000.000 - - 0,41
22. Daerah Tingkat Il Kabupaten Malang 1.070 1.070.000.000 - - 0,61
23. Daerah Tingkat Il Kabupaten Mojokerto 857 857.000.000 - - 0,49
24, Daerah Tingkat Il Kabupaten Probolinggo 714 714.000.000 - - 0,41
25. Daerah Tingkat Il Kabupaten Pasuruan 1.529 1.529.000.000 - - 0,87
26. Daerah Tingkat Il Kabupaten Bojonegoro 485 485.000.000 - - 0,28
27. Daerah Tingkat Il Kabupaten Magetan 379 379.000.000 - - 0,22
28. Daerah Tingkat Il Kabupaten 668 668.000.000 - - 0,38

Tulungagung

29. Daerah Tingkat Il Kabupaten Lamongan 547 547.000.000 - - 0,31
30. Daerah Tingkat Il Kabupaten Banyuwangi 1.725 1.725.000.000 - - 0,98
31. Daerah Tingkat Il Kabupaten Jember 2.378 2.378.000.000 - - 1,35
32. Daerah Tingkat Il Kabupaten Ngawi 751 751.000.000 - - 0,43
33. Daerah Tingkat || Kabupaten Jombang 447 447.000.000 - - 0,25
34. Daerah Tingkat Il Kabupaten Lumajang 720 720.000.000 - - 0,41
35. Daerah Tingkat Il Kabupaten Sitobondo 619 619.000.000 - - 0,35
36. Daerah Tingkat Il Kabupaten Nganjuk 911 911.000.000 - - 0,52
37. Daerah Tingkat Il Kabupaten Sumenep 424 424.000.000 - - 0,24
38. Daerah Tingkat Il Kabupaten Bangkalan 537 537.000.000 - - 0,31
39. Daerah Tingkat Il Kabupaten Sampang 494 494.000.000 - - 0,28
Jumlah Modal Disetor 114.389  114.389.000.000 61.149 61.149.000.000 100
Jumlah Saham dalam Portepel 38.611 38.611.000.000 85.851  85.851.000.000 -

Penyetoran modal sebesar Rp1.370.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah)
dilakukan oleh Pemerintah Kota dan Kabupaten Jawa Timur dengan perincian sebagai berikut:

i. sejumlah Rp24.000.000,00 oleh Kota Blitar;

il. sejumlah Rp50.000.000,00 oleh Kota Kediri;

iii. sejumlah Rp50.000.000,00 oleh Kabupaten Ponorogo;

iv.  sejumlah Rp70.000.000,00 oleh Kabupaten Blitar;

V. sejumlah Rp100.000.000,00 oleh Kabupaten Mojokerto;

vi.  sejumlah Rp144.000.000,00 oleh Kabupaten Banyuwangi;
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vii.  sejumlah Rp50.000.000,00 oleh Kabupaten Pamekasan;

viii.  sejumlah Rp110.000.000,00 oleh Kabupaten Ngawi;

iXx.  sejumlah Rp100.000.000,00 oleh Kabupaten Tuban;

X. sejumlah Rp100.000.000,00 oleh Kabupaten Kediri;

Xi.  sejumlah Rp15.000.000,00 oleh Kabupaten Bondowoso;

xii.  sejumlah Rp75.000.000,00 oleh Kabupaten Jember;

xiii.  sejumlah Rp40.000.000,00 oleh Kabupaten Bangkalan.

xiv. sejumlah Rp30.000.000,00 oleh Kabupaten Bojonegoro

Xv.  sejumlah Rp50.000.000,00 oleh Kabupaten Madiun;

xvi. sejumlah Rp110.000.000,00 oleh Kabupaten Pasuruan;

xvii. sejumlah Rp77.000.000,00 oleh Kabupaten Pacitan;

xviii. sejumlah Rp100.000.000,00 oleh Kabupaten Lumajang; dan
xiX. sejumlah Rp75.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Tahun 2002

a.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan
No. 105 tanggal 25 Juni 2002, dibuat oleh Iman Sudjono Hermanto, S.H., Notaris di Surabaya
yang isinya antara lain sehubungan dengan persetujuan untuk meningkatkan modal dasar
Perseroan dari semula Rp300.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp750.000.000.000,00 terbagi
atas saham seri A sebanyak 500.000 lembar dan saham seri B sebanyak 250.000 lembar masing-
masing dengan nominal Rp1.000.000,00 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 82 tanggal
21 Mei 2002, dibuat dihadapan Iman Sudjono Hermanto, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya
sehubungan dengan pengesahan penerimaan tambahan setoran modal atau pengeluaran modal
dalam portopolio dalam Perseroan yang disetor atau diambil bagian oleh (i) Pemerintah Kabupaten
Lumajang sebanyak 90 saham atau sebesar Rp90.000.000,00 dan (ii) Pemerintah Kabupaten
Tuban sebanyak 50 saham atau sebesar Rp50.000.000,00 juncto Akta Pernyataan Keputusan
Rapat No. 83 tanggal 21 Mei 2002, dibuat dihadapan Iman Sudjono Hermanto, S.H., Notaris di
Surabaya,yang isinya sehubungan dengan pengesahan penerimaan tambahan setoran modal
atau pengeluaran modal dalam portopolio dalam Perseroan yang disetor atau diambil bagian oleh
(i) Propinsi Jawa Timur, (ii) Kabupaten Pamekasan, (iii) Kabupaten Blitar, (iv) Kota Blitar,
(v) Kabupaten Ponorogo, (vi) Kabupaten Pacitan, (vii) Kota Mojokerto, (vii) Kota Malang,
(ix) Kabupaten Tuban, (x) Kabupaten Bondowoso, (xi) Kabupaten Kediri, (xii) Kabupaten Trenggalek,
(xiii) Kabupaten Madiun, (ix) Kota Pasuruan (d/h Daerah Tingkat Il Kotamadya Pasuruan),
(x) Kota Probolinggo (d/h Daerah Tingkat Il Kotamadya Probolinggo) yang seluruhnya sebanyak
39.923 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tiga) saham atau sebesar
Rp39.923.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta Rupiah)
sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluhmiliar Rupiah), terbagi atas
750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) saham, yang terdiri dari seri A sebanyak
500.000 (lima ratus ribu) saham dan seri B sebanyak 250.000 (dua ratus
lima puluh ribu), masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,00
(satu juta Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp215.601.000.000,00 (dua ratus lima belas miliar enam ratus satu juta
Rupiah) terbagi atas 215.601 (dua ratus lima belas ribu enam ratus satu)
saham yang terdiri dari 154.452 saham seri A (118.618 saham seri A milik
Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan 35.834 saham seri A milik Pemerintah
Kabupaten/Kota) dan 61.149 saham seri B ; dan

Modal Disetor : Rp215.601.000.000,00 (dua ratus lima belas miliar enam ratus satu juta
Rupiah) terbagi atas 215.601 (dua ratus lima belas ribu enam ratus satu)
saham yang terdiri dari 154.452 saham seri A (118.618 saham seri A milik
Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan 35.834 saham seri A milik Pemerintah
Kabupaten/Kota) dan 61.149 saham seri B atau 100% (seratus persen) dari
nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.
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Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut
dia atas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp1.000.000,00 Nilai Nominal Rp1.000.000,00

No. Pemegang Saham per saham per saham %
Saham A Nilai (Rp) Saham B Nilai (Rp)

Modal Dasar 500.000  500.000.000.000 250.000 250.000.000.000

Modal Ditempatkan

1. Pemerintah Pusat 61.149 61.149.000.000 28,36

2. Propinsi Jawa Timur (d/h Daerah Tingkat 118.618 118.618.000.000 - - 55,02
| Provinsi Jawa Timur)

3. Kota Surabaya (d/h Daerah Tingkat || 8.087 8.087.000.000 3,75
Kota Surabaya)

4. Kota Malang (d/h Daerah Tingkat Il Kota 1.142 1.142.000.000 - - 0,53
Malang)

5. Kota Madiun (d/h Daerah Tingkat Il Kota 438 438.000.000 - - 0,20
Madiun)

6. Kota Mojokerto (d/h Daerah Tingkat Il 285 285.000.000 - - 0,13
Kota Mojokerto)

7. Kota Kediri (d/h Daerah Tingkat Il Kota 427 427.000.000 - - 0,20
Kediri)

8. Kota Probolinggo (d/h Daerah Tingkat Il 295 295.000.000 - - 0,14
Kota Probolinggo)

9. Kota Blitar (d/h Daerah Tingkat Il Kota 242 242.000.000 - - 011
Blitar)

10. Kota Pasuruan (d/h Daerah Tingkat Il 206 206.000.000 - - 0,10
Kota Pasuruan)

11. Kabupaten Gresik (d/h Daerah Tingkat 11 719 719.000.000 - - 0,33
Kabupaten Gresik)

12. Kabupaten Malang (d/h Daerah Tingkat 1.070 1.070.000.000 - - 0,50
Il Kabupaten Malang)

13. Kabupaten Mojokerto (d/h Daerah 857 857.000.000 - - 0,40
Tingkat Il Kabupaten Mojokerto)

14. Kabupaten Madiun (d/h Daerah Tingkat 742 742.000.000 - - 0,34
Il Kabupaten Madiun)

15. Kabupaten Kediri (d/h Daerah Tingkat Il 1.357 1.357.000.000 - - 0,63
Kabupaten Kediri)

16. Kabupaten Probolinggo (d/h Daerah 714 714.000.000 - - 0,33
Tingkat II Kabupaten Probolinggo)

17. Kabupaten Blitar (d/h Daerah Tingkat Il 815 815.000.000 - - 0,38
Kabupaten Blitar)

18. Kabupaten Pasuruan (d/h Daerah 1.529 1.529.000.000 - - 0,71
Tingkat Il Kabupaten Pasuruan)

19. Kabupaten Bojonegoro (d/h Daerah 485 485.000.000 - - 0,22
Tingkat Il Kabupaten Bojonegoro)

20. Kabupaten magetan (d/h Daerah 379 379.000.000 - - 0,18
Tingkat Il Kabupaten Magetan)

21. Kabupaten Tulungagung (d/h Daerah 668 668.000.000 - - 0,31
Tingkat Il Kabupaten Tulungagung)

22. Kabupaten Trenggalek (d/h Daerah 498 498.000.000 - - 0,23
Tingkat Il Kabupaten Trenggalek)

23. Kabupaten Pacitan (d/h Daerah Tingkat 554 554.000.000 - - 0,26
Il Kabupaten Pacitan)

24, Kabupaten Lamongan (d/h Daerah 547 547.000.000 - - 0,25
Tingkat I Kabupaten Lamongan)

25. Kabupaten Ponorogo (d/h Daerah 612 612.000.000 - - 0,28
Tingkat Il Kabupaten Ponorogo)

26. Kabupaten Banyuwangi (d/h Daerah 1.725 1.725.000.000 - - 0,80
Tingkat I Kabupaten Banyuwangi)

27. Kabupaten Tuban (d/h Daerah Tingkat Il 889 889.000.000 - - 0,41
Kabupaten Tuban)

28. Kabupaten Jember (d/h Daerah Tingkat 2.378 2.378.000.000 - - 1,10

Il Kabupaten Jember)
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Nilai Nominal Rp1.000.000,00 Nilai Nominal Rp1.000.000,00

No. Pemegang Saham per saham per saham %
Saham A Nilai (Rp) Saham B Nilai (Rp)

29. Kabupaten Ngawi (d/h Daerah Tingkat Il 751 751.000.000 - - 0,35
Kabupaten Ngawi)

30. Kabupaten Jombang (d/h Daerah 447 447.000.000 - - 0,21
Tingkat II Kabupaten Jombang)

31. Kabupaten Bondowoso (d/h Daerah 239 239.000.000 - - 0,11
Tingkat || Kabupaten Bondowoso)

32. Kabupaten Lumajang (d/h Daerah 810 810.000.000 - - 0,38
Tingkat || Kabupaten Lumajang)

33. Kabupaten Sidoarjo (d/h Daerah Tingkat 2.376 2.376.000.000 - - 1,10
Il Kabupaten Sidoarjo)

34. Kabupaten Situbondo (d/h Daerah 619 619.000.000 - - 0,29
Tingkat Il Kabupaten Situbondo)

35. Kabupaten Nganjuk (d/h Daerah Tingkat 911 911.000.000 - - 0,42
Il Kabupaten Nganjuk)

36. Kabupaten Pamekasan (d/h Daerah 566 566.000.000 - - 0,26
Tingkat | Kabupaten Pamekasan)

37. Kabupaten Sumenep (d/h Daerah 424 424.000.000 - - 0,20
Tingkat I Kabupaten Sumenep)

38. Kabupaten Bangkalan (d/h Daerah 537 537.000.000 - - 0,25
Tingkat Il Kabupaten Bangkalan)

39. Kabupaten Sampang (d/h Daerah 494 494.000.000 - - 0,23
Tingkat Il Kabupaten Sampang)

Jumlah Modal Disetor 154.452  154.452.000.000 61.149  61.149.000.000 100

Jumlah Saham dalam Portepel 345.548 345.548.000.000 188.851  188.851.000.000

Bahwa Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 105tanggal
25 Juni 2002, dibuat oleh Iman Sudjono Hermanto, S.H., Notaris di Surabaya telah memperoleh
persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana
ternyata dalam Surat Keputusan No.C-24287 HT.01.04.TH.2002 tanggal 19 Desember 2002, telah
didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP di kantor pendaftaran perusahaan
di Kota Surabaya No0.1282/BH.13.01/JUNI/2003 dengan TDP No. 130116511628 tanggal
23 Juni 2003 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No.63 tanggal 8 Agustus 2003, Tambahan
No.6551.

Bahwaberdasarkan RapatUmumPemegang Saham Tahunan Perseroanyangtelahdiselenggarakan
pada tanggal 25 Juni 2002 diperoleh persetujuan untuk melakukan pembelian saham yang dimiliki
oleh Pemerintah Pusat oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam rangka penyelesaian program
rekapitalisasi sebanyak 61.149 saham seri B oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Sebagai tindak
lanjut dari persetujuan tersebut telah dilakukan jual beli saham diantara Pemerintah Republik
Indonesia dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Saham
Negara pada Perseroan tertanggal 14 Agustus 2002.

Sehingga susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana
tersebut diatas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp1.000.000,00 Nilai Nominal
No. Pemegang Saham per saham Rp1.000.000,00 per saham %
Saham A Nilai (Rp) Saham B Nilai (Rp)
Modal Dasar 500.000 500.000.000.000 250.000 250.000.000.000

Modal Ditempatkan

1. Propinsi Jawa Timur (d/h Daerah Tingkat | 118.618  118.618.000.000 61.149 61.149.000.000 83,38
Provinsi Jawa Timur)

2. Kota Surabaya (d/h Daerah Tingkat Il 8.087 8.087.000.000 3,75
Kota Surabaya)

3. Kota Malang (d/h Daerah Tingkat Il Kota 1.142 1.142.000.000 - - 0,53
Malang)

4. Kota Madiun (d/h Daerah Tingkat Il Kota 438 438.000.000 - - 0,20
Madiun)
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Nilai Nominal Rp1.000.000,00 Nilai Nominal
No. Pemegang Saham per saham Rp1.000.000,00 per saham %
Saham A Nilai (Rp) Saham B Nilai (Rp)

5. Kota Mojokerto (d/h Daerah Tingkat Il 285 285.000.000 - - 0,13
Kota Mojokerto)

6. Kota Kediri (d/h Daerah Tingkat Il Kota 427 427.000.000 - - 0,20
Kediri)

7. Kota Probolinggo (d/h Daerah Tingkat Il 295 295.000.000 - - 0,14
Kota Probolinggo)

8. Kota Blitar (d/h Daerah Tingkat Il Kota 242 242.000.000 - - 0,11
Blitar)

9. Kota Pasuruan (d/h Daerah Tingkat Il 206 206.000.000 - - 0,10
Kota Pasuruan)

10. Kabupaten Gresik (d/h Daerah Tingkat I 719 719.000.000 - - 0,33
Kabupaten Gresik)

11. Kabupaten Malang (d/h Daerah Tingkat Il 1.070 1.070.000.000 - - 0,50
Kabupaten Malang)

12. Kabupaten Mojokerto (d/h Daerah 857 857.000.000 - - 0,40
Tingkat Il Kabupaten Mojokerto)

13. Kabupaten Madiun (d/h Daerah Tingkat Il 742 742.000.000 - - 0,34
Kabupaten Madiun)

14. Kabupaten Kediri (d/h Daerah Tingkat Il 1.357 1.357.000.000 - - 0,63
Kabupaten Kediri)

15. Kabupaten Probolinggo (d/h Daerah 714 714.000.000 - - 0,33
Tingkat Il Kabupaten Probolinggo)

16. Kabupaten Blitar (d/h Daerah Tingkat I 815 815.000.000 - - 0,38
Kabupaten Blitar)

17. Kabupaten Pasuruan (d/h Daerah 1.529 1.529.000.000 - - 0,71
Tingkat Il Kabupaten Pasuruan)

18. Kabupaten Bojonegoro (d/h Daerah 485 485.000.000 - - 0,22
Tingkat Il Kabupaten Bojonegoro)

19. Kabupaten magetan (d/h Daerah Tingkat 379 379.000.000 - - 0,18
Il Kabupaten Magetan)

20. Kabupaten Tulungagung (d/h Daerah 668 668.000.000 - - 0,31
Tingkat || Kabupaten Tulungagung)

21. Kabupaten Trenggalek (d/h Daerah 498 498.000.000 - - 0,23
Tingkat Il Kabupaten Trenggalek)

22. Kabupaten Pacitan (d/h Daerah Tingkat Il 554 554.000.000 - - 0,26
Kabupaten Pacitan)

23. Kabupaten Lamongan (d/h Daerah 547 547.000.000 - - 0,25
Tingkat Il Kabupaten Lamongan)

24. Kabupaten Ponorogo (d/h Daerah 612 612.000.000 - - 0,28
Tingkat Il Kabupaten Ponorogo)

25. Kabupaten Banyuwangi (d/h Daerah 1.725 1.725.000.000 - - 0,80
Tingkat Il Kabupaten Banyuwangi)

26. Kabupaten Tuban (d/h Daerah Tingkat Il 889 889.000.000 - - 0,41
Kabupaten Tuban)

27. Kabupaten Jember (d/h Daerah Tingkat Il 2.378 2.378.000.000 - - 1,10
Kabupaten Jember)

28. Kabupaten Ngawi (d/h Daerah Tingkat Il 751 751.000.000 - - 0,35
Kabupaten Ngawi)

29. Kabupaten Jombang (d/h Daerah Tingkat 447 447.000.000 - - 0,21
Il Kabupaten Jombang)

30. Kabupaten Bondowoso (d/h Daerah 239 239.000.000 - - 0,11
Tingkat Il Kabupaten Bondowoso)

31. Kabupaten Lumajang (d/h Daerah 810 810.000.000 - - 0,38
Tingkat Il Kabupaten Lumajang)

32. Kabupaten Sidoarjo (d/h Daerah Tingkat 2.376 2.376.000.000 - - 1,10
Il Kabupaten Sidoarjo)

33. Kabupaten Situbondo (d/h Daerah 619 619.000.000 - - 0,29
Tingkat Il Kabupaten Situbondo)

34. Kabupaten Nganjuk (d/h Daerah Tingkat 911 911.000.000 - - 0,42

Il Kabupaten Nganjuk)
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C.

Nilai Nominal Rp1.000.000,00 Nilai Nominal
No. Pemegang Saham per saham Rp1.000.000,00 per saham %
Saham A Nilai (Rp) Saham B Nilai (Rp)
35. Kabupaten Pamekasan (d/h Daerah 566 566.000.000 - - 0,26
Tingkat Il Kabupaten Pamekasan)
36. Kabupaten Sumenep (d/h Daerah 424 424.000.000 - - 0,20
Tingkat Il Kabupaten Sumenep)
37. Kabupaten Bangkalan (d/h Daerah 537 537.000.000 - - 0,25
Tingkat Il Kabupaten Bangkalan)
38. Kabupaten Sampang (d/h Daerah 494 494.000.000 - - 0,23
Tingkat Il Kabupaten Sampang)
Jumlah Modal Disetor 154.452 154.452.000.000 61.149 61.149.000.000 100
Jumlah Saham dalam Portepel 345.548 345.548.000.000 188.851  188.851.000.000

Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Perseroan
No. 104 tanggal 25 Juni 2002, dibuat oleh Imam Sudjono Hermanto, S.H., Notaris di Surabaya,
yang isinya antara lain sehubungan dengan persetujuan untuk (i) menerima Pemerintah
Kota Batu sebagai Pemegang Saham seri A Perseroan dan (ii) pengesahan setoran modal
sebesar Rp504.000.000,00 (lima ratus empat juta rupiah) yang disetor oleh (a) Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah),
(b) Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),
(c) Pemerintah Kabupaten Lumajang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),
(d) Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah),
(e) Pemerintah Kota Probolinggo sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah),
(f) Pemerintah Kota Batu Malang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan
(g) Pemerintah Kabupaten Pacitan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah),
sehingga susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp1.000.000,00 Nilai Nominal Rp1.000.000,00

No. Pemegang Saham per saham per saham %
Saham A Nilai (Rp) Saham B Nilai (Rp)

Modal Dasar 500.000  500.000.000.000  250.000 250.000.000.000

Modal Ditempatkan

1. Propinsi Jawa Timur (d/h Daerah 118.618 118.618.000.000 61.149 61.149.000.000 83,37
Tingkat | Provinsi Jawa Timur)

2. Kota Surabaya (d/h Daerah Tingkat Il 8.087 8.087.000.000 3,74
Kota Surabaya)

3. Kota Malang (d/h Daerah Tingkat Il 1.142 1.142.000.000 - - 0,52
Kota Malang)

4. Kota Madiun (d/h Daerah Tingkat Il 438 438.000.000 - - 0,19
Kota Madiun)

5. Kota Mojokerto (d/h Daerah Tingkat Il 285 285.000.000 - - 0,13
Kota Mojokerto)

6. Kota Kediri (d/h Daerah Tingkat Il Kota 427 427.000.000 - - 0,19
Kediri)

7. Kota Probolinggo (d/h Daerah Tingkat |1 310 310.000.000 - - 0,14
Kota Probolinggo)

8. Kota Blitar (d/h Daerah Tingkat Il Kota 242 242.000.000 - - 0,11
Blitar)

9. Kota Pasuruan (d/h Daerah Tingkat Il 206 206.000.000 - - 0,09
Kota Pasuruan)

10. Kabupaten Gresik (d/h Daerah Tingkat 719 719.000.000 - - 0,33
Il Kabupaten Gresik)

11. Kabupaten Malang (d/h Daerah Tingkat 1.070 1.070.000.000 - - 0,49
Il Kabupaten Malang)

12. Kabupaten Mojokerto (d/h Daerah 907 907.000.000 - - 0,41
Tingkat Il Kabupaten Mojokerto)

13. Kabupaten Madiun (d/h Daerah Tingkat 742 742.000.000 - - 0,34
Il Kabupaten Madiun)

14. Kabupaten Kediri (d/h Daerah Tingkat I 1.357 1.357.000.000 - - 0,62

Kabupaten Kediri)
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Nilai Nominal Rp1.000.000,00

Nilai Nominal Rp1.000.000,00

No. Pemegang Saham per saham per saham %
Saham A Nilai (Rp) Saham B Nilai (Rp)

15. Kabupaten Probolinggo (d/h Daerah 714 714.000.000 - - 0,33
Tingkat Il Kabupaten Probolinggo)

16. Kabupaten Blitar (d/h Daerah Tingkat || 815 815.000.000 - - 0,37
Kabupaten Blitar)

17. Kabupaten Pasuruan (d/h Daerah 1.529 1.529.000.000 - - 0,7
Tingkat Il Kabupaten Pasuruan)

18. Kabupaten Bojonegoro (d/h Daerah 485 485.000.000 - - 0,22
Tingkat Il Kabupaten Bojonegoro)

19. Kabupaten magetan (d/h Daerah 379 379.000.000 - - 0,17
Tingkat Il Kabupaten Magetan)

20. Kabupaten Tulungagung (d/h Daerah 668 668.000.000 - - 0,3
Tingkat Il Kabupaten Tulungagung)

21. Kabupaten Trenggalek (d/h Daerah 498 498.000.000 - - 0,23
Tingkat || Kabupaten Trenggalek)

22. Kabupaten Pacitan (d/h Daerah Tingkat 634 634.000.000 - - 0,29
Il Kabupaten Pacitan)

23. Kabupaten Lamongan (d/h Daerah 547 547.000.000 - - 0,25
Tingkat || Kabupaten Lamongan)

24. Kabupaten Ponorogo (d/h Daerah 612 612.000.000 - - 0,28
Tingkat Il Kabupaten Ponorogo)

25. Kabupaten Banyuwangi (d/h Daerah 1.869* 1.869.000.000 - - 0,86
Tingkat Il Kabupaten Banyuwangi)

26. Kabupaten Tuban (d/h Daerah Tingkat 889 889.000.000 - - 0,41
Il Kabupaten Tuban)

27. Kabupaten Jember (d/h Daerah Tingkat 2.378 2.378.000.000 - - 11
Il Kabupaten Jember)

28. Kabupaten Ngawi (d/h Daerah Tingkat 751 751.000.000 - - 0,34
Il Kabupaten Ngawi)

29. Kabupaten Jombang (d/h Daerah 447 447.000.000 - - 0,2
Tingkat Il Kabupaten Jombang)

30. Kabupaten Bondowoso (d/h Daerah 254 254.000.000 - - 0,11
Tingkat Il Kabupaten Bondowoso)

31. Kabupaten Lumajang (d/h Daerah 910 910.000.000 - - 0,42
Tingkat Il Kabupaten Lumajang)

32. Kabupaten Sidoarjo (d/h Daerah 2.376 2.376.000.000 - - 1,1
Tingkat Il Kabupaten Sidoarjo)

33. Kabupaten Situbondo (d/h Daerah 619 619.000.000 - - 0,28
Tingkat Il Kabupaten Situbondo)

34. Kabupaten Nganjuk (d/h Daerah 911 911.000.000 - - 0,42
Tingkat Il Kabupaten Nganjuk)

35. Kabupaten Pamekasan (d/h Daerah 566 566.000.000 - - 0,26
Tingkat Il Kabupaten Pamekasan)

36. Kabupaten Sumenep (d/h Daerah 424 424.000.000 - - 0,19
Tingkat Il Kabupaten Sumenep)

37. Kabupaten Bangkalan (d/h Daerah 537 537.000.000 - - 0,24
Tingkat Il Kabupaten Bangkalan)

38. Kabupaten Sampang (d/h Daerah 494 494.000.000 - - 0,22
Tingkat Il Kabupaten Sampang)

39. Kota Batu (d/h daerah Tingkat I 100 100.000.000 - - 0,04
Kotamadya Batu Malang)

Jumlah Modal Disetor 154.452  154.452.000.000 61.149  61.149.000.000 100

Jumlah Saham dalam Portepel 345.548 345.548.000.000 188.851 188.851.000.000
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100% atau sejumlah 216.105 saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan
dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp216.105.000.000,00 telah disetor
secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i). sejumlah
Rp154.452.000.000,00 merupakan penyetoran modal lama yang telah disetor sebelumnya; dan
(ii) sejumlah Rp504.000.000,00 merupakan setoran dengan uang tunai masing-masing sebagai
berikut:

i. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp144.000.000,00;

i. Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebesar Rp50.000.000,00;

iii. Pemerintah Kabupaten Lumajang sebesar Rp100.000.000,00;

iv. Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebesar Rp15.000.000,00;

v. Pemerintah Kota Probolinggo sebesar Rp15.000.000,00;

vi. Pemerintah Kota Batu Malang sebesar Rp100.000.000,00; dan

vii. Pemerintah Kabupaten Pacitan sebesar Rp80.000.000,00.

Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara RapatUmum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan
No. 40 tanggal 14 Nopember 2002, dibuat oleh Iman Sudjono Hermanto, S.H., Notaris di Surabaya,
yang isinya antara lain sehubungan dengan persetujuan pengalihan 61.149 saham seri B menjadi
61.149 saham seri A milik Pemerintah Propinsi Jawa Timur, sehingga susunan pemegang saham
Perseroan menjadi sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp1.000.000,00 Nilai Nominal
No. Pemegang Saham per saham Rp1.000.000,00 per saham %
Saham A Nilai (Rp) Saham B Nilai (Rp)

Modal Dasar 500.000  500.000.000.000 250.000 250.000.000.000

Modal Ditempatkan

1. Propinsi Jawa Timur (d/h Daerah Tingkat ~ 179.767 179.767.000.000 - - 83,19
| Provinsi Jawa Timur)

2. Kota Surabaya (d/h Daerah Tingkat Il 8.087 8.087.000.000 - - 3,74
Kota Surabaya)

3. Kota Malang (d/h Daerah Tingkat Il Kota 1.142 1.142.000.000 - - 0,53
Malang)

4. Kota Madiun (d/h Daerah Tingkat Il Kota 438 438.000.000 - - 0,20
Madiun)

5. Kota Mojokerto (d/h Daerah Tingkat Il 285 285.000.000 - - 0,13
Kota Mojokerto)

6. Kota Kediri (d/h Daerah Tingkat Il Kota 427 427.000.000 - - 0,20
Kediri)

7. Kota Probolinggo (d/h Daerah Tingkat Il 310 310.000.000 - - 0,14
Kota Probolinggo)

8. Kota Blitar (d/h Daerah Tingkat Il Kota 242 242.000.000 - - 0,11
Blitar)

9. Kota Pasuruan (d/h Daerah Tingkat Il 206 206.000.000 - - 0,10
Kota Pasuruan)

10. Kabupaten Gresik (d/h Daerah Tingkat Il 719 719.000.000 - - 0,33
Kabupaten Gresik)

11. Kabupaten Malang (d/h Daerah Tingkat I 1.070 1.070.000.000 - - 0,50
Kabupaten Malang)

12. Kabupaten Mojokerto (d/h Daerah 907 907.000.000 - - 0,42
Tingkat |l Kabupaten Mojokerto)

13. Kabupaten Madiun (d/h Daerah Tingkat || 742 742.000.000 - - 0,34
Kabupaten Madiun)

14. Kabupaten Kediri (d/h Daerah Tingkat II 1.357 1.357.000.000 - - 0,63
Kabupaten Kediri)

15. Kabupaten Probolinggo (d/h Daerah 714 714.000.000 - - 0,33
Tingkat |l Kabupaten Probolinggo)

16. Kabupaten Blitar (d/h Daerah Tingkat Il 815 815.000.000 - - 0,38

Kabupaten Blitar)
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Nilai Nominal Rp1.000.000,00 Nilai Nominal
No. Pemegang Saham per saham Rp1.000.000,00 per saham %
Saham A Nilai (Rp) Saham B Nilai (Rp)

17. Kabupaten Pasuruan (d/h Daerah 1.529 1.529.000.000 - - 0,71
Tingkat II Kabupaten Pasuruan)

18. Kabupaten Bojonegoro (d/h Daerah 485 485.000.000 - - 0,22
Tingkat II Kabupaten Bojonegoro)

19. Kabupaten magetan (d/h Daerah Tingkat 379 379.000.000 - - 0,18
Il Kabupaten Magetan)

20. Kabupaten Tulungagung (d’h Daerah 668 668.000.000 - - 0,31
Tingkat Il Kabupaten Tulungagung)

21. Kabupaten Trenggalek (d/h Daerah 498 498.000.000 - - 0,23
Tingkat II Kabupaten Trenggalek)

22. Kabupaten Pacitan (d/h Daerah Tingkat 634 634.000.000 - - 0,29
Il Kabupaten Pacitan)

23. Kabupaten Lamongan (d/h Daerah 547 547.000.000 - - 0,25
Tingkat Il Kabupaten Lamongan)

24, Kabupaten Ponorogo (d/h Daerah 612 612.000.000 - - 0,28
Tingkat || Kabupaten Ponorogo)

25. Kabupaten Banyuwangi (d/h Daerah 1.869 1.869.000.000 - - 0,86
Tingkat I Kabupaten Banyuwangi)

26. Kabupaten Tuban (d/h Daerah Tingkat Il 889 889.000.000 - - 0,41
Kabupaten Tuban)

27. Kabupaten Jember (d/h Daerah Tingkat 2.378 2.378.000.000 - - 1,10
Il Kabupaten Jember)

28. Kabupaten Ngawi (d/h Daerah Tingkat Il 751 751.000.000 - - 0,35
Kabupaten Ngawi)

29. Kabupaten Jombang (d/h Daerah Tingkat 447 447.000.000 - - 0,21
Il Kabupaten Jombang)

30. Kabupaten Bondowoso (d/h Daerah 254 254.000.000 - - 0,12
Tingkat || Kabupaten Bondowoso)

31. Kabupaten Lumajang (d/h Daerah 910 910.000.000 - - 0,42
Tingkat Il Kabupaten Lumajang)

32. Kabupaten Sidoarjo (d/h Daerah Tingkat 2.376 2.376.000.000 - - 1,10
Il Kabupaten Sidoarjo)

33. Kabupaten Situbondo (d/h Daerah 619 619.000.000 - - 0,29
Tingkat || Kabupaten Situbondo)

34. Kabupaten Nganjuk (d/h Daerah Tingkat 911 911.000.000 - - 0,42
Il Kabupaten Nganjuk)

35. Kabupaten Pamekasan (d/h Daerah 566 566.000.000 - - 0,26
Tingkat || Kabupaten Pamekasan)

36. Kabupaten Sumenep (d/h Daerah 424 424.000.000 - - 0,20
Tingkat Il Kabupaten Sumenep)

37. Kabupaten Bangkalan (d/h Daerah 537 537.000.000 - - 0,25
Tingkat || Kabupaten Bangkalan)

38. Kabupaten Sampang (d/h Daerah 494 494.000.000 - - 0,23
Tingkat Il Kabupaten Sampang)

39. Kota Batu (d/h daerah Tingkat Il 100 100.000.000 - - 0,04
Kotamadya Batu Malang)

Jumlah Modal Disetor 216.105  216.105.000.000 - - 100

Jumlah Saham dalam Portepel 283.895 283.895.000.000  250.000 250.000.000.000
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Tahun 2003

a.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 92 tanggal 24 April 2003, dibuat dihadapan
Iman Sudjono Hermanto, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya antara lain sehubungan dengan
pengesahan penerimaan tambahan setoran modal atau pengeluaran modal dalam portopolio
dalam Perseroan sebesar Rp6.565.000.000,00, sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi

sebagai berikut:

Modal Dasar

Modal Ditempatkan

Modal Disetor

: Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluhmiliar Rupiah), terbagi atas

750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) saham, yang terdiri dari 500.000 (lima
ratus ribu) saham seri A, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00
(satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp500.000.000.000,00 (lima
ratusmiliar Rupiah) dan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri
B, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau
seluruhnya bernilai Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar
Rupiah);

: Rp222.670.000.000 (dua ratus dua puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh

juta Rupiah) terbagi atas222.670 (dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus
tujuh puluh sembilan) saham seri A; dan

: Rp222.670.000.000 (dua ratus dua puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh

juta Rupiah) terbagi atas222.670 (dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus
tujuh puluh sembilan) saham seri A atau 100% (seratus persen) dari nilai
nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut
diaatas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp1.000.000,00 Nilai Nominal Rp1.000.000,00

No. Pemegang Saham per saham per saham %
Saham A Nilai (Rp) Saham B Nilai (Rp)

Modal Dasar 500.000 500.000.000.000 250.000 250.000.000.000

Modal Ditempatkan

1. Daerah Tingkat | Provinsi Jawa Timur 180.883*  180.833.000.000 - - 81,24

2. Kabupaten Pamekasan (d/h Daerah 616* 616.000.000 - - 0,28
Tingkat Il Kabupaten Pamekasan)

3. Kabupaten Blitar (d/h Daerah Tingkat Il 815 815.000.000 - - 0,37
Kabupaten Blitar)

4. Kota Blitar (d/h Daerah Tingkat Il 242 242.000.000 - - 0,11
Kotamadya Blitar)

5. KabupatenPonorogo (d/h Daerah Tingkat 612 612.000.000 - - 0,27
Il Kabupaten Ponorogo)

6. KabupatenPacitan (d/h Daerah Tingkat Il 634 634.000.000 - - 028
Kabupaten Pacitan)

7. Kota Mojokerto (d/h Daerah Tingkat Il 605* 605.000.000 - - 0,27
Kotamadya Mojokerto)

8. Kota Malang (d/h Daerah Tingkat I 1.142 1.142.000.000 - - 0,51
Kotamadya Malang)

9. KabupatenTuban (d/h Daerah Tingkat Il 1.250* 1.250.000.000 - - 0,56
Kabupaten Tuban)

10. KabupatenBondowoso (d/h Daerah 254 254.000.000 - - 0,11
Tingkat Il Kabupaten Bondowoso)

11. Kabupaten Kediri (d/h Daerah Tingkat Il 1.457* 1.457.000.000 - - 0,65
Kabupaten Kediri)

12. Kabupaten Trenggalek (d/h Daerah 648* 648.000.000 - - 0,29
Tingkat Il Kabupaten Trenggalek)

13. Kabupaten Madiun (d/h Daerah Tingkat Il 742 742.000.000 - - 0,33

Kabupaten Madiun)
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Nilai Nominal Rp1.000.000,00 Nilai Nominal Rp1.000.000,00

No. Pemegang Saham per saham per saham %
Saham A Nilai (Rp) Saham B Nilai (Rp)

14. Kota Pasuruan(d/h Daerah Tingkat || 206 206.000.000 - - 0,09
Kotamadya Pasuruan)

15. Kota Probolinggo (d/h Daerah Tingkat Il 310* 310.000.000 - - 0,14
Kotamadya Probolinggo)

16. Kota Surabaya (d/h Daerah Tingkat Il 11.062* 11.062.000.000 - - 4,97
Kotamadya Surabaya)

17. Kota Madiun (d/h Daerah Tingkat Il 438 438.000.000 - - 0,20
Kotamadya Madiun)

18. Kota Kediri (d/h Daerah Tingkat Il 427 427.000.000 - - 0,19
Kotamadya Kediri)

19. KabupatenSidoarjo (d/h Daerah Tingkat || 2.376 2.376.000.000 - - 1,07
Kabupaten Sidoarjo)

20. Kabupaten Gresik (d/h Daerah Tingkat I 719 719.000.000 - - 0,33
Kabupaten Gresik)

21. Kabupaten Malang (d/h Daerah Tingkat Il 1.070 1.070.000.000 - - 0,48
Kabupaten Malang)

22. KabupatenMojokerto (d/h Daerah Tingkat 1.367* 1.367.000.000 - - 0,61
Il Kabupaten Mojokerto)

23. KabupatenProbolinggo (d/h Daerah 714 714.000.000 - - 0,32
Tingkat Il Kabupaten Probolinggo)

24. Kabupaten Pasuruan (d/h Daerah Tingkat 1.529 1.529.000.000 - - 0,69
Il Kabupaten Pasuruan)

25. Kabupaten Bojonegoro (d/h Daerah 485 485.000.000 - - 0,22
Tingkat Il Kabupaten Bojonegoro)

26. Kabupaten Magetan (d/h Daerah Tingkat 379 379.000.000 - - 0,17
Il Kabupaten Magetan)

27. Kabupaten Tulungagung (d/h Daerah 668 668.000.000 - - 0,30
Tingkat Il Kabupaten Tulungagung)

28. Kabupaten Lamongan (d/h Daerah 547 547.000.000 - - 0,25
Tingkat Il Kabupaten Lamongan)

29. Kabupaten Banyuwangi (d/h Daerah 2.087* 2.087.000.000 - - 0,94
Tingkat I Kabupaten Banyuwangi)

30. KabupatenJember (d/h Daerah Tingkat Il 2.378 2.378.000.000 - - 1,07
Kabupaten Jember)

31. KabupatenNgawi (Daerah Tingkat Il 889* 889.000.000 - - 0,40
Kabupaten Ngawi)

32. KabupatenJombang (d/h Daerah Tingkat 447 447.000.000 - - 0,20
Il Kabupaten Jombang)

33. Kabupaten Lumajang (d/h Daerah 1.208* 1.208.000.000 - - 0,54
Tingkat Il Kabupaten Lumajang)

34. Kabupaten Sitobondo (d/h Daerah 619 619.000.000 - - 0,28
Tingkat Il Kabupaten Sitobondo)

35. Kabupaten Nganjuk (d/h Daerah Tingkat 911 911.000.000 - - 0,41
Il Kabupaten Nganjuk)

36. Kabupaten Sumenep (d/h Daerah Tingkat 424 424.000.000 - - 0,19
Il Kabupaten Sumenep)

37. KabupatenBangkalan (d/h Daerah 734 734.000.000 - - 0,33
Tingkat Il Kabupaten Bangkalan)

38. Kabupaten Sampang (d/h Daerah Tingkat 676* 676.000.000 - - 0,30
Il Kabupaten Sampang)

39. Kota Batu (d/h daerah Tingkat Il 100 100.000.000 - - 0,04
Kotamadya Batu Malang)

Jumlah Modal Disetor 222.670 222.670.000.000 - - 100

Jumlah Saham dalam Portepel 277.330 277.330.000.000 - -
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100% atau sejumlah 222.670 saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan

dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp222.670.000.000 telah disetor

secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i). Sejumlah

Rp216.105.000.000,00 merupakan penyetoran modal lama yang telah disetor sebelumnya; dan

(ii). Sejumlah Rp6.565.000.000,00 merupakan setoran dengan uang tunai sebagai berikut:

i. sejumlah Rp1.116.000.000,00 oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur;

ii. sejumlah Rp218.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;

iii. sejumlah Rp460.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto;

iv. sejumlah Rp298.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang;

v. sejumlah Rp361.000.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta Rupiah) oleh Pemerintah
Kabupaten Tuban;

vi. sejumlah Rp138.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi;

vii.  sejumlah Rp50.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan;

viii. sejumlah Rp197.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan;

ix. sejumlah Rp100.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Kediri;

X.  sejumlah Rp182.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Sampang;

xi.  sejumlah Rp150.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek;

xii. sejumlah Rp2.975.000.000,00 oleh Pemerintah Kotamadya Surabaya; dan

xiii. sejumlah Rp320.000.000,00 oleh Pemerintah Kotamadya Mojokerto.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 93 tanggal 24 April 2003, dibuat dihadapan
Iman Sudjono Hermanto, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya antara lain sehubungan dengan
pengesahan penerimaan tambahan setoran modal atau pengeluaran modal dalam portopolio
dalam Perseroan yang disetor atau diambil bagian berturut-turut oleh (i) Pemerintah Propinsi
Jawa Timur sebesar 20.347 saham atau sebesar Rp20.347.000.000,00 (ii) Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo sebanyak 630 saham atau sebesar Rp630.000.000,00, dan (ii) Pemerintah Kota Pasuruan
sebanyak 100 saham atau sebesar Rp100.000.000,00, struktur permodalan Perseroan menjadi
sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), terbagi atas
750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) saham, yang terdiri dari seri A sebanyak
500.000 (lima ratus ribu) saham dan seri B sebanyak 250.000 (dua ratus
lima puluh ribu), masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,00
(satu juta Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp243.747.000.000 (dua ratus empat puluh tiga miliar tujuh ratus empat
puluh tujuh juta Rupiah) terbagi atas243.747(dua ratus empat puluh tiga
ribu tujuh ratus empat puluh tujuh) saham seri A; dan

Modal Disetor : Rp243.747.000.000 (dua ratus empat puluh tiga miliar tujuh ratus empat
puluh tujuh juta Rupiah) terbagi atas243.747 (dua ratus empat puluh tiga
ribu tujuh ratus empat puluh tujuh) saham seri A atau 100% (seratus persen)
dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.
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Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut
dia atas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp1.000.000,00 Nilai Nominal
No. Pemegang Saham per saham Rp1.000.000,00 per saham %
Saham A Nilai (Rp) Saham B Nilai (Rp)

Modal Dasar 500.000 500.000.000.000 250.000 250.000.000.000

Modal Ditempatkan

1. Daerah Tingkat | Provinsi Jawa Timur 201.230*  201.230.000.000 - - 82,55

2. Kabupaten Pamekasan (d/h Daerah 616 616.000.000 - - 025
Tingkat Il Kabupaten Pamekasan)

3. Kabupaten Blitar (d/h Daerah Tingkat Il 815 815.000.000 - - 0,34
Kabupaten Blitar)

4. Kota Blitar (d/h Daerah Tingkat Il 242 242.000.000 - - 0,10
Kotamadya Blitar)

5. KabupatenPonorogo (d/h Daerah Tingkat 612 612.000.000 - - 0,25
Il Kabupaten Ponorogo)

6. KabupatenPacitan (d/h Daerah Tingkat Il 634 634.000.000 - - 0,26
Kabupaten Pacitan)

7. Kota Mojokerto (d/h Daerah Tingkat Il 605 605.000.000 - - 0,25
Kotamadya Mojokerto)

8. Kota Malang (d/h Daerah Tingkat || 1.142 1.142.000.000 - - 0,47
Kotamadya Malang)

9. KabupatenTuban (d/h Daerah Tingkat |1 1.250 1.250.000.000 - - 0,51
Kabupaten Tuban)

10. KabupatenBondowoso (d/h Daerah 254 254.000.000 - - 0,10
Tingkat Il Kabupaten Bondowoso)

11. Kabupaten Kediri (d/h Daerah Tingkat Il 1.457 1.457.000.000 - - 0,60
Kabupaten Kediri)

12. Kabupaten Trenggalek (d/h Daerah 648 648.000.000 - - 0,27
Tingkat Il Kabupaten Trenggalek)

13. Kabupaten Madiun (d/h Daerah Tingkat Il 742 742.000.000 - - 0,30
Kabupaten Madiun)

14. Kota Pasuruan(d/h Daerah Tingkat Il 306* 306.000.000 - - 013
Kotamadya Pasuruan)

15. Kota Probolinggo (d/h Daerah Tingkat |1 310 310.000.000 - - 013
Kotamadya Probolinggo)

16. Kota Surabaya (d/h Daerah Tingkat Il 11.062 11.062.000.000 - - 4,54
Kotamadya Surabaya)

17. Kota Madiun (d/h Daerah Tingkat || 438 438.000.000 - - 018
Kotamadya Madiun)

18. Kota Kediri (d/h Daerah Tingkat Il 427 427.000.000 - - 0,18
Kotamadya Kediri)

19. KabupatenSidoarjo (d/h Daerah Tingkat Il 3.006* 3.006.000.000 - - 1,24
Kabupaten Sidoarjo)

20. Kabupaten Gresik (d/h Daerah Tingkat Il 719 719.000.000 - - 0,29
Kabupaten Gresik)

21. Kabupaten Malang (d/h Daerah Tingkat Il 1.070 1.070.000.000 - - 0,44
Kabupaten Malang)

22. KabupatenMojokerto (d/h Daerah Tingkat 1.367 1.367.000.000 - - 0,556
Il Kabupaten Mojokerto)

23. KabupatenProbolinggo (d/h Daerah 714 714.000.000 - - 0,29
Tingkat Il Kabupaten Probolinggo)

24, Kabupaten Pasuruan (d/h Daerah Tingkat 1.529 1.529.000.000 - - 0,63
Il Kabupaten Pasuruan)

25. Kabupaten Bojonegoro (d/h Daerah 485 485.000.000 - - 020
Tingkat Il Kabupaten Bojonegoro)

26. Kabupaten Magetan (d/h Daerah Tingkat 379 379.000.000 - - 0,16
Il Kabupaten Magetan)

27. Kabupaten Tulungagung (d/h Daerah 668 668.000.000 - - 027
Tingkat Il Kabupaten Tulungagung)

28. Kabupaten Lamongan (d/h Daerah 547 547.000.000 - - 0,22

Tingkat Il Kabupaten Lamongan)

74



bankja’qy

Nilai Nominal Rp1.000.000,00 Nilai Nominal
No. Pemegang Saham per saham Rp1.000.000,00 per saham %
Saham A Nilai (Rp) Saham B Nilai (Rp)

29. Kabupaten Banyuwangi (d/h Daerah 2.087 2.087.000.000 - - 0,86
Tingkat || Kabupaten Banyuwangi)

30. KabupatenJember (d/h Daerah Tingkat Il 2.378 2.378.000.000 - - 0,98
Kabupaten Jember)

31. KabupatenNgawi (Daerah Tingkat 1 889 889.000.000 - - 0,36
Kabupaten Ngawi)

32. KabupatenJombang (d/h Daerah Tingkat 447 447.000.000 - - 0,18
Il Kabupaten Jombang)

33. Kabupaten Lumajang (d/h Daerah Tingkat 1.208 1.208.000.000 - - 0,50
Il Kabupaten Lumajang)

34. Kabupaten Sitobondo (d/h Daerah Tingkat 619 619.000.000 - - 0,25
Il Kabupaten Sitobondo)

35. Kabupaten Nganjuk (d/h Daerah Tingkat 911 911.000.000 - - 037
Il Kabupaten Nganjuk)-

36. Kabupaten Sumenep (d/h Daerah Tingkat 424 424.000.000 - - 0,17
Il Kabupaten Sumenep)

37. KabupatenBangkalan (d/h Daerah Tingkat 734 734.000.000 - - 0,30
Il Kabupaten Bangkalan)

38. Kabupaten Sampang (d/h Daerah Tingkat 676 676.000.000 - - 0,28
Il Kabupaten Sampang)

39. Kota Batu (d/h daerah Tingkat Il 100 100.000.000 - - 0,04
Kotamadya Batu Malang)

Jumlah Modal Disetor 243.747  243.747.000.000 - - 100

Jumlah Saham dalam Portepel 256.253  256.253.000.000 250.000 250.000.000.000

100% atau sejumlah 243.747 saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan
dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp243.747.000.000 telah disetor
secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i). Sejumlah
Rp222.670.000.000 merupakan penyetoran modal lama yang telah disetor sebelumnya; dan
(ii). Sejumlah Rp21.077.000.000,00 merupakan setoran dengan uang tunai sebagai berikut:

i. sejumlah Rp20.347.000.000,00 oleh Daerah Tingkat | Propinsi Jawa Timur;

ii. sejumlah Rp630.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dan;

iii. sejumlah Rp100.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Pasuruan.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 20 tanggal 2 September 2003, dibuat
dihadapan Untung Darnosoewirdjo, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya antara lain sehubungan
dengan pengesahan penerimaan tambahan setoran modal Perseroan yang disetor atau diambil
bagian berturut-turut oleh (i) Pemerintah Kota Probolinggo; (i) Pemerintah Kabupaten Malang;
(iii) Pemerintah Kota Batu; (iv) Pemerintah Kabupaten Nganjuk; (v) Pemerintah Kabupaten Jombang;
(vi) Pemerintah Kabupaten Probolinggo; (vii) Pemerintah Kabupaten Pacitan; (viii) Pemerintah
Kabupaten Kediri; dan (ix) Pemerintah Kabupaten Gresik, struktur permodalan Perseroan menjadi
sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluhmiliar Rupiah), terbagi atas
750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) saham, yang terdiri dari seri A sebanyak
500.000 (lima ratus ribu) saham dan seri B sebanyak 250.000 (dua ratus
lima puluh ribu), masing- masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,00
(satu juta Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp273.229.000.000 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus dua puluh
sembilan juta Rupiah) terbagi atas 273.229 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu
dua ratus dua puluh sembilan) saham seri A; dan

Modal Disetor : Rp273.229.000.000 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus dua puluh
sembilan juta Rupiah) terbagi atas273.229(dua ratus tujuh puluh tiga ribu
dua ratus dua puluh sembilan) saham seri A atau 100% (seratus persen)
dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.
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Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut
dia atas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp1.000.000,00 Nilai Nominal Rp1.000.000,00

No. Pemegang Saham per saham per saham %
Saham A Nilai (Rp) Saham B Nilai (Rp)

Modal Dasar 500.000  500.000.000.000 250.000 250.000.000.000

Modal Ditempatkan

1. Propinsi Jawa Timur (d/h Daerah Tingkat  220.923 220.923.000.000 - - 80,85
| Provinsi Jawa Timur)

2. Kota Surabaya (d/h Daerah Tingkat Il 12.104 12.104.000.000 - - 445
Kota Surabaya)

3. Kota Malang (d/h Daerah Tingkat Il Kota 1.266 1.266.000.000 - - 047
Malang)

4. Kota Madiun (d/h Daerah Tingkat Il Kota 485 485.000.000 - - 0,18
Madiun)

5. Kota Mojokerto (d/h Daerah Tingkat Il 653 653.000.000 - - 0,24
Kota Mojokerto)

6. Kota Kediri (d/h Daerah Tingkat Il Kota 473 473.000.000 - - 0,17
Kediri)

7. Kota Probolinggo (d/h Daerah Tingkat I 543* 543.000.000 - - 0,20
Kota Probolinggo)

8. Kota Blitar (d/h Daerah Tingkat Il Kota 268 268.000.000 - - 0,10
Blitar)

9. Kota Pasuruan (d/h Daerah Tingkat Il 333 333.000.000 - - 012
Kota Pasuruan)

10. Kabupaten Gresik (d/h Daerah Tingkat Il 1.097* 1.097.000.000 - - 040
Kabupaten Gresik)

11. Kabupaten Malang (d/h Daerah Tingkat Il 3.686* 3.686.000.000 - - 1,35
Kabupaten Malang)

12. Kabupaten Mojokerto (d/h Daerah 1.490 1.490.000.000 - - 0,55
Tingkat Il Kabupaten Mojokerto)

13. Kabupaten Madiun (d/h Daerah Tingkat Il 822 822.000.000 - - 0,30
Kabupaten Madiun)

14. Kabupaten Kediri (d/h Daerah Tingkat Il 1.860* 1.860.000.000 - 0,68
Kabupaten Kediri)

15. Kabupaten Probolinggo (d/h Daerah 1.077* 1.077.000.000 - - 034
Tingkat Il Kabupaten Probolinggo)

16. Kabupaten Blitar (d/h Daerah Tingkat Il 903 903.000.000 - - 0,33
Kabupaten Blitar)

17. Kabupaten Pasuruan (d/h Daerah 1.695 1.695.000.000 - - 0,62
Tingkat Il Kabupaten Pasuruan)

18. Kabupaten Bojonegoro (d/h Daerah 537 537.000.000 - 0,20
Tingkat || Kabupaten Bojonegoro)

19. Kabupaten magetan (d/h Daerah Tingkat 420 420.000.000 - - 0,15
Il Kabupaten Magetan)

20. Kabupaten Tulungagung (d/h Daerah 740 740.000.000 - - 0,27
Tingkat Il Kabupaten Tulungagung)

21. Kabupaten Trenggalek (d/h Daerah 710 710.000.000 - - 0,26
Tingkat Il Kabupaten Trenggalek)

22. Kabupaten Pacitan (d/h Daerah Tingkat 783* 783.000.000 - - 0,29
Il Kabupaten Pacitan)

23. Kabupaten Lamongan (d/h Daerah 606 606.000.000 - - 0,22
Tingkat Il Kabupaten Lamongan)

24, Kabupaten Ponorogo (d/h Daerah 678 678.000.000 - - 0,25
Tingkat || Kabupaten Ponorogo)

25. Kabupaten Banyuwangi (d/h Daerah 2.302 2.302.000.000 - - 0,85
Tingkat Il Kabupaten Banyuwangi)

26. Kabupaten Tuban (d/h Daerah Tingkat Il 1.366 1.366.000.000 - - 0,550
Kabupaten Tuban)

27. Kabupaten Jember (d/h Daerah Tingkat 2.636 2.636.000.000 - - 097
Il Kabupaten Jember)

28. Kabupaten Ngawi (d/h Daerah Tingkat 11 978 978.000.000 - - 0,36

Kabupaten Ngawi)
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Nilai Nominal Rp1.000.000,00 Nilai Nominal Rp1.000.000,00

No. Pemegang Saham per saham per saham %
Saham A Nilai (Rp) Saham B Nilai (Rp)

29. Kabupaten Jombang (d/h Daerah Tingkat 1.095* 1.095.000.000 0,40
Il Kabupaten Jombang)

30. Kabupaten Bondowoso (d/h Daerah 281 281.000.000 0,10
Tingkat Il Kabupaten Bondowoso)

31. Kabupaten Lumajang (d/h Daerah 1.323 1.323.000.000 0,49
Tingkat Il Kabupaten Lumajang)

32. Kabupaten Sidoarjo (d/h Daerah Tingkat 3.298 3.298.000.000 1,21
Il Kabupaten Sidoarjo)

33. Kabupaten Situbondo (d/h Daerah 686 686.000.000 0,25
Tingkat Il Kabupaten Situbondo)

34. Kabupaten Nganjuk (d/h Daerah Tingkat 1.310* 1.310.000.000 0,48
Il Kabupaten Nganjuk)

35. Kabupaten Pamekasan (d/h Daerah 680 680.000.000 0,25
Tingkat Il Kabupaten Pamekasan)

36. Kabupaten Sumenep (d/h Daerah 470 470.000.000 0,17
Tingkat || Kabupaten Sumenep)

37. Kabupaten Bangkalan (d/h Daerah 803 803.000.000 0,30
Tingkat || Kabupaten Bangkalan)

38. Kabupaten Sampang (d/h Daerah 739 739.000.000 0,27
Tingkat Il Kabupaten Sampang)

39. Kota Batu (d/h Daerah Tingkat Il Kota 1.110* 1.110.000.000 0,41
Batu Malang)

Jumlah Modal Disetor 273.229  273.229.000.000 - - 100

Jumlah Saham dalam Portepel 226.771  226.771.000.000 250.000 250.000.000.000

100% atau sejumlah 273.229 saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan
dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp273.229.000.000 telah disetor
secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i). Sejumlah
Rp243.747.000.000 merupakan penyetoran modal lama yang telah disetor sebelumnya; dan (ii).
Sejumlah Rp29.482.000.000,00 merupakan setoran yaitu sebagai berikut:

Dengan uang tunai sejumlah Rp5.516.000.000,00 masing-masing sebagai berikut:

i. sejumlah Rp200.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Probolinggo;

sejumlah Rp2.500.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Malang;

sejumlah Rp1.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Batu;

sejumlah Rp300.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk;

sejumlah Rp600.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Jombang;

sejumlah Rp286.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo;

i
ii.
iii.
iv.
V.
Vi.

Vii.

Vi
iX.

i
ii.
iii.
iv.
V.
Vi.

Vii.

Vi

Xi.

Xii.

Xii

Xiv.
XV.
XVi.

sejumlah Rp80.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan;

i. sejumlah Rp250.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Kediri; dan
sejumlah Rp300.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Gresik.

Penyetoran dari Stock Dividen sejumlah Rp23.966.000.000,00 yang terdiri dari

i Sejumlah Rp19.693.000.000,00 oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur;

Sejumlah Rp1.042.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Surabaya;

Sejumlah Rp124.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Malang;

Sejumlah Rp47.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Madiun;

Sejumlah Rp48.000.000,00 oleh Kota Mojokerto;

Sejumlah Rp46.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Kediri;

Sejumlah Rp33.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Probolinggo;

i. Sejumlah Rp26.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Blitar;
Sejumlah Rp27.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Pasuruan;
Sejumlah Rp78.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Gresik;
Sejumlah Rp116.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Malang;

Sejumlah Rp123.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto;

i. Sejumlah Rp80.000.000,00 oleh Pemrintah Kabupaten Madiun;
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Sejumlah Rp153.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Kediri;
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xvii.  Sejumlah Rp166.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
xviii.  Sejumlah Rp52.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
XiX. Sejumlah Rp41.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Magetan;

XX. Sejumlah Rp72.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
XXi. Sejumlah Rp62.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
xxii.  Sejumlah Rp69.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan;

xxiii.  Sejumlah Rp59.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan;
xxiv.  Sejumlah Rp66.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
Xxv.  Sejumlah Rp215.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
xxvi.  Sejumlah Rp116.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Tuban;
xxvii.  Sejumlah Rp258.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Jember;
xxviii. Sejumlah Rp89.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi;

xxix.  Sejumlah Rp48.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Jombang;
XxX.  Sejumlah Rp27.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
xxxi.  Sejumlah Rp115.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang;
xxxii.  Sejumlah Rp292.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
xxxiii. Sejumlah Rp67.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo;
xxxiv. Sejumlah Rp99.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
xxxv. Sejumlah Rp64.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
xxxvi. Sejumlah Rp46.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep;
xxxvii. Sejumlah Rp69.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
xxxviii. Sejumlah Rp63.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Sampang; dan
xxxix. Sejumlah Rp10.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Batu.

Pembagian stock dividen dibagikan secara proporsional sesuai dengan porsi kepemilikan saham
sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.111
tanggal 29 April 2003 dibuat dihadapan Imam Sudjono, S.H., Notaris di Surabaya.

d. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 21 tanggal 2 September 2003, dibuat
dihadapan Untung Darnosoewirdjo, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya antara lain sehubungan
dengan pengesahan penerimaan tambahan setoran modal atau pengeluaran modal dalam
portopolio dalam Perseroan yang disetor atau diambil bagian berturut-turut oleh (i) Pemerintah
Propinsi Jawa Timur; (i) Pemerintah Kabupaten Bondowoso; (iii) Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
(iv) Pemerintah Kota Mojokerto; (v) Pemerintah Kota Pasuruan; (vi) Pemerintah Kabupaten
Lumajangl; (vii) Pemerintah Kota Blitar; (viii) Pemerintah Kabupaten Lumajang; (ix) Pemerintah
Kota Blitar; (X) Pemerintah Kabupaten Tulungagung; (xi) Pemerintah Kabupaten Sampang;
(xii) Pemerintah Kabupaten Lamongan; (xiii) Pemerintah Kabupaten Tuban, struktur permodalan
Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), terbagi atas
750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) saham, yang terdiri dari seri A sebanyak
500.000 (lima ratus ribu) saham dan seri B sebanyak 250.000 (dua ratus
lima puluh ribu), masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,00
(satu juta Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp298.699.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus
sembilan puluh sembilan Rupiah) terbagi atas298.699 (dua ratus sembilan
puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) saham seri A; dan

Modal Disetor : Rp298.699.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar enam
ratus sembilan puluh sembilan Rupiah) terbagi atas298.699 (dua ratus
sembilan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) saham
seri A atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang
telah ditempatkan dalam Perseroan.
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Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut
dia atas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp1.000.000,00 Nilai Nominal Rp1.000.000,00

No. Pemegang Saham per saham per saham %
Saham A Nilai (Rp) Saham B Nilai (Rp)

Modal Dasar 500.000 500.000.000.000 250.000 250.000.000.000

Modal Ditempatkan

1. Propinsi Jawa Timur (d/h Daerah Tingkat | 240.923* 240.923.000.000 - - 80,65
Provinsi Jawa Timur)

2. Kota Surabaya (d/h Daerah Tingkat Il 12.104 12.104.000.000 - - 4,05
Kota Surabaya)

3. Kota Malang (d/h Daerah Tingkat Il Kota 1.266 1.266.000.000 - - 043
Malang)

4. Kota Madiun (d/h Daerah Tingkat Il Kota 485 485.000.000 - - 0,16
Madiun)

5. Kota Mojokerto (d/h Daerah Tingkat Il 853* 853.000.000 - - 0,28
Kota Mojokerto)

6. Kota Kediri (d/h Daerah Tingkat Il Kota 473 473.000.000 - - 016
Kediri)

7. Kota Probolinggo (d/h Daerah Tingkat Il 543 543.000.000 - - 017
Kota Probolinggo)

8. Kota Blitar (d/h Daerah Tingkat Il Kota 526* 526.000.000 - - 018
Blitar)

9. Kota Pasuruan (d/h Daerah Tingkat Il 1.333* 1.333.000.000 - - 045
Kota Pasuruan)

10. Kabupaten Gresik (d/h Daerah Tingkat Il 1.097 1.097.000.000 - - 0,37
Kabupaten Gresik)

11. Kabupaten Malang (d/h Daerah Tingkat Il 3.686 3.686.000.000 - - 124
Kabupaten Malang)

12. Kabupaten Mojokerto (d/h Daerah Tingkat 1.490 1.490.000.000 - - 0,50
Il Kabupaten Mojokerto)

13. Kabupaten Madiun (d/h Daerah Tingkat Il 822 822.000.000 - - 0,28
Kabupaten Madiun)

14. Kabupaten Kediri (d/h Daerah Tingkat Il 1.860 1.860.000.000 - - 0,62
Kabupaten Kediri)

15. Kabupaten Probolinggo (d/h Daerah 1.077 1.077.000.000 - - 033
Tingkat Il Kabupaten Probolinggo)

16. Kabupaten Blitar (d/h Daerah Tingkat Il 903 903.000.000 - - 0,30
Kabupaten Blitar)

17. Kabupaten Pasuruan (d/h Daerah Tingkat 1.695 1.695.000.000 - - 057
Il Kabupaten Pasuruan)

18. Kabupaten Bojonegoro (d/h Daerah 537 537.000.000 - - 018
Tingkat Il Kabupaten Bojonegoro)

19. Kabupaten magetan (d/h Daerah Tingkat 420 420.000.000 - - 014
Il Kabupaten Magetan)

20. Kabupaten Tulungagung (d/h Daerah 940* 940.000.000 - - 0,32
Tingkat Il Kabupaten Tulungagung)

21. Kabupaten Trenggalek (d/h Daerah 710 710.000.000 - - 0,24
Tingkat Il Kabupaten Trenggalek)

22. Kabupaten Pacitan (d/h Daerah Tingkat Il 783 783.000.000 - 0,26
Kabupaten Pacitan)

23. Kabupaten Lamongan (d/h Daerah 1.106* 1.106.000.000 - - 0,37
Tingkat Il Kabupaten Lamongan)

24, Kabupaten Ponorogo (d/h Daerah Tingkat 728* 728.000.000 - - 0,24
Il Kabupaten Ponorogo)

25. Kabupaten Banyuwangi (d/h Daerah 2.302 2.302.000.000 - - 0,77
Tingkat || Kabupaten Banyuwangi)

26. Kabupaten Tuban (d/h Daerah Tingkat Il 1.478* 1.478.000.000 - - 0,50
Kabupaten Tuban)

27. Kabupaten Jember (d/h Daerah Tingkat Il 2.636 2.636.000.000 - - 0,89
Kabupaten Jember)

28. Kabupaten Ngawi (d/h Daerah Tingkat 1 978 978.000.000 - - 033

Kabupaten Ngawi)
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Nilai Nominal Rp1.000.000,00 Nilai Nominal Rp1.000.000,00

No. Pemegang Saham per saham per saham %
Saham A Nilai (Rp) Saham B Nilai (Rp)

29. Kabupaten Jombang (d/h Daerah Tingkat 1.095 1.095.000.000 - - 0,37
Il Kabupaten Jombang)

30. Kabupaten Bondowoso (d/h Daerah 2.281* 2.281.000.000 - - 0,77
Tingkat Il Kabupaten Bondowoso)

31. Kabupaten Lumajang (d/h Daerah Tingkat 1.473* 1.473.000.000 - - 0,49
Il Kabupaten Lumajang)

32. Kabupaten Sidoarjo (d/h Daerah Tingkat 3.298 3.298.000.000 - - 111
Il Kabupaten Sidoarjo)

33. Kabupaten Situbondo (d/h Daerah 686 686.000.000 - - 0,23
Tingkat Il Kabupaten Situbondo)

34. Kabupaten Nganjuk (d/h Daerah Tingkat 1.310 1.310.000.000 - - 044
Il Kabupaten Nganjuk)

35. Kabupaten Pamekasan (d/h Daerah 680 680.000.000 - - 023
Tingkat || Kabupaten Pamekasan)

36. Kabupaten Sumenep (d/h Daerah Tingkat 470 470.000.000 - - 0,16
Il Kabupaten Sumenep)

37. Kabupaten Bangkalan (d/h Daerah 803 803.000.000 - - 0,27
Tingkat Il Kabupaten Bangkalan)

38. Kabupaten Sampang (d/h Daerah Tingkat 1.739* 1.739.000.000 - - 0,558
Il Kabupaten Sampang)

39. Kota Batu (d/h Daerah Tingkat Il Kota 1.110 1.110.000.000 - - 0,37
Batu Malang)

Jumlah Modal Disetor 298.699 298.699.000.000 - - 100

Jumlah Saham dalam Portepel 201.301 201.301.000.000 250.000 250.000.000.000

100% atau sejumlah 298.699 saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan
dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp298.699.000.000,00 telah disetor
secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i). Sejumlah
Rp273.229.000.000,00 merupakan penyetoran modal lama yang telah disetor sebelumnya; dan
(ii). Sejumlah Rp25.470.000.000,00 merupakan setoran dengan uang tunai sebagai berikut:

i.  sejumlah Rp20.000.000.000,00 oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

ii. sejumlah Rp2.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso;

iii. sejumlah Rp50.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo;

iv. sejumlah Rp200.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Mojokerto;

V. sejumlah Rp1.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Pasuruan;

vi. sejumlah Rp150.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang;

vii. sejumlah Rp258.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Blitar;

viii. sejumlah Rp200.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung;

ix. sejumlah Rp1.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Sampang;

X. sejumlah Rp500.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan; dan

xi. sejumlah Rp112.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Tuban.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 53 tanggal 14 Nopember 2003, dibuat
dihadapan Untung Darnosoewirdjo, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya antara lain sehubungan
dengan pengesahan penerimaan tambahan setoran modal Perseroan yang disetor atau diambil
bagian berturut-turut oleh (i) Pemerintah Propinsi Jawa Timur; (i) Pemerintah Kabupaten Tuban;
(iii) Pemerintah Kabupaten Jember; (iv) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi; (v) Pemerintah
Kabupaten Lamongan; (vi) Pemerintah Kabupaten Mojokerto, seluruhnya sebesar
Rp22.937.000.000,00, sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), terbagi atas
750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) saham, yang terdiri dari seri A sebanyak
500.000 (lima ratus ribu) saham dan seri B sebanyak 250.000 (dua ratus
lima puluh ribu), masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,00
(satu juta Rupiah);
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Modal Ditempatkan : Rp321.636.000.000,00 (tiga ratus dua puluh satu miliar enam ratus tiga
puluh enam juta Rupiah) terbagi atas321.636 (tiga ratus dua puluh satu ribu
enam ratus tiga puluh enam) saham seri A; dan

Modal Disetor : Rp321.636.000.000,00 (tiga ratus dua puluh satu miliar enam ratus tiga
puluh enam juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal
setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut
dia atas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp1.000.000,00 Nilai Nominal Rp1.000.000,00

No. Pemegang Saham per saham per saham %
Saham A Nilai (Rp) Saham B Nilai (Rp)

Modal Dasar 500.000 500.000.000.000 250.000 250.000.000.000

Modal Ditempatkan

1. Propinsi Jawa Timur (d/h Daerah Tingkat|  260.923*  260.923.000.000 - - 81,12
Provinsi Jawa Timur)

2. Kota Surabaya (d/h Daerah Tingkat Il 12.104 12.104.000.000 - - 3,76
Kota Surabaya)

3. Kota Malang (d/h Daerah Tingkat Il Kota 1.266 1.266.000.000 - - 0,39
Malang)

4. Kota Madiun (d/h Daerah Tingkat Il Kota 485 485.000.000 - - 0,15
Madiun)

5. Kota Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II 853 853.000.000 - - 0,26
Kota Mojokerto)

6. Kota Kediri (d/h Daerah Tingkat Il Kota 473 473.000.000 - - 0,15
Kediri)

7. Kota Probolinggo (d/h Daerah Tingkat Il 543 543.000.000 - - 0,17
Kota Probolinggo)

8. Kota Blitar (d/h Daerah Tingkat Il Kota 526 526.000.000 - - 0,16
Blitar)

9. Kota Pasuruan (d/h Daerah Tingkat || 1.333 1.333.000.000 - - 0,41
Kota Pasuruan)

10. Kabupaten Gresik (d/h Daerah Tingkat 11 1.097 1.097.000.000 - - 0,34
Kabupaten Gresik)

11. Kabupaten Malang (d/h Daerah Tingkat Il 3.686 3.686.000.000 - - 1,15
Kabupaten Malang)

12. Kabupaten Mojokerto (d/h Daerah 1.780* 1.780.000.000 - - 0,55
Tingkat Il Kabupaten Mojokerto)

13. Kabupaten Madiun (d/h Daerah Tingkat I 822 822.000.000 - - 0,26
Kabupaten Madiun)

14. Kabupaten Kediri (d/h Daerah Tingkat Il 1.860 1.860.000.000 - - 0,58
Kabupaten Kediri)

15. Kabupaten Probolinggo (d/h Daerah 1.077 1,077.000.000 - - 0,33
Tingkat Il Kabupaten Probolinggo)

16. Kabupaten Blitar (d/h Daerah Tingkat Il 903 903.000.000 - - 0,28
Kabupaten Blitar)

17. Kabupaten Pasuruan (d/h Daerah 1.695 1.695.000.000 - - 0,53
Tingkat Il Kabupaten Pasuruan)

18. Kabupaten Bojonegoro (d/h Daerah 537 537.000.000 - - 0,17
Tingkat Il Kabupaten Bojonegoro)

19. Kabupaten magetan (d/h Daerah Tingkat 420 420.000.000 - - 0,13
Il Kabupaten Magetan)

20. Kabupaten Tulungagung (d/h Daerah 940 940.000.000 - - 0,29
Tingkat Il Kabupaten Tulungagung)

21. Kabupaten Trenggalek (d/h Daerah 710 710.000.000 - - 0,22
Tingkat Il Kabupaten Trenggalek)

22. Kabupaten Pacitan (d/h Daerah Tingkat Il 783 783.000.000 - - 0,24
Kabupaten Pacitan)

23. Kabupaten Lamongan (d/h Daerah 1.606* 1.606.000.000 - - 0,50

Tingkat Il Kabupaten Lamongan)
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Nilai Nominal Rp1.000.000,00

Nilai Nominal Rp1.000.000,00

No. Pemegang Saham per saham per saham %
Saham A Nilai (Rp) Saham B Nilai (Rp)

24. Kabupaten Ponorogo (d/h Daerah 728 728.000.000 - - 0,23
Tingkat Il Kabupaten Ponorogo)

25. Kabupaten Banyuwangi (d/h Daerah 2.677* 2.677.000.000 - - 0,83
Tingkat Il Kabupaten Banyuwangi)

26. Kabupaten Tuban (d/h Daerah Tingkat Il 1.750* 1.750.000.000 - - 0,55
Kabupaten Tuban)

27. Kabupaten Jember (d/h Daerah Tingkat Il 4.136* 4.136.000.000 - - 1,29
Kabupaten Jember)

28. Kabupaten Ngawi (d/h Daerah Tingkat |1 978 978.000.000 - - 0,31
Kabupaten Ngawi)

29. Kabupaten Jombang (d/h Daerah Tingkat 1.095 1.095.000.000 - - 0,34
Il Kabupaten Jombang)

30. Kabupaten Bondowoso (d/h Daerah 2.281 2.281.000.000 - - 0,71
Tingkat Il Kabupaten Bondowoso)

31. Kabupaten Lumajang (d/h Daerah 1.473 1.473.000.000 - - 0,46
Tingkat Il Kabupaten Lumajang)

32. Kabupaten Sidoarjo (d/h Daerah Tingkat 3.298 3.298.000.000 - - 1,03
Il Kabupaten Sidoarjo)

33. Kabupaten Situbondo (d/h Daerah 686 686.000.000 - - 0,21
Tingkat Il Kabupaten Situbondo)

34. Kabupaten Nganjuk (d/h Daerah Tingkat 1.310 1.310.000.000 - - 0,41
Il Kabupaten Nganjuk)

35. Kabupaten Pamekasan (d/h Daerah 680 680.000.000 - - 0,21
Tingkat Il Kabupaten Pamekasan)

36. Kabupaten Sumenep (d/h Daerah 470 470.000.000 - - 0,15
Tingkat Il Kabupaten Sumenep)

37. Kabupaten Bangkalan (d/h Daerah 803 803.000.000 - - 0,25
Tingkat || Kabupaten Bangkalan)

38. Kabupaten Sampang (d/h Daerah 1.739 1.739.000.000 - - 0,54
Tingkat Il Kabupaten Sampang)

39. Kota Batu (d/h Daerah Tingkat Il Kota 1.110 1.110.000.000 - - 0,34
Batu Malang)

Jumlah Modal Disetor 321.636 321.636.000.000 - - 100

Jumlah Saham dalam Portepel 178.364 178.364.000.000 250.000 250.000.000.000 -

100% atau sejumlah 321.636 saham dari nilai nhominal setiap
dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp321.636.000.000,00 telah disetor
secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i). Sejumlah
Rp298.699.000.000,00 merupakan penyetoran modal lama yang telah disetor sebelumnya; dan
(ii). Sejumlah Rp22.937.000.000,00 merupakan setoran dengan uang tunai sebagai berikut:

i. sejumlah Rp20.000.000.000,00 oleh Pemerintah Daerah Tingkat | Propinsi Jawa Timur;

ii. sejumlah Rp272.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Tuban;

iii. sejumlah Rp1.500.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Jember;

iv. sejumlah Rp375.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;

V. sejumlah Rp500.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan; dan

vi. sejumlah Rp290.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
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Tahun 2004

a.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 44 tanggal 12 Pebruari 2004, dibuat dihadapan
Untung Darnosoewirdjo, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya antara lain sehubungan dengan
pengesahan penerimaan tambahan setoran modal atau pengeluaran modal dalam portopolio
dalam Perseroan yang disetor atau diambil bagian berturut-turut oleh (i) Pemerintah Kabupaten
Banyuwangisebesar Rp168.000.000, (ii) Pemerintah Kabupaten Ponorogo sebesar Rp9.000.000,00,
(i) Pemerintah Kabupaten Bangkalan Rp700.000.000,00, (iv) Pemerintah Kabupaten
Ngawi Rp150.000.000,00, (v) Pemerintah Kota Malang Rp500.000.000,00, (vi) Pemerintah
Kabupaten Pacitan Rp69.000.000,00, (vii) Pemerintah Kabupaten Magetan Rp100.000.000,00,
(viii) Pemerintah Kabupaten Pamekasan Rp100.000.000,00, (ix) Pemerintah Kabupaten Jember
Rp1.500.000.000,00, (x) pemerintah Kabupaten Situbondo Rp1.000.000.000,00, (xi) Pemerintah
Kabupaten Sampang Rp150.000.000,00, (xii) Pemerintah Kabupaten Kediri Rp250.000.000,00,
(xiii) Pemerintah Kota Probolinggo R15.000.000,00, (xiv) Pemerintah Kabupaten Madiun
Rp200.000.000,00, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluhmiliar Rupiah), terbagi atas
750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) saham, yang terdiri dari 500.000 (lima
ratus ribu) saham seri A, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00
(satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp500.000.000.000,00 (lima
ratusmiliar Rupiah) dan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri
B, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau
seluruhnya bernilai Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar
Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp326.547.000.000,00 (tiga ratus dua puluh enam miliar lima ratus empat
puluh tujuh juta Rupiah) terbagi atas326.547 (tiga ratus dua puluh enam
ribu lima ratus empat puluh tujuh) saham seri A; dan

Modal Disetor : Rp326.547.000.000,00 (tiga ratus dua puluh enam miliar lima ratus empat
puluh tujuh juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal
setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut
dia atas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp1.000.000,00 Nilai Nominal Rp1.000.000,00

No. Pemegang Saham per saham per saham %
Saham A Nilai (Rp) Saham B Nilai (Rp)

Modal Dasar 500.000  500.000.000.000 250.000 250.000.000.000

Modal Ditempatkan

1. Propinsi Jawa Timur (d/h Daerah Tingkat  260.923 260.923.000.000 - - 79,90
| Provinsi Jawa Timur)

2. Kota Surabaya (d/h Daerah Tingkat Il 12.104 12.104.000.000 - - 3,71
Kota Surabaya)

3. Kota Malang (d/h Daerah Tingkat Il Kota 1.766* 1.766.000.000 - - 0,54
Malang)

4. Kota Madiun (d/h Daerah Tingkat Il Kota 485 485.000.000 - - 0,15
Madiun)

5. Kota Mojokerto (d/h Daerah Tingkat |1 853 853.000.000 - - 0,26
Kota Mojokerto)

6. Kota Kediri (d/h Daerah Tingkat Il Kota 473 473.000.000 - - 0,14
Kediri)

7. Kota Probolinggo (d/h Daerah Tingkat || 558* 558.000.000 - - 017
Kota Probolinggo)

8. Kota Blitar (d/h Daerah Tingkat Il Kota 526 526.000.000 - - 016
Blitar)
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Nilai Nominal Rp1.000.000,00 Nilai Nominal Rp1.000.000,00

No. Pemegang Saham per saham per saham %
Saham A Nilai (Rp) Saham B Nilai (Rp)

9. Kota Pasuruan (d/h Daerah Tingkat Il 1.333 1.333.000.000 - - 0,41
Kota Pasuruan)

10. Kabupaten Gresik (d/h Daerah Tingkat Il 1.097 1.097.000.000 - - 0,33
Kabupaten Gresik)

11. Kabupaten Malang (d/h Daerah Tingkat 3.686 3.686.000.000 - - 1,13
Il Kabupaten Malang)

12. Kabupaten Mojokerto (d/h Daerah 1.780 1.780.000.000 - - 0,54
Tingkat || Kabupaten Mojokerto)

13. Kabupaten Madiun (d/h Daerah Tingkat 1.022* 1.022.000.000 - - 0,31
Il Kabupaten Madiun)

14. Kabupaten Kediri (d/h Daerah Tingkat Il 2.110* 2.110.000.000 - - 0,64
Kabupaten Kediri)

15. Kabupaten Probolinggo (d/h Daerah 1.077 1,077.000.000 - - 0,33
Tingkat Il Kabupaten Probolinggo)

16. Kabupaten Blitar (d/h Daerah Tingkat Il 903 903.000.000 - - 0,28
Kabupaten Blitar)

17. Kabupaten Pasuruan (d/h Daerah 1.695 1.695.000.000 - - 0,52
Tingkat Il Kabupaten Pasuruan)

18. Kabupaten Bojonegoro (d/h Daerah 537 537.000.000 - - 0,16
Tingkat || Kabupaten Bojonegoro)

19. Kabupaten magetan (d/h Daerah Tingkat 520* 520.000.000 - - 0,16
Il Kabupaten Magetan)

20. Kabupaten Tulungagung (d/h Daerah 940 940.000.000 - - 0,29
Tingkat Il Kabupaten Tulungagung)

21. Kabupaten Trenggalek (d/h Daerah 710 710.000.000 - - 0,22
Tingkat Il Kabupaten Trenggalek)

22. Kabupaten Pacitan (d/h Daerah Tingkat 852* 852.000.000 - - 0,26
Il Kabupaten Pacitan)

23. Kabupaten Lamongan (d/h Daerah 1.606 1.606.000.000 - - 0,49
Tingkat Il Kabupaten Lamongan)

24, Kabupaten Ponorogo (d/h Daerah 737 737.000.000 - - 0,23
Tingkat Il Kabupaten Ponorogo)

25. Kabupaten Banyuwangi (d/h Daerah 2.845* 2.845.000.000 - - 0,87
Tingkat || Kabupaten Banyuwangi)

26. Kabupaten Tuban (d/h Daerah Tingkat Il 1.750 1.750.000.000 - - 0,54
Kabupaten Tuban)

27. Kabupaten Jember (d/h Daerah Tingkat 5.636* 5.636.000.000 - - 1,73
Il Kabupaten Jember)

28. Kabupaten Ngawi (d/h Daerah Tingkat Il 1.128* 1.128.000.000 - - 0,35
Kabupaten Ngawi)

29. Kabupaten Jombang (d/h Daerah 1.095 1.095.000.000 - - 0,34
Tingkat Il Kabupaten Jombang)

30. Kabupaten Bondowoso (d/h Daerah 2.281 2.281.000.000 - - 0,70
Tingkat Il Kabupaten Bondowoso)

31. Kabupaten Lumajang (d/h Daerah 1.473 1.473.000.000 - - 0,45
Tingkat || Kabupaten Lumajang)

32. Kabupaten Sidoarjo (d/h Daerah Tingkat 3.298 3.298.000.000 - - 1,01
Il Kabupaten Sidoarjo)

33. Kabupaten Situbondo (d/h Daerah 1.686* 1.686.000.000 - - 0,52
Tingkat Il Kabupaten Situbondo)

34. Kabupaten Nganjuk (d/h Daerah Tingkat 1.310 1.310.000.000 - - 0,40
Il Kabupaten Nganjuk)

35. Kabupaten Pamekasan (d/h Daerah 780* 780.000.000 - - 0,24
Tingkat Il Kabupaten Pamekasan)

36. Kabupaten Sumenep (d/h Daerah 470 470.000.000 - - 0,14

Tingkat I Kabupaten Sumenep)
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Nilai Nominal Rp1.000.000,00 Nilai Nominal Rp1.000.000,00

No. Pemegang Saham per saham per saham %
Saham A Nilai (Rp) Saham B Nilai (Rp)

37. Kabupaten Bangkalan (d/h Daerah 1.503* 1.503.000.000 - 0,46
Tingkat Il Kabupaten Bangkalan)

38. Kabupaten Sampang (d/h Daerah 1.889* 1.889.000.000 - - 0,58
Tingkat Il Kabupaten Sampang)

39. Kota Batu (d/h Daerah Tingkat Il Kota 1.110 1.110.000.000 - - 0,34
Batu Malang)

Jumlah Modal Disetor 326.547  326.547.000.000 - - 100

Jumlah Saham dalam Portepel 173.453  173.453.000.000 250.000 250.000.000.000

100% sejumlah 326.547 saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam
Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp326.547.000.000,00telah disetor
secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i). Sejumlah
Rp321.636.000.000,00 merupakan penyetoran modal lama yang telah disetor sebelumnya; dan
(ii). Sejumlah Rp4.911.000.000,00merupakan setoran dengan uang tunai sebagai berikut:

i. sejumlah Rp168.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;

ii. sejumlah Rp9.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo;

iii. sejumlah Rp700.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan;

iv. sejumlah Rp150.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi;

V. sejumlah Rp500.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Malang;

vi. sejumlah Rp69.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan;

vii. sejumlah Rp100.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Magetan;

viii. sejumlah Rp100.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan;

ix. sejumlah Rp1.500.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Jember;

X. sejumlah Rp1.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo;

xi. sejumlah Rp150.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Sampang;

xii. sejumlah Rp250.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Kediri;

xiii. sejumlah Rp15.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Probolinggo; dan

xiv. sejumlah Rp200.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Madiun.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 78 tanggal 22 Juni 2004, dibuat dihadapan
Untung Darnosoewirdjo, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya antara lain sehubungan dengan
pengesahan penerimaan tambahan setoran modal atau pengeluaran modal dalam portopolio
dalam Perseroan yang disetor atau diambil bagian berturut-turut oleh (i) Pemerintah Kabupaten
Gresik; (ii) Pemerintah Kabupaten Pacitan; (iii) Pemerintah Kabupaten Nganjuk, (iv) Pemerintah
Propinsi Jawa Timur; dan (v) Pemerintah Kabupaten/ Kota,dan setoran modal yang berasal dari
stock dividen struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), terbagi atas
750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) saham, yang terdiri dari 500.000 (lima
ratus ribu) saham seri A, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00
(satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp500.000.000.000,00 (lima
ratusmiliar Rupiah) dan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri
B, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau
seluruhnya bernilai Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar
Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp362.125.000.000,00 (tiga ratus enam puluh dua miliar seratus dua puluh
lima juta Rupiah) terbagi atas362.125 (tiga ratus enam puluh dua ribu
seratus dua puluh lima) saham seri A; dan

Modal Disetor : Rp362.125.000.000,00 (tiga ratus enam puluh dua miliar seratus dua puluh

lima juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai hominal setiap
saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.
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Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut
dia atas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp1.000.000,00 Nilai Nominal
No. T Sl per saham Rp1.000.000,00 per saham %
Saham A Nilai (Rp) Sagam Nilai (Rp)

Modal Dasar 500.000  500.000.000.000 250.000  250.000.000.000

Modal Ditempatkan

a. Propinsi Jawa Timur (d/h Daerah 289.157*  289.157.000.000 - - 79,85
Tingkat | Provinsi Jawa Timur)

b. Kota Surabaya (d/h Daerah Tingkat Il 13.460* 13.460.000.000 - - 3,72
Kota Surabaya)

(o Kota Malang (d/h Daerah Tingkat Il 1.907* 1.907.000.000 - - 0,53
Kota Malang)

d. Kota Madiun (d/h Daerah Tingkat Il 539* 539.000.000 - - 0,15
Kota Madiun)

e. Kota Mojokerto (d/h Daerah Tingkat Il 950* 950.000.000 - - 0,26
Kota Mojokerto)

f. Kota Kediri (d/h Daerah Tingkat Il Kota 525* 525.000.000 - - 0,14
Kediri)

g. Kota Probolinggo (d/h Daerah Tingkat 619* 619.000.000 - - 0,17
Il Kota Probolinggo)

h. Kota Blitar (d/h Daerah Tingkat Il Kota 586* 586.000.000 - - 0,16
Blitar)

i. Kota Pasuruan (d/h Daerah Tingkat Il 1.487* 1.487.000.000 - - 0,41
Kota Pasuruan)

j- Kabupaten Gresik (d/h Daerah Tingkat 1.520* 1.520.000.000 - - 0,42
Il Kabupaten Gresik)

k. Kabupaten Malang (d/h Daerah 4.110* 4.110.000.000 - - 1,13
Tingkat Il Kabupaten Malang)

l. Kabupaten Mojokerto (d/h Daerah 1.964* 1.964.000.000 - - 0,54
Tingkat Il Kabupaten Mojokerto)

m. Kabupaten Madiun (d/h Daerah 1.113* 1.113.000.000 - - 031
Tingkat Il Kabupaten Madiun)

n. Kabupaten Kediri (d/h Daerah Tingkat 2.318* 2.318.000.000 - - 0,64
Il Kabupaten Kediri)

0. Kabupaten Probolinggo (d/h Daerah 1.198* 1.198.000.000 - - 0,33
Tingkat Il Kabupaten Probolinggo)

p. Kabupaten Blitar (d/h Daerah Tingkat 1.003* 1.003.000.000 - - 0,28
Il Kabupaten Blitar)

qg. Kabupaten Pasuruan (d/h Daerah 1.883* 1.883.000.000 - - 0,52
Tingkat Il Kabupaten Pasuruan)

r. Kabupaten Bojonegoro (d/h Daerah 596* 596.000.000 - - 0,16
Tingkat Il Kabupaten Bojonegoro)

S. Kabupaten magetan (d/h Daerah 566* 566.000.000 - - 0,16
Tingkat Il Kabupaten Magetan)

t. Kabupaten Tulungagung (d/h Daerah 1.045* 1.045.000.000 - - 0,29
Tingkat Il Kabupaten Tulungagung)

u. Kabupaten Trenggalek (d/h Daerah 789* 789.000.000 - - 0,22
Tingkat Il Kabupaten Trenggalek)

V. Kabupaten Pacitan (d/h Daerah 1.015* 1.015.000.000 - - 0,28
Tingkat Il Kabupaten Pacitan)

w. Kabupaten Lamongan (d/h Daerah 1.761* 1.761.000.000 - - 0,49
Tingkat Il Kabupaten Lamongan)

X. Kabupaten Ponorogo (d/h Daerah 818* 818.000.000 - - 0,23
Tingkat |l Kabupaten Ponorogo)

y. Kabupaten Banyuwangi (d/h Daerah 3.123* 3.123.000.000 - - 0,86
Tingkat Il Kabupaten Banyuwangi)

z. Kabupaten Tuban (d/h Daerah Tingkat 1.932* 1.932.000.000 - - 0,53
Il Kabupaten Tuban)

aa. Kabupaten Jember (d/h Daerah 6.017* 6.017.000.000 - - 1,66

Tingkat Il Kabupaten Jember)
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Nilai Nominal Rp1.000.000,00 Nilai Nominal
No. = per saham 2;;:::0.000,00 per saham %
Saham A Nilai (Rp) B Nilai (Rp)

bb. Kabupaten Ngawi (d/h Daerah Tingkat 1.237* 1.237.000.000 - - 0,34
Il Kabupaten Ngawi)

cc. Kabupaten Jombang (d/h Daerah 1.220* 1.220.000.000 - - 0,34
Tingkat Il Kabupaten Jombang)

dd. Kabupaten Bondowoso (d/h Daerah 2.546* 2.546.000.000 - - 0,70
Tingkat Il Kabupaten Bondowoso)

ee. Kabupaten Lumajang (d/h Daerah 1.638* 1.638.000.000 - - 0,45
Tingkat Il Kabupaten Lumajang)

ff. Kabupaten Sidoarjo (d/h Daerah 3.667* 3.667.000.000 - - 1,01
Tingkat Il Kabupaten Sidoarjo)

gg. Kabupaten Situbondo (d/h Daerah 1.762* 1.762.000.000 - - 0,49
Tingkat Il Kabupaten Situbondo)

hh. Kabupaten Nganjuk (d/h Daerah 1.757* 1.757.000.000 - - 0,49
Tingkat Il Kabupaten Nganjuk)

ii. Kabupaten Pamekasan (d/h Daerah 855* 855.000.000 - - 0,24
Tingkat Il Kabupaten Pamekasan)

il Kabupaten Sumenep (d/h Daerah 522* 522.000.000 - - 0,14
Tingkat Il Kabupaten Sumenep)

kk. Kabupaten Bangkalan (d/h Daerah 1.593* 1.593.000.000 - - 0,44
Tingkat Il Kabupaten Bangkalan)

II. Kabupaten Sampang (d/h Daerah 2.088* 2.088.000.000 - - 0,58
Tingkat Il Kabupaten Sampang)

mm.  Kota Batu (d/h Daerah Tingkat Il Kota 1.239* 1.239.000.000 - - 0,34
Batu Malang)

Jumlah Modal Disetor 362.125  362.125.000.000 - - 100

Jumlah Saham dalam Portepel 137.875 137.875.000.000 250.000  250.000.000.000

100% atau sejumlah 362.125 saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam
Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp362.125.000.000,00 telah disetor secara
penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara:

0}
(i)

(i)

Sejumlah Rp326.547.000.000,00 merupakan penyetoran modal lama yang telah disetor

sebelumnya;

Tambahan setoran modal Perseroan yang disetor atau diambil bagian berturut-turut oleh:

i. Pemerintah Kabupaten Gresik sebesar 300 saham atau sebesar Rp300.000.000,00;

ii. Pemerintah Kabupaten Pacitan sebesar 76 saham atau sebesar Rp76.000.000,00;
Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebesar 300 saham atau sebesar Rp300.000.000,00;
dan

Sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Perseroan

No.117 tanggal 27 April 2004 terdapat tambahan setoran modal dari stock dividen sebesar

Rp34.902.000.000,00 sebagai berikut:

i Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebesar Rp28.234.000.000,00;

ii. Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp1.356.000.000,00;

iii. Pemerintah Kota Malang sebesar Rp141.000.000,00;

iv. Pemerintah Kota Madiun sebesar Rp54.000.000,00;

V. Pemerintah Kota Mojokerto sebesar Rp97.000.000,00;

Vi. Pemerintah Kota Kediri sebesar Rp52.000.000,00;

Vil. Pemerintah Kota Probolinggo sebesar Rp61.000.000,00;

viii. Pemerintah Kota Blitar sebesar Rp60.000.000,00;

iX. Pemerintah Kota Pasuruan sebesar Rp154.000.000,00;

X. Pemerintah Kabupaten Gresik sebesar Rp123.000.000,00;

Xi. Pemerintah Kabupaten Malang sebesar Rp424.000.000,00;
Xil. Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebesar Rp184.000.000,00;
Xiii. Pemerintah Kabupaten Madiun sebesar Rp91.000.000,00;

Xiv. Pemerintah Kabupaten Kediri sebesar Rp208.000.000,00;
XV. Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebesar Rp121.000.000,00;
XVi. Pemerintah Kabupaten Blitar sebesar Rp100.000.000,00;
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xvii.  Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebesar Rp188.000.000,00;
xviii.  Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp59.000.000,00;
XiX. Pemerintah Kabupaten Magetan sebesar Rp46.000.000,00;

XX. Pemerintah Kabupaten Tulungagung sebesar Rp105.000.000,00;
XXi. Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebesar Rp79.000.000,00;
xxii.  Pemerintah Kabupaten Pacitan sebesar Rp87.000.000,00;

xxiii.  Pemerintah Kabupaten Lamongan sebesar Rp155.000.000,00;
xxiv. Pemerintah Kabupaten Ponorogo sebesar Rp81.000.000,00;
Xxv.  Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp278.000.000,00;
xxvi. Pemerintah Kabupaten Tuban sebesar Rp182.000.000,00;

xxvii. Pemerintah Kabupaten Jember sebesar Rp381.000.000,00;
xxviii. Pemerintah Kabupaten Ngawi sebesar Rp109.000.000,00;

xxix. Pemerintah Kabupaten Jombang sebesar Rp125.000.000,00;
xxX.  Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebesar Rp265.000.000,00;
xxxi. Pemerintah Kabupaten Lumajang sebesar Rp165.000.000,00;
xxxii. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp369.000.000,00;
xxxiii. Pemerintah Kabupaten Situbondo sebesar Rp76.000.000,00;
xxxiv. Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebesar Rp147.000.000,00;
xxxv. Pemerintah Kabupaten Pamekasan sebesar Rp75.000.000,00;
xxxvi. Pemerintah Kabupaten Sumenep sebesar Rp52.000.000,00;
xxxvii. Pemerintah Kabupaten Bangkalan sebesar Rp90.000.000,00;
xxxviii. Pemerintah Kabupaten Sampang sebesar Rp199.000.000,00; dan
xxxix. Pemerintah Kota Batu sebesar Rp129.000.000,00.

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara

Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Perseroan No.117 tanggal 27 April 2004

dengan suara bulat menyetujui dan menerima penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2003

sebesar Rp194.013.990.935,00 untuk deviden sebagai hak para pemegang saham Perseroan

sebesar 45% dari laba bersih dibagikan secara proporsional sesuai jumlah saham yang dimiliki

dengan mempertimbangkan waktu penerimaan setoran saham dari para pemegang saham yang

dibukukan sebagai modal tersetor selama tahun buku 2003, yaitu:

- Setoran saham yang dibukukan sebagai modal tersetor antara tangal 1 Januari 2003 sampai
dengan 30 Juni 2003, setiap lembar saham menerima 100% dari hak deviden;

- Setoran saham yang dibukukan sebagai modal tersetor antara tanggal 1 Juli 2003 sampai
dengan 31 Desember 2003, setiap lembar saham menerima 50% dari hak deviden.

Sehinga setiap lembar saham memperoleh deviden sebesar Rp292.792,87.

Adapun Tata cara pembayaran deviden kepada para pemegang saham Perseroan tahun buku

2003 yaitu dibayarkan sebagai cash deviden sebesar 60% dan sisanya sebagai stock deviden

sebesar 40%.

c. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 11 tanggal 3 September 2004, dibuat dihadapan
Untung Darnosoewirdjo, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya antara lain sehubungan dengan
pengesahan penerimaan tambahan setoran modal atau pengeluaran modal dalam portopolio
dalam Perseroan yang disetor atau diambil bagian berturut-turut (i) Pemerintah Kota Mojokerto
sebesar Rp345.000.000,00, (i) Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebesar Rp357.000.000,00,
(i) Pemerintah Kabupaten Kediri sebesar Rp250.000.000,00, (iv) Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi sebesar Rp195.000.000,00, (v) Pemerintah Kabupaten Tuban Rp317.000.000,00
dan (vi) Pemerintah Kabupaten Situbondo Rp1.000.000.000,00, struktur permodalan Perseroan
menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), terbagi atas
750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) saham, yang terdiri dari 500.000 (lima
ratus ribu) saham seri A, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00
(satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp500.000.000.000,00 (lima ratus
miliar Rupiah) dan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri B, masing-
masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya
bernilai Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah);
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Modal Ditempatkan : Rp364.589.000.000,00 (tiga ratus enam puluh empat miliar lima ratus
delapan puluh sembilan juta Rupiah) terbagi atas 364.589 (tiga ratus enam
puluh empat ribu lima ratus delapan puluh sembilan) saham seri A; dan

Modal Disetor : Rp364.589.000.000,00 (tiga ratus enam puluh empat miliar lima ratus
delapan puluh sembilan juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai
nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut
dia atas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp1.000.000,00 Nilai Nominal
No. = per saham Rsp;lr;gtr):.ooo,oo per saham %
Saham A Nilai (Rp) B Nilai (Rp)

Modal Dasar 500.000 500.000.000.000 250.000 250.000.000.000

Modal Ditempatkan

1. Propinsi Jawa Timur (d/h Daerah Tingkat | 289.157  289.157.000.000 - - 79,31
Provinsi Jawa Timur)

2. Kota Surabaya (d/h Daerah Tingkat Il 13.460 13.460.000.000 - - 3,69
Kota Surabaya)

3. Kota Malang (d/h Daerah Tingkat Il Kota 1.907 1.907.000.000 - - 0,52
Malang)

4. Kota Madiun (d/h Daerah Tingkat Il Kota 539 539.000.000 - - 0,15
Madiun)

5. Kota Mojokerto (d/h Daerah Tingkat Il 1.295* 1.295.000.000 - - 0,35
Kota Mojokerto)

6. Kota Kediri (d/h Daerah Tingkat Il Kota 525 525.000.000 - - 0,14
Kediri)

7. Kota Probolinggo (d/h Daerah Tingkat Il 619 619.000.000 - - 0,17
Kota Probolinggo)

8. Kota Blitar (d/h Daerah Tingkat Il Kota 586 586.000.000 - - 0,16
Blitar)

9. Kota Pasuruan (d/h Daerah Tingkat || 1.487 1.487.000.000 - - 0,40
Kota Pasuruan)

10. Kabupaten Gresik (d/h Daerah Tingkat I 1.520 1.520.000.000 - - 0,42
Kabupaten Gresik)

11. Kabupaten Malang (d/h Daerah Tingkat Il 4.110 4.110.000.000 - - 1,13
Kabupaten Malang)

12. Kabupaten Mojokerto (d/h Daerah 2.321* 2.321.000.000 - - 0,64
Tingkat Il Kabupaten Mojokerto)

13. Kabupaten Madiun (d/h Daerah Tingkat Il 1.113 1.113.000.000 - - 0,30
Kabupaten Madiun)

14. Kabupaten Kediri (d/h Daerah Tingkat Il 2.568* 2.568.000.000 - - 0,71
Kabupaten Kediri)

15. Kabupaten Probolinggo (d/h Daerah 1.198 1.198.000.000 - - 0,33
Tingkat Il Kabupaten Probolinggo)

16. Kabupaten Blitar (d/h Daerah Tingkat Il 1.003 1.003.000.000 - - 0,28
Kabupaten Blitar)

17. Kabupaten Pasuruan (d/h Daerah Tingkat 1.883 1.883.000.000 - - 0,52
Il Kabupaten Pasuruan)

18. Kabupaten Bojonegoro (d/h Daerah 596 596.000.000 - - 0,16
Tingkat Il Kabupaten Bojonegoro)

19. Kabupaten magetan (d/h Daerah Tingkat 566 566.000.000 - - 0,16
Il Kabupaten Magetan)

20. Kabupaten Tulungagung (d/h Daerah 1.045 1.045.000.000 - - 0,29
Tingkat Il Kabupaten Tulungagung)

21. Kabupaten Trenggalek (d/h Daerah 789 789.000.000 - - 0,22
Tingkat Il Kabupaten Trenggalek)

22. Kabupaten Pacitan (d/h Daerah Tingkat Il 1.015 1.015.000.000 - - 0,28

Kabupaten Pacitan)
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Nilai Nominal Rp1.000.000,00

Nilai Nominal

No. T Sl per saham Rp1.000.000,00 per saham %
SahamA  Nilai (Rp) Sagam Nilai (Rp)

23. Kabupaten Lamongan (d/h Daerah 1.761 1.761.000.000 - - 0,48
Tingkat Il Kabupaten Lamongan)

24. Kabupaten Ponorogo (d/h Daerah 818 818.000.000 - - 0,22
Tingkat Il Kabupaten Ponorogo)

25. Kabupaten Banyuwangi (d/h Daerah 3.318* 3.318.000.000 - - 0,91
Tingkat Il Kabupaten Banyuwangi)

26. Kabupaten Tuban (d/h Daerah Tingkat Il 2.249* 2.249.000.000 - - 0,62
Kabupaten Tuban)

27. Kabupaten Jember (d/h Daerah Tingkat Il 6.017 6.017.000.000 - - 1,65
Kabupaten Jember)

28. Kabupaten Ngawi (d/h Daerah Tingkat Il 1.237 1.237.000.000 - - 0,34
Kabupaten Ngawi)

29. Kabupaten Jombang (d/h Daerah Tingkat 1.220 1.220.000.000 - - 0,33
Il Kabupaten Jombang)

30. Kabupaten Bondowoso (d/h Daerah 2.546 2.546.000.000 - - 0,70
Tingkat Il Kabupaten Bondowoso)

31. Kabupaten Lumajang (d/h Daerah 1.638 1.638.000.000 - - 0,45
Tingkat Il Kabupaten Lumajang)

32. Kabupaten Sidoarjo (d/h Daerah Tingkat 3.667 3.667.000.000 - - 1,01
Il Kabupaten Sidoarjo)

33. Kabupaten Situbondo (d/h Daerah 2.762* 2.762.000.000 - - 0,76
Tingkat Il Kabupaten Situbondo)

34. Kabupaten Nganjuk (d/h Daerah Tingkat 1.757 1.757.000.000 - - 0,48
Il Kabupaten Nganjuk)

35. Kabupaten Pamekasan (d/h Daerah 855 855.000.000 - - 0,23
Tingkat Il Kabupaten Pamekasan)

36. Kabupaten Sumenep (d/h Daerah Tingkat 522 522.000.000 - - 0,14
Il Kabupaten Sumenep)

37. Kabupaten Bangkalan (d/h Daerah 1.593 1.593.000.000 - - 0,44
Tingkat I Kabupaten Bangkalan)

38. Kabupaten Sampang (d/h Daerah Tingkat 2.088 2.088.000.000 - - 0,57
Il Kabupaten Sampang)

39. Kota Batu (d/h Daerah Tingkat Il Kota 1.239 1.239.000.000 - - 0,34
Batu Malang)

Jumlah Modal Disetor 364.589 364.589.000.000 - 100

Jumlah Saham dalam Portepel 135.411 135.411.000.000 250.000 250.000.000.000 -

100% atau sejumlah 364.589 saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan
dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp364.589.000.000,00 telah disetor
secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i). Sejumlah
Rp362.125.000.000,00 merupakan penyetoran modal lama yang telah disetor sebelumnya; dan

(ii). Sejumlah Rp2.464.000.000,00 merupakan setoran dengan uang tunai sebagai berikut:
i. sejumlah Rp345.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Mojokerto;

sejumlah Rp357.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto;

sejumlah Rp250.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Kediri;

sejumlah Rp195.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;

sejumlah Rp317.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Tuban; dan

sejumlah Rp1.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Situbundo.

i.
ii.
iii.
iv.
V.
Vi.
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Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 35 tanggal 9 Nopember 2004, dibuat dihadapan
Untung Darnosoewirdjo, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya antara lain sehubungan dengan
pengesahan penerimaan tambahan setoran modal atau pengeluaran modal dalam portopolio
dalam Perseroan yang disetor atau diambil bagian berturut-turut (i) Pemerintah Kota Probolinggo
sebesar Rp50.000.000,00, (i) Pemerintah Kabupaten Malang Rp637.000.000,00, (iii) Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp84.000.000,00 dan (iv) Pemerintah Kabupaten Lumajang
sebesar Rp150.000.000,00, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar

Modal Ditempatkan

Modal Disetor

: Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluhmiliar Rupiah), terbagi atas

750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) saham, yang terdiri dari 500.000 (lima
ratus ribu) saham seri A, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00
(satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp500.000.000.000,00
(lima ratusmiliar Rupiah) dan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham
seri B, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah)
atau seluruhnya bernilai Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar
Rupiah);

: Rp365.510.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima miliar lima ratus sepuluh

juta Rupiah) terbagi atas 365.510 (tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus
sepuluh) saham seri A; dan

: Rp365.510.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima miliar lima ratus sepuluh

juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham
yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut
dia atas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp1.000.000,00  Nilai Nominal Rp1.000.000,00

No. Pemegang Saham per saham per saham %
Saham A Nilai (Rp) Saham B Nilai (Rp)

Modal Dasar 500.000 500.000.000.000 250.000  250.000.000.000

Modal Ditempatkan

1. Propinsi Jawa Timur (d/h Daerah 289.157 289.157.000.000 - - 7911
Tingkat | Provinsi Jawa Timur)

2. Kota Surabaya (d/h Daerah Tingkat Il 13.460 13.460.000.000 - - 3,68
Kota Surabaya)

3. Kota Malang (d/h Daerah Tingkat I 1.907 1.907.000.000 - - 0,52
Kota Malang)

4. Kota Madiun (d/h Daerah Tingkat I 539 539.000.000 - - 0,15
Kota Madiun)

5. Kota Mojokerto (d/h Daerah Tingkat II 1.295 1.295.000.000 - - 0,35
Kota Mojokerto)

6. Kota Kediri (d/h Daerah Tingkat Il 525 525.000.000 - - 0,14
Kota Kediri)

7. Kota Probolinggo (d/h Daerah Tingkat 669* 669.000.000 - - 0,18
Il Kota Probolinggo)

8. Kota Blitar (d/h Daerah Tingkat Il Kota 586 586.000.000 - - 0,16
Blitar)

9. Kota Pasuruan (d/h Daerah Tingkat || 1.487 1.487.000.000 - - 0,41
Kota Pasuruan)

10. Kabupaten Gresik (d/h Daerah 1.520 1.520.000.000 - - 0,42
Tingkat Il Kabupaten Gresik)

11. Kabupaten Malang (d/h Daerah 4.747* 4.747.000.000 - - 1,3
Tingkat || Kabupaten Malang)

12. Kabupaten Mojokerto (d/h Daerah 2.321 2.321.000.000 - - 0,64
Tingkat Il Kabupaten Mojokerto)

13. Kabupaten Madiun (d/h Daerah 1.113 1.113.000.000 - - 0,3

Tingkat Il Kabupaten Madiun)
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Nilai Nominal Rp1.000.000,00

Nilai Nominal Rp1.000.000,00

No. Pemegang Saham per saham per saham %
Saham A Nilai (Rp) Saham B Nilai (Rp)

14. Kabupaten Kediri (d/h Daerah Tingkat 2.568 2.568.000.000 - - 0,7
Il Kabupaten Kediri)

15. Kabupaten Probolinggo (d/h Daerah 1.198 1.198.000.000 - - 0,33
Tingkat Il Kabupaten Probolinggo)

16. Kabupaten Blitar (d/h Daerah Tingkat 1.003 1.003.000.000 - - 0,27
Il Kabupaten Blitar)

17. Kabupaten Pasuruan (d/h Daerah 1.883 1.883.000.000 - - 0,52
Tingkat Il Kabupaten Pasuruan)

18. Kabupaten Bojonegoro (d/h Daerah 596 596.000.000 - - 0,16
Tingkat Il Kabupaten Bojonegoro)

19. Kabupaten magetan (d/h Daerah 566 566.000.000 - - 0,15
Tingkat Il Kabupaten Magetan)

20. Kabupaten Tulungagung (d/h Daerah 1.045 1.045.000.000 - - 0,29
Tingkat Il Kabupaten Tulungagung)

21. Kabupaten Trenggalek (d/h Daerah 789 789.000.000 - - 0,22
Tingkat Il Kabupaten Trenggalek)

22. Kabupaten Pacitan (d/h Daerah 1.015 1.015.000.000 - - 0,28
Tingkat II Kabupaten Pacitan)

23. Kabupaten Lamongan (d/h Daerah 1.761 1.761.000.000 - - 0,48
Tingkat Il Kabupaten Lamongan)

24. Kabupaten Ponorogo (d/h Daerah 818 818.000.000 - - 0,22
Tingkat Il Kabupaten Ponorogo)

25. Kabupaten Banyuwangi (d/h Daerah 3.402* 3.402.000.000 - - 0,93
Tingkat Il Kabupaten Banyuwangi)

26. Kabupaten Tuban (d/h Daerah Tingkat 2.249 2.249.000.000 - - 0,62
Il Kabupaten Tuban)

27. Kabupaten Jember (d/h Daerah 6.017 6.017.000.000 - - 1,65
Tingkat Il Kabupaten Jember)

28. Kabupaten Ngawi (d/h Daerah Tingkat 1.237 1.237.000.000 - - 0,34
Il Kabupaten Ngawi)

29. Kabupaten Jombang (d/h Daerah 1.220 1.220.000.000 - - 0,33
Tingkat Il Kabupaten Jombang)

30. Kabupaten Bondowoso (d/h Daerah 2.546 2.546.000.000 - - 0,7
Tingkat || Kabupaten Bondowoso)

31. Kabupaten Lumajang (d/h Daerah 1.788* 1.788.000.000 - - 0,49
Tingkat Il Kabupaten Lumajang)

32. Kabupaten Sidoarjo (d/h Daerah 3.667 3.667.000.000 - - 1,00
Tingkat Il Kabupaten Sidoarjo)

33. Kabupaten Situbondo (d/h Daerah 2.762 2.762.000.000 - - 0,76
Tingkat Il Kabupaten Situbondo)

34. Kabupaten Nganjuk (d/h Daerah 1.757 1.757.000.000 - - 0,48
Tingkat Il Kabupaten Nganjuk)

35. Kabupaten Pamekasan (d/h Daerah 855 855.000.000 - - 0,23
Tingkat Il Kabupaten Pamekasan)

36. Kabupaten Sumenep (d/h Daerah 522 522.000.000 - - 0,14
Tingkat Il Kabupaten Sumenep)

37. Kabupaten Bangkalan (d/h Daerah 1.593 1.593.000.000 - - 0,44
Tingkat Il Kabupaten Bangkalan)

38. Kabupaten Sampang (d/h Daerah 2.088 2.088.000.000 - - 0,57
Tingkat Il Kabupaten Sampang)

39. Kota Batu (d/h Daerah Tingkat Il Kota 1.239 1.239.000.000 - - 0,34
Batu Malang)

Jumlah Modal Disetor 365.510 365.510.000.000 - - 100

Jumlah Saham dalam Portepel 134.490 134.490.000.000 250.000 250.000.000.000 -
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100% atau sejumlah 365.510 saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan
dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp365.510.000.000,00 telah disetor
secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i). Sejumlah
Rp364.589.000.000 merupakan penyetoran modal lama yang telah disetor sebelumnya; dan (ii).
Sejumlah Rp921.000.000,00 merupakan setoran dengan uang tunai sebagai berikut:

i. sejumlah Rp50.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Probolinggo;

ii. sejumlah Rp637.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Malang;

iii. sejumlah Rp84.000.000,- oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi; dan

iv. sejumlah R150.000.000,- oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Tahun 2005

a.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 41tanggal 14 Maret 2005, dibuat dihadapan
Untung Darnosoewirjo, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya antara lain sehubungan dengan
pengesahan penerimaan tambahan setoran modal atau pengeluaran modal dalam portopolio dalam
Perseroan yang disetor atau diambil bagian berturut-turut (i) Pemerintah Kota Probolinggo sebesar
Rp50.000.000,00, (i) Pemerintah Kota Pasuruan sebesar Rp500.000.000,00, (iii) Pemerintah
Kabupaten Magetan sebesar Rp50.000.000,00, (iv) Pemerintah Kabupaten Lamongan sebesar
Rp500.000.000,00 dan (v) Pemerintah Kabupaten Pamekasan sebesar Rp100.000.000,00, struktur
permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), terbagi atas
750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) saham, yang terdiri dari 500.000 (lima
ratus ribu) saham seri A, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00
(satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp500.000.000.000,00 (lima
ratus miliar Rupiah) dan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri
B, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau
seluruhnya bernilai Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar
Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp366.710.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus
sepuluh juta Rupiah) terbagi atas366.710 (tiga ratus enam puluh enam ribu
tujuh ratus sepuluh) saham seri A; dan

Modal Disetor : Rp366.710.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus
sepuluh juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap
saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut
dia atas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp1.000.000,00 Nilai Nominal Rp1.000.000,00

No. Pemegang Saham per saham per saham %
Saham A Nilai (Rp) Sagam Nilai (Rp)

Modal Dasar 500.000  500.000.000.000 250.000  250.000.000.000

Modal Ditempatkan

1. Propinsi Jawa Timur (d/h Daerah 289.157 289.157.000.000 - - 78,85
Tingkat | Provinsi Jawa Timur)

2. Kota Surabaya (d/h Daerah Tingkat Il 13.460 13.460.000.000 - - 3,67
Kota Surabaya)

3. Kota Malang (d/h Daerah Tingkat Il 1.907 1.907.000.000 - - 0,52
Kota Malang)

4. Kota Madiun (d/h Daerah Tingkat I 539 539.000.000 - - 0,15
Kota Madiun)

5. Kota Mojokerto (d/h Daerah Tingkat Il 1.295 1.295.000.000 - - 0,35
Kota Mojokerto)

6. Kota Kediri (d/h Daerah Tingkat Il Kota 525 525.000.000 - - 0,14
Kediri)
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Nilai Nominal Rp1.000.000,00 Nilai Nominal Rp1.000.000,00

No. Pemegang Saham per saham per saham %
Saham A Nilai (Rp) Sagam Nilai (Rp)

7. Kota Probolinggo (d/h Daerah Tingkat |1 719* 719.000.000 - - 0,20
Kota Probolinggo)

8. Kota Blitar (d/h Daerah Tingkat Il Kota 586 586.000.000 - - 0,16
Blitar)

9. Kota Pasuruan (d/h Daerah Tingkat Il 1.987* 1.987.000.000 - - 0,54
Kota Pasuruan)

10. Kabupaten Gresik (d/h Daerah Tingkat 1.520 1.520.000.000 - - 0,41
Il Kabupaten Gresik)

11. Kabupaten Malang (d/h Daerah Tingkat 4,747 4.747.000.000 - - 1,30
Il Kabupaten Malang)

12. Kabupaten Mojokerto (d/h Daerah 2.321 2.321.000.000 - - 0,63
Tingkat Il Kabupaten Mojokerto)

13. Kabupaten Madiun (d/h Daerah Tingkat 1.113 1.113.000.000 - - 0,30
Il Kabupaten Madiun)

14. Kabupaten Kediri (d/h Daerah Tingkat Il 2.568 2.568.000.000 - - 0,70
Kabupaten Kediri)

15. Kabupaten Probolinggo (d/h Daerah 1.198 1.198.000.000 - - 0,33
Tingkat Il Kabupaten Probolinggo)

16. Kabupaten Blitar (d/h Daerah Tingkat Il 1.003 1.003.000.000 - - 0,27
Kabupaten Blitar)

17. Kabupaten Pasuruan (d/h Daerah 1.883 1.883.000.000 - - 0,51
Tingkat Il Kabupaten Pasuruan)

18. Kabupaten Bojonegoro (d/h Daerah 596 596.000.000 - - 0,16
Tingkat Il Kabupaten Bojonegoro)

19. Kabupaten magetan (d/h Daerah 616* 616.000.000 - - 0,17
Tingkat Il Kabupaten Magetan)

20. Kabupaten Tulungagung (d/h Daerah 1.045 1.045.000.000 - - 0,28
Tingkat Il Kabupaten Tulungagung)

21. Kabupaten Trenggalek (d/h Daerah 789 789.000.000 - - 0,22
Tingkat Il Kabupaten Trenggalek)

22. Kabupaten Pacitan (d/h Daerah Tingkat 1.015 1.015.000.000 - - 0,28
Il Kabupaten Pacitan)

23. Kabupaten Lamongan (d/h Daerah 2.261* 2.261.000.000 - - 0,62
Tingkat Il Kabupaten Lamongan)

24, Kabupaten Ponorogo (d/h Daerah 818 818.000.000 - - 0,22
Tingkat Il Kabupaten Ponorogo)

25. Kabupaten Banyuwangi (d/h Daerah 3.402 3.402.000.000 - - 0,93
Tingkat Il Kabupaten Banyuwangi)

26. Kabupaten Tuban (d/h Daerah Tingkat 2.249 2.249.000.000 - - 0,61
Il Kabupaten Tuban)

27. Kabupaten Jember (d/h Daerah Tingkat 6.017 6.017.000.000 - - 1,64
Il Kabupaten Jember)

28. Kabupaten Ngawi (d/h Daerah Tingkat 1.237 1.237.000.000 - - 0,34
Il Kabupaten Ngawi)

29. Kabupaten Jombang (d/h Daerah 1.220 1.220.000.000 - - 0,33
Tingkat Il Kabupaten Jombang)

30. Kabupaten Bondowoso (d/h Daerah 2.546 2.546.000.000 - - 0,70
Tingkat Il Kabupaten Bondowoso)

31. Kabupaten Lumajang (d/h Daerah 1.788 1.788.000.000 - - 0,49
Tingkat Il Kabupaten Lumajang)

32. Kabupaten Sidoarjo (d/h Daerah 3.667 3.667.000.000 - - 1,00
Tingkat Il Kabupaten Sidoarjo)

33. Kabupaten Situbondo (d/h Daerah 2.762 2.762.000.000 - - 0,75
Tingkat Il Kabupaten Situbondo)

34. Kabupaten Nganjuk (d/h Daerah 1.757 1.757.000.000 - - 0,48

Tingkat Il Kabupaten Nganjuk)
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Nilai Nominal Rp1.000.000,00 Nilai Nominal Rp1.000.000,00

No. Pemegang Saham per saham Saham per saham %
Saham A Nilai (Rp) B Nilai (Rp)

35. Kabupaten Pamekasan (d/h Daerah 955* 955.000.000 - - 0,26
Tingkat || Kabupaten Pamekasan)

36. Kabupaten Sumenep (d/h Daerah 522 522.000.000 - - 0,14
Tingkat Il Kabupaten Sumenep)

37. Kabupaten Bangkalan (d/h Daerah 1.593 1.593.000.000 - - 0,44
Tingkat Il Kabupaten Bangkalan)

38. Kabupaten Sampang (d/h Daerah 2.088 2.088.000.000 - - 0,57
Tingkat Il Kabupaten Sampang)

39. Kota Batu (d/h Daerah Tingkat Il Kota 1.239 1.239.000.000 - - 0,34

Batu Malang)
Jumlah Modal Disetor

Jumlah Saham dalam Portepel 133.290  133.290.000.000 250.000  250.000.000.000

366.710  366.710.000.000 - 100

100% atau sejumlah 366.710 saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan
dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp366.710.000.000,00 telah disetor
secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i). Sejumlah
Rp365.510.000.000,00 merupakan penyetoran modal lama yang telah disetor sebelumnya; dan
(ii). Sejumlah Rp1.200.000.000,00 merupakan setoran dengan uang tunai sebagai berikut:

i. sejumlah Rp50.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Probolinggo;

ii. sejumlah Rp500.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Pasuruan;

iii. sejumlah Rp50.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Magetan;

iv. sejumlah Rp500.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan;dan

v. sejumlah Rp100.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No0.66 tanggal 26 Mei 2005, dibuat dihadapan
Untung Darnosoewirjo, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya antara lain sehubungan dengan
pengesahan penerimaan tambahan setoran modal atau pengeluaran modal dalam portopolio dalam
Perseroan yang disetor atau diambil bagian oleh Pemerintah Jawa Timur sebesar 20.000 saham
atau sebesar Rp20.000.000.000,00, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar

Modal Ditempatkan

Modal Disetor

: Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluhmiliar Rupiah), terbagi atas

750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) saham, yang terdiri dari 500.000 (lima
ratus ribu) saham seri A, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00
(satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp500.000.000.000,00 (lima
ratusmiliar Rupiah) dan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri
B, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau
seluruhnya bernilai Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar
Rupiah);

: Rp386.710.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus

sepuluh juta Rupiah) terbagi atas 386.710 (tiga ratus delapan puluh enam
ribu tujuh ratus sepuluh) saham seri A; dan

: Rp386.710.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus

sepuluh juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap
saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.
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Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut
dia atas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp1.000.000,00 Nilai Nominal Rp1.000.000,00

No. Pemegang Saham per saham per saham %
Saham A Nilai (Rp) Saham B Nilai (Rp)

Modal Dasar 500.000 500.000.000.000 250.000 250.000.000.000

Modal Ditempatkan

1. Propinsi Jawa Timur (d/h Daerah Tingkat |  309.157* 309.157.000.000 - - 79,94
Provinsi Jawa Timur)

2. Kota Surabaya (d/h Daerah Tingkat Il 13.460 13.460.000.000 - - 3,48
Kota Surabaya)

3. Kota Malang (d/h Daerah Tingkat Il Kota 1.907 1.907.000.000 - - 0,49
Malang)

4. Kota Madiun (d/h Daerah Tingkat Il Kota 539 539.000.000 - - 0,14
Madiun)

5. Kota Mojokerto (d/h Daerah Tingkat Il 1.295 950.000.000 - - 0,33
Kota Mojokerto)

6. Kota Kediri (d/h Daerah Tingkat Il Kota 525 525.000.000 - - 0,14
Kediri)

7. Kota Probolinggo (d/h Daerah Tingkat |1 719 719.000.000 - - 0,19
Kota Probolinggo)

8. Kota Blitar (d/h Daerah Tingkat Il Kota 586 586.000.000 - - 0,15
Blitar)

9. Kota Pasuruan (d/h Daerah Tingkat Il 1.987 1.987.000.000 - - 0,51
Kota Pasuruan)

10. Kabupaten Gresik (d/h Daerah Tingkat Il 1.520 1.520.000.000 - - 0,39
Kabupaten Gresik)

11. Kabupaten Malang (d/h Daerah Tingkat Il 4.747 4.747.000.000 - - 1,23
Kabupaten Malang)

12.  Kabupaten Mojokerto (d/h Daerah 2.321 2.321.000.000 - - 0,60
Tingkat |l Kabupaten Mojokerto)

13.  Kabupaten Madiun (d/h Daerah Tingkat Il 1.113 1.113.000.000 - - 0,29
Kabupaten Madiun)

14. Kabupaten Kediri (d/h Daerah Tingkat II 2.568 2.568.000.000 - - 0,66
Kabupaten Kediri)

15.  Kabupaten Probolinggo (d/h Daerah 1.198 1.198.000.000 - - 0,31
Tingkat || Kabupaten Probolinggo)

16. Kabupaten Blitar (d/h Daerah Tingkat Il 1.003 1.003.000.000 - - 0,26
Kabupaten Blitar)

17. Kabupaten Pasuruan (d/h Daerah Tingkat 1.883 1.883.000.000 - - 0,49
Il Kabupaten Pasuruan)

18.  Kabupaten Bojonegoro (d/h Daerah 596 596.000.000 - - 0,15
Tingkat Il Kabupaten Bojonegoro)

19. Kabupaten magetan (d/h Daerah Tingkat 616 616.000.000 - - 0,16
Il Kabupaten Magetan)

20. Kabupaten Tulungagung (d/h Daerah 1.045 1.045.000.000 - - 0,27
Tingkat Il Kabupaten Tulungagung)

21. Kabupaten Trenggalek (d/h Daerah 789 789.000.000 - - 0,20
Tingkat Il Kabupaten Trenggalek)

22. Kabupaten Pacitan (d/h Daerah Tingkat Il 1.015 1.015.000.000 - - 0,26
Kabupaten Pacitan)

23. Kabupaten Lamongan (d/h Daerah 2.261 2.261.000.000 - - 0,59
Tingkat || Kabupaten Lamongan)

24.  Kabupaten Ponorogo (d/h Daerah Tingkat 818 818.000.000 - - 0,21
Il Kabupaten Ponorogo)

25.  Kabupaten Banyuwangi (d/h Daerah 3.402 3.402.000.000 - - 0,88
Tingkat || Kabupaten Banyuwangi)

26. Kabupaten Tuban (d/h Daerah Tingkat Il 2.249 2.249.000.000 - - 0,58
Kabupaten Tuban)

27. Kabupaten Jember (d/h Daerah Tingkat Il 6.017 6.017.000.000 - - 1,56
Kabupaten Jember)

28. Kabupaten Ngawi (d/h Daerah Tingkat I 1.237 1.237.000.000 - - 0,32

Kabupaten Ngawi)
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Nilai Nominal Rp1.000.000,00 Nilai Nominal Rp1.000.000,00

No. Pemegang Saham per saham per saham %
Saham A Nilai (Rp) Saham B Nilai (Rp)

29. Kabupaten Jombang (d/h Daerah Tingkat 1.220 1.220.000.000 - - 0,32
Il Kabupaten Jombang)

30. Kabupaten Bondowoso (d/h Daerah 2.546 2.546.000.000 - - 0,66
Tingkat Il Kabupaten Bondowoso)

31. Kabupaten Lumajang (d/h Daerah 1.788 1.788.000.000 - - 0,46
Tingkat Il Kabupaten Lumajang)

32. Kabupaten Sidoarjo (d/h Daerah Tingkat 3.667 3.667.000.000 - - 0,95
Il Kabupaten Sidoarjo)

33. Kabupaten Situbondo (d/h Daerah 2.762 2.762.000.000 - - 0,71
Tingkat Il Kabupaten Situbondo)

34. Kabupaten Nganjuk (d/h Daerah Tingkat 1.757 1.757.000.000 - - 0,45
Il Kabupaten Nganjuk)

35. Kabupaten Pamekasan (d/h Daerah 955 955.000.000 - - 0,25
Tingkat || Kabupaten Pamekasan)

36. Kabupaten Sumenep (d/h Daerah Tingkat 522 522.000.000 - - 0,14
Il Kabupaten Sumenep)

37. Kabupaten Bangkalan (d/h Daerah 1.593 1.593.000.000 - - 0,42
Tingkat || Kabupaten Bangkalan)

38. Kabupaten Sampang (d/h Daerah Tingkat 2.088 2.088.000.000 - - 0,54
Il Kabupaten Sampang)

39. Kota Batu (d/h Daerah Tingkat Il Kota 1.239 1.239.000.000 - - 0,32
Batu Malang)

Jumlah Modal Disetor 386.710 386.710.000.000 - - 100

Jumlah Saham dalam Portepel 113.290 113.290.000.000 250.000 250.000.000.000

100% atau sejumlah 386.710 saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan
dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp386.710.000.000,00 telah disetor
secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara : (i) sejumlah
Rp366.710.000.000,00 merupakan penyetoran modal lama yang telah disetor sebelumnya dan
(i) sejumlah Rp 20.000.000.000,00 merupakan setoran dengan uang tunai oleh Pemerintah
Propinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.53 tanggal 23 Agustus 2005, dibuat dihadapan
Untung Darnosoewirjo, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya antara lain sehubungan dengan
pengesahan penerimaan tambahan setoran modal atau pengeluaran modal dalam portopolio dalam
Perseroan yang disetor atau diambil bagian berturut-turut (i) Pemerintah Kabupaten Bondowoso
sebesar Rp500.000.000,00, (ii) Pemerintah Kabupaten Kediri Rp250.000.000,00, (iii) Pemerintah
Kabupaten Nganjuk Rp300.000.000,00 dan (iv) Pemerintah Kabupaten Tuban Rp645.000.000,00,
struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), terbagi atas
750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) saham, yang terdiri dari 500.000 (lima
ratus ribu) saham seri A, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00
(satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp500.000.000.000,00 (lima
ratusmiliar Rupiah) dan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri
B, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau
seluruhnya bernilai Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar
Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp433.072.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga miliar tujuh puluh dua
juta Rupiah) terbagi atas433.072 (empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh
puluh dua) saham seri A; dan

Modal Disetor : Rp433.072.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga miliar tujuh puluh dua

juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham
yang telah ditempatkan dalam Perseroan.
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Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut
dia atas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp1.000.000,00 Nilai Nominal
No. Pemegang Saham per saham Rp1.000.000,00 per saham %
Saham A Nilai (Rp) Saham B Nilai (Rp)

Modal Dasar 500.000 500.000.000.000  250.000 250.000.000.000

Modal Ditempatkan

1. Propinsi Jawa Timur (d/h Daerah Tingkat | 344.654* 344.654.000.000 - - 79,58
Provinsi Jawa Timur)

2. Kota Surabaya (d/h Daerah Tingkat Il 15.112* 15.112.000.000 - - 3,49
Kota Surabaya)

3. Kota Malang (d/h Daerah Tingkat Il Kota 2.141* 2.141.000.000 - - 0,49
Malang)

4. Kota Madiun (d/h Daerah Tingkat Il Kota 605* 605.000.000 - - 0,14
Madiun)

5. Kota Mojokerto (d/h Daerah Tingkat Il 1.432* 1.432.000.000 - - 0,33
Kota Mojokerto)

6. Kota Kediri (d/h Daerah Tingkat Il Kota 590* 590.000.000 - - 0,14
Kediri)

7. Kota Probolinggo (d/h Daerah Tingkat I 798* 798.000.000 - - 0,18
Kota Probolinggo)

8. Kota Blitar (d/h Daerah Tingkat Il Kota 658* 658.000.000 - - 0,15
Blitar)

9. Kota Pasuruan (d/h Daerah Tingkat Il 2.170* 2.170.000.000 - - 0,50
Kota Pasuruan)

10. Kabupaten Gresik (d/h Daerah Tingkat Il 1.707* 1.707.000.000 - - 0,39
Kabupaten Gresik)

11. Kabupaten Malang (d/h Daerah Tingkat Il 5.291* 5.291.000.000 - - 1,22
Kabupaten Malang)

12. Kabupaten Mojokerto (d/h Daerah Tingkat 2.584* 2.584.000.000 - - 0,60
Il Kabupaten Mojokerto)

13. Kabupaten Madiun (d/h Daerah Tingkat I 1.250* 1.250.000.000 - - 0,29
Kabupaten Madiun)

14. Kabupaten Kediri (d/h Daerah Tingkat |1 3.118* 3.118.000.000 - - 0,72
Kabupaten Kediri)

15. Kabupaten Probolinggo (d/h Daerah 1.345* 1.345.000.000 - - 0,31
Tingkat Il Kabupaten Probolinggo)

16. Kabupaten Blitar (d/h Daerah Tingkat I 1.126* 1.126.000.000 - - 0,26
Kabupaten Blitar)

17. Kabupaten Pasuruan (d/h Daerah Tingkat 2.114* 2.114.000.000 - - 0,49
Il Kabupaten Pasuruan)

18. Kabupaten Bojonegoro (d/h Daerah 670* 670.000.000 - - 0,16
Tingkat || Kabupaten Bojonegoro)

19. Kabupaten magetan (d/h Daerah Tingkat 686* 686.000.000 - - 0,16
Il Kabupaten Magetan)

20. Kabupaten Tulungagung (d/h Daerah 1.174* 1.174.000.000 - - 0,27
Tingkat Il Kabupaten Tulungagung)

21. Kabupaten Trenggalek (d/h Daerah 886* 886.000.000 - - 0,20
Tingkat Il Kabupaten Trenggalek)

22. Kabupaten Pacitan (d/h Daerah Tingkat Il 1.140* 1.140.000.000 - - 0,26
Kabupaten Pacitan)

23. Kabupaten Lamongan (d/h Daerah 2477 2.477.000.000 - - 0,57
Tingkat Il Kabupaten Lamongan)

24, Kabupaten Ponorogo (d/h Daerah Tingkat 918* 918.000.000 - - 0,21
Il Kabupaten Ponorogo)

25. Kabupaten Banyuwangi (d/h Daerah 3.803* 3.803.000.000 - - 0,88
Tingkat || Kabupaten Banyuwangi)

26. Kabupaten Tuban (d/h Daerah Tingkat Il 3.150* 3.150.000.000 - - 0,73
Kabupaten Tuban)

27. Kabupaten Jember (d/h Daerah Tingkat Il 6.756* 6.756.000.000 - - 1,56
Kabupaten Jember)

28. Kabupaten Ngawi (d/h Daerah Tingkat 11 1.389* 1.389.000.000 - - 0,32

Kabupaten Ngawi)
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Nilai Nominal Rp1.000.000,00 Nilai Nominal
No. Pemegang Saham per saham Rp1.000.000,00 per saham %
Saham A Nilai (Rp) Saham B Nilai (Rp)

29. Kabupaten Jombang (d/h Daerah Tingkat 1.370* 1.370.000.000 - 0,32
Il Kabupaten Jombang)

30. Kabupaten Bondowoso (d/h Daerah 3.359* 3.359.000.000 - - 0,78
Tingkat Il Kabupaten Bondowoso)

31. Kabupaten Lumajang (d/h Daerah Tingkat 1.999* 1.999.000.000 - - 0,46
Il Kabupaten Lumajang)

32. Kabupaten Sidoarjo (d/h Daerah Tingkat Il 4.117* 4.117.000.000 - - 0,95
Kabupaten Sidoarjo)

33. Kabupaten Situbondo (d/h Daerah Tingkat 3.040* 3.040.000.000 - - 0,70
Il Kabupaten Situbondo)

34. Kabupaten Nganjuk (d/h Daerah Tingkat Il 2.273* 2.273.000.000 - - 0,53
Kabupaten Nganjuk)

35. Kabupaten Pamekasan (d/h Daerah 1.060* 1.060.000.000 - - 0,25
Tingkat Il Kabupaten Pamekasan)

36. Kabupaten Sumenep (d/h Daerah Tingkat 586* 586.000.000 - - 0,14
Il Kabupaten Sumenep)

37. Kabupaten Bangkalan (d/h Daerah 1.788* 1.788.000.000 - - 0,41
Tingkat Il Kabupaten Bangkalan)

38. Kabupaten Sampang (d/h Daerah Tingkat 2.345* 2.345.000.000 - - 0,54
Il Kabupaten Sampang)

39. Kota Batu (d/h Daerah Tingkat || Kota 1.391* 1.391.000.000 - - 0,32
Batu Malang)

Jumlah Modal Disetor 433.072  433.072.000.000 - - 100

Jumlah Saham dalam Portepel 66.928 66.928.000.000  250.000 250.000.000.000

100% atau sejumlah 433.072 saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan
dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp433.072.000.000,00 telah disetor
secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i). Sejumlah
Rp386.710.000.000 merupakan penyetoran modal lama yang telah disetor sebelumnya; dan
(ii). Sejumlah Rp46.362.000.000,00 merupakan setoran yaitu sebagai berikut:

I.  Dengan uang tunai sejumlah Rp1.695.000.000,00sebagai berikut:
i.  Sejumlah Rp500.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
ii. Sejumlah Rp250.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Kediri;
iii. Sejumlah Rp300.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk; dan
iv. Sejumlah Rp645.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Tuban.

II. Penyetoran dari Stock Dividen per tanggal 25 Mei 2005 sejumlah Rp44.667.000.000,00, yang
terdiri dari:
i. Sejumlah Rp35.497.000.000,00 oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur;
ii. Sejumlah Rp1.652.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Surabaya;
iii. Sejumlah Rp234.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Malang;
iv. Sejumlah Rp66.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Madiun;

V. Sejumlah Rp137.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Modjokerto;

Vi. Sejumlah Rp65.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Kota Kediri.

Vii. Sejumlah Rp79.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Probolinggo;

Viii. Sejumlah Rp72.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Blitar;

iX. Sejumlah Rp183.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Pasuruan;

X. Sejumlah Rp187.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Gresik;

Xi. Sejumlah Rp544.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Malang;
Xii. Sejumlah Rp263.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
Xiil. Sejumlah Rp137.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Madiun;

Xiv. Sejumlah Rp300.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Kediri;

XV. Sejumlah Rp147.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
XVi. Sejumlah Rp123.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Blitar;

xvii.  Sejumlah Rp231.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
xviii.  Sejumlah Rp74.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
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XiX. Sejumlah Rp70.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Magetan;

XX. Sejumlah Rp129.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
XXi. Sejumlah Rp97.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
xxii.  Sejumlah Rp125.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan;
xxiii.  Sejumlah Rp216.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan;
xxiv.  Sejumlah Rp100.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
Xxv.  Sejumlah Rp401.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
xxvi.  Sejumlah Rp256.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Tuban;

xxvii.  Sejumlah Rp739.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Jember;
xxviii. Sejumlah Rp152.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi;

xxix.  Sejumlah Rp150.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Jombang;
xxX.  Sejumlah Rp313.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
xxxi.  Sejumlah Rp211.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang;
xxxii.  Sejumlah Rp450.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
xxxiii. Sejumlah Rp278.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo;
xxxiv. Sejumlah Rp216.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
xxxv. Sejumlah Rp105.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
xxxvi. Sejumlah Rp64.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep;
xxxvii. Sejumlah Rp195.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
xxxviii. Sejumlah Rp257.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Sampang; dan
xxxix. Sejumlah Rp152.000.000,00 oleh Pemerintah Kota Batu.

Bahwa pembagian stock dividen dibagikan secara proporsional sesuai dengan porsi kepemilikan
saham masing-masing pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan No.72 tanggal 27 April 2005 dibuat dihadapan Untung Darnosoewirdjo,
S.H., Notaris di Surabaya.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.69 tanggal 9 Desember 2005, dibuat dihadapan

Untung Darnosoewirjo, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya antara lain sehubungan dengan
pengesahan penerimaan tambahan setoran modal atau pengeluaran modal dalam portopolio
dalam Perseroan yang disetor atau diambil bagian berturut-turut oleh para pemegang saham,
struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar

Modal Ditempatkan

Modal Disetor

: Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluhmiliar Rupiah), terbagi atas

750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) saham, yang terdiri dari 500.000 (lima
ratus ribu) saham seri A, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00
(satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai Rp500.000.000.000,00 (lima
ratusmiliar Rupiah) dan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri
B, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau
seluruhnya bernilai Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar
Rupiah);

: Rp434.458.000.000,00 (empat ratus tiga puluh empat miliar empat ratus

lima puluh delapan juta Rupiah) terbagi atas434.458 (empat ratus tiga puluh
empat ribu empat ratus lima puluh delapan) saham seri A; dan

: Rp434.458.000.000,00 (empat ratus tiga puluh empat miliar empat ratus

lima puluh delapan juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai
nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.
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Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan sebagaimana tersebut
dia atas selanjutnya menjadi sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp1.000.000,00 Nilai Nominal
No. e S per saham SR;)hl:r)]:)O.OOO,OO per saham %
Saham A Nilai (Rp) B Nilai (Rp)

Modal Dasar 500.000 500.000.000.000 250.000 250.000.000.000

Modal Ditempatkan

1. Propinsi Jawa Timur (d/h Daerah Tingkat 344.654 344.654.000.000 - - 79,33
| Provinsi Jawa Timur)

2. Kota Surabaya (d/h Daerah Tingkat Il 15.112 15.112.000.000 - - 3,48
Kota Surabaya)

3. Kota Malang (d/h Daerah Tingkat Il Kota 2.141 2.141.000.000 - - 0,49
Malang)

4. Kota Madiun (d/h Daerah Tingkat Il Kota 605 605.000.000 - - 0,14
Madiun)

5. Kota Mojokerto (d/h Daerah Tingkat Il 1.432 1.432.000.000 - - 0,33
Kota Mojokerto)

6. Kota Kediri (d/h Daerah Tingkat Il Kota 590 590.000.000 - - 0,14
Kediri)

7. Kota Probolinggo (d/h Daerah Tingkat Il 798 798.000.000 - - 0,18
Kota Probolinggo)

8. Kota Blitar (d/h Daerah Tingkat Il Kota 658 658.000.000 - - 0,15
Blitar)

9. Kota Pasuruan (d/h Daerah Tingkat Il 2.170 2.170.000.000 - - 0,50
Kota Pasuruan)

10. Kabupaten Gresik (d/h Daerah Tingkat Il 1.707 1.707.000.000 - - 0,39
Kabupaten Gresik)

11. Kabupaten Malang (d/h Daerah Tingkat 5.292* 5.292.000.000 - - 1,22
Il Kabupaten Malang)

12. Kabupaten Mojokerto (d/h Daerah 2.584 2.584.000.000 - - 0,59
Tingkat Il Kabupaten Mojokerto)

13. Kabupaten Madiun (d/h Daerah Tingkat 1.250 1.250.000.000 - - 0,29
Il Kabupaten Madiun)

14. Kabupaten Kediri (d/h Daerah Tingkat Il 3.118 3.118.000.000 - - 0,72
Kabupaten Kediri)

15. Kabupaten Probolinggo (d/h Daerah 2.345* 2.345.000.000 - - 0,54
Tingkat Il Kabupaten Probolinggo)

16. Kabupaten Blitar (d/h Daerah Tingkat Il 1.126 1.126.000.000 - - 0,26
Kabupaten Blitar)

17. Kabupaten Pasuruan (d/h Daerah 2.114 2.114.000.000 - - 0,49
Tingkat Il Kabupaten Pasuruan)

18. Kabupaten Bojonegoro (d/h Daerah 670 670.000.000 - - 0,15
Tingkat || Kabupaten Bojonegoro)

19. Kabupaten magetan (d/h Daerah 686 686.000.000 - - 0,16
Tingkat Il Kabupaten Magetan)

20. Kabupaten Tulungagung (d/h Daerah 1.174 1.174.000.000 - - 0,27
Tingkat Il Kabupaten Tulungagung)

21. Kabupaten Trenggalek (d/h Daerah 886 886.000.000 - - 0,20
Tingkat Il Kabupaten Trenggalek)

22. Kabupaten Pacitan (d/h Daerah Tingkat 1.225* 1.225-.000.000 - - 0,28
Il Kabupaten Pacitan)

23. Kabupaten Lamongan (d/h Daerah 2.477 2.477.000.000 - - 0,57
Tingkat Il Kabupaten Lamongan)

24, Kabupaten Ponorogo (d/h Daerah 918 918.000.000 - - 0,21
Tingkat Il Kabupaten Ponorogo)

25. Kabupaten Banyuwangi (d/h Daerah 3.803 3.803.000.000 - - 0,88
Tingkat || Kabupaten Banyuwangi)

26. Kabupaten Tuban (d/h Daerah Tingkat Il 3.150 3.150.000.000 - - 0,73
Kabupaten Tuban)

27. Kabupaten Jember (d/h Daerah Tingkat 6.756 6.756.000.000 - - 1,56

Il Kabupaten Jember)
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Nilai Nominal Rp1.000.000,00 Nilai Nominal
No. T ST per saham SR:hl::T?O.OOO,OO per saham %
Saham A Nilai (Rp) B Nilai (Rp)

28. Kabupaten Ngawi (d/h Daerah Tingkat Il 1.389 1.389.000.000 - - 0,32
Kabupaten Ngawi)

29. Kabupaten Jombang (d/h Daerah 1.370 1.370.000.000 - - 0,32
Tingkat Il Kabupaten Jombang)

30. Kabupaten Bondowoso (d/h Daerah 3.359 3.359.000.000 - - 0,77
Tingkat Il Kabupaten Bondowoso)

31 Kabupaten Lumajang (d/h Daerah 2.199* 2.199.000.000 - - 0,51
Tingkat Il Kabupaten Lumajang)

32. Kabupaten Sidoarjo (d/h Daerah Tingkat 4117 4.117.000.000 - - 0,95
Il Kabupaten Sidoarjo)

33. Kabupaten Situbondo (d/h Daerah 3.040 3.040.000.000 - - 0,70
Tingkat Il Kabupaten Situbondo)

34, Kabupaten Nganjuk (d/h Daerah Tingkat 2.273 2.273.000.000 - - 0,52
Il Kabupaten Nganjuk)

35. Kabupaten Pamekasan (d/h Daerah 1.160* 1.160.000.000 - - 0,27
Tingkat || Kabupaten Pamekasan)

36. Kabupaten Sumenep (d/h Daerah 586 586.000.000 - - 0,13
Tingkat || Kabupaten Sumenep)

37. Kabupaten Bangkalan (d/h Daerah 1.788 1.788.000.000 - - 0,41
Tingkat || Kabupaten Bangkalan)

38. Kabupaten Sampang (d/h Daerah 2.345 2.345.000.000 - - 0,54
Tingkat Il Kabupaten Sampang)

39. Kota Batu (d/h Daerah Tingkat Il Kota 1.391 1.391.000.000 - - 0,32
Batu Malang)

Jumlah Modal Disetor 434.458  434.458.000.000 - - 100

Jumlah Saham dalam Portepel 65.542 65.542.000.000 250.000  250.000.000.000

100% atau sejumlah 434.458 saham dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan
dalam Perseroan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp434.458.000.000,00 telah disetor
secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan cara: (i). Sejumlah
Rp433.072.000.000,00 merupakan penyetoran modal lama yang telah disetor sebelumnya; dan
(ii). Sejumlah Rp1.386.000.000,00 merupakan setoran dengan uang tunai sebagai berikut:

i. sejumlah Rp100.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan;

ii. sejumlah Rp1.000.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo;

iii. sejumlah Rp1.000.000.00 oleh Pemerintah Kabupaten Malang

iv. sejumlah Rp85.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan; dan

V. sejumlah Rp200.000.000,00 oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Tahun 2006

a.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.22 tanggal 10 Pebruari 2006, dibuat
dihadapan Untung Darnosoewirjo, S.H., Notaris di Surabaya, yang isinya antara lain sehubungan
dengan pengesahan penerimaan tambahan setoran modal atau pengeluaran dalam portopolio
dalam Perseroan yang disetor atau diambil bagian berturut-turut oleh (i) Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi; (i) Pemerintah Kabupaten Trenggalek; (iii) Pemerintah Kota Pasuruan, struktur
permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluhmiliar Rupiah), terbagi atas
750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) saham, yang terdiri dari seri A sebanyak
500.000 (lima ratus ribu) saham dan seri B sebanyak 250.000 (dua ratus
lima puluh ribu